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ABSTRACT
 

Implementation of Early Childhood Education (PAUD)
 
Programme in Sintang District
 

KIAM
 

NIM : 015743618
 
Universitas Terbuka
 

Keywords: Implementation, Non Formal Education, Early Childhood 

Implementation of non-formal early childhood education has many 
benefit, one of which is to provide the opportunity for children to meet the 
physical and spiritual needs as well as develop her talents optimally. This study 
aims to identifY and analyze (1) the process of implementation of the policy of 
non-formal education program in early childhood education (PAUD) in Sintang 
(2) the factors that affect the implementation of the policy of non-formal 
education program in early childhood education (PAUD) in Sintang. 

The research was carried on in PAUD Insan Mulia, PAUD Taman Ceria, 
and PAUD Pelita Hati that located in Sintang District at school year 201212013. 
The results are known, the process of implementation of the policy of non-formal 
educational programme in early childhood education (PAUD) in the Sintang 
District not going well, this is due to lack of government support in the 
implementation of early childhood education (PADD). Factors affecting are: 
educators and education have not qualifications, facilities and infrastructures are 
less. That communication goes well then there should be a coordinator agencies 
throughout early childhood. 
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ABSTRAK
 

Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini
 
(PAUD)
 

Di Kecamatan Sintang
 

KIAM 
NIM : 015743618
 

Universitas Terbuka
 

Penyelenggaraan PAUD non formal memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah 
satunya ada1ah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk. memenuhi 
kebutuhan jasmani dan rohani serta mengembangkan bakat-bakatnya secara 
optimal. Pene1itian ini bertujuan untuk. mengetahui dan menganalisis (I) proses 
implementasi pelayanan program pendidikan PAUD di Kecamatan Sintang (2) 
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelayanan program pendidikan 
PAUD di Kecamatan Sintang. 
Penelitian ini di laksanakan di PAUD Insan Mulia, PAUD Taman Ceria dan 
PAUD Pelita Hati yang berada di Kecamatan Sintang pelajaran 2012/2013. 
Hasil penelitian diketahui, proses implementasi kebijakan program pendidikan 
non formal pada PAUD di Kecamatan Sintang belum berjalan dengan baik, hal ini 
dikarenakan rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan PAUD. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelayanan program ada1ah: 
tenaga pendidik dan kependidikan belum memiliki kua1ifikasi, sarana dan prasara 
masih kurang, agar komunikasi berjalan lancar maka seharusnya ada instansi 
koordinator seluruh pembangunan PAUD. 

Kata K_ci: Implementasi,Pendidikan Non Formal,PAUD 
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BABII 

TlNJAlIA_1'\I PliSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Kebijakan Publik 

a. Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan publik pada dasarnya berorientasi pada pemecahan 

masalah. riil yang dihadapi oleh masycuakat, maka kebijakan publik 

dapat dikatakan sebagai ilmu sosial terapan yang berperan sebagai 

problem solver ( Kismartini, dkk; 2010: 2.3). Menurut Hoogerwerf 

dalam Sjahrir (1988: 66) pada hakekatiiya pengertian kebijakati adalah 

semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk 

memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara 

tel1entu, yaitu dengan tindakan yang h::farah. James f. Anderson 

(1978, 33), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku 

dari sej umlah aktor (pejabat. kelompok, instansi pemerintah) atau 

serangkaian aktor dalalll suatu bidang kegiatan tertentu. Pada 

hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : 

what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut 

tentaJ."1g masalah yang dihadapi lembaga-Iembaga yang mengambil 

keputusan yang menyangkut; isi. cara atau prosedur yang ditentukan, 

strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. 

'" 
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Santoso (2002: 69) memisahkan berbagai pandangan tentang 

kebijakan publik ke dalam dua kelompok. 

Pelnlkiran pel1aHla 111enyatakan baln.va kebijakan publik san1a 
dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan 
semata-mata bukan merupakan keinginan pemerintah, akan 
tetapi masyarakatpunJuga memJllki tuntulan tuntulan (keinginan), 
sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu adaJah mancakup 
"apa" yang dilakukan, "mengapa" mereka melakukannya, dan 
"bagaimana" akibatnya 

Menurul George III (1980:2) menyatakan bahwa 

"tidak ada detinisi yang tunggal dari kebijakan pUblik 

sebagainlana yang dinlaksudkan adalah ""..vhat govemnient say 

and do, or not to do". Bahkan Easton (1953:129) mengemukakan 

bahwa "Policy is Ihe aulhorilalive allocalion of value for Ihe 

whole society" (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/syah 

pada seluruh anggota masyarakat). Dari definisi ini, maka 

kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyalakan dan 

dllakukan atau tldak dilakukan oleh penieriiltah. Disdillplng 

itu kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang 

dikembangkan/dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat 

pemerintah (Anderson, 1979:3). Implikasi pengertian daTi 

pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik : 

I)	 Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada 
tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang 
kebetulan 

2)	 Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang 
saling terkait 
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b. Konsep Analisis Kebijakan Publik 

Analisis kebijakan publik adalah kajian ilmu sosial 

lerapan yang mempunyai lujuan memberikan rekomendasi 

kepada public policy maker dalam rangka memecahkan 

masalah-masalah publik (Kismartini, dkk; 2010: 2.3). Selanjutnya 

Kismartini (2010; 2.5) mengalakan bahwa "analisis kebijakan adalah 

satu bentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk memperoleh 

pelllahaillan yang Illelldalalll lllellgenai masalah-masalah sosial leknis 

dan unluk mencari solusi-solusi yang lebih baik". Oleh karena ilu 

berusaha menggunakan ilmu modem dan teknologi modem dalam 

Illcllyelesaikall masalah-illasalah masyarakat, allalisis kebijakan 

mencari langkah-Iangkah yang mudah diamali, menyusun infoffimsi 

dan bukti-bukti dan pengaruh-pengaruh yang membanlu para pembuat 

kebijakan di dala.ll memilih tindakail ya.'g paling mengunlungkan. 

Analisis kebijakan publik berhubungan dengan penyelidikan dan 

deskripsi sebab dan konsekuensi kebijakan publik. Analisis kebijakall 

dapat menghasilkan infoffilasi yang relevan dengan kebijakan pada 

salu, beberapa alau seluruh lahapan dan proses kebijakan. 

Analisis kcbijakan publik bcrdasarkan kajiarmya, kebijakarmya 

dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adal1ya kebijakan 

publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik. Analisis 

sebelum lerjadinya kebijakan publik berpijak pada peIDlasalahan 

publik seluata sehillgga hasilnya benar-benar rekOlnel1dasi kebijakan 
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publik yang barn. Sedangkan analisis kebijakan publik setelah adanya 

kebijakan fokus analisisnya adalah pada kebijakan yang telah ada 

(Kismartini, dkk; 2010: 2.7). Tujuan dari analisis tersebut adalah sama 

yaitu agar mendapatkan kebijakan yang lebih berkualitas. 

Konsep analisis kebijakan menurut Patton dan Sawicki (1993: 

21) dikatakan bahwa analisis kebijakan merupakan peroses di mana 

kita mengidenlifikasi dan mengevalusi kebijakan-kebijakan allernalif 

atau kebijakan dalam mempengaruhi atau memecahkan masalah­

masalah sosial, ekonomi, maupun ma~alah-mao;.alah lainya. Dunn 

(1998) mendefinisikan analisis kebijakan publik sebagai satu dianlara 

sejumlah aktor lainya dalam sistem kebijakan, suatu sistem kebijakan 

(policy system) atau seluruh pola institutional dimana didalam 

kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik antara ketiga 

unsur, yaitu kebijakan publik , pelaku kebijakan, dan lingkungan 

kebijakan, seperti gam bar yang diadopsi dari pemikiran berikut iill: 
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gambar2.1 

tiga sistim kebijakan 

Pelaku kebijakan 

~ 
Lingkungan I Kebijkan publik 
kebijakan 

kriminilitas kelompok warga negara penegakan 
hukum 
inflasi pelaku ekonomi ekonomi 
penganburan serikat pekerja kesejahteraan 
diskriminasi partai personilJindividu 
gelandangan dan pengemis istansiJmasyarakatJLSM perkotaan 

Secara singkat dapat dijelaskan hubungan tiga sistim kebijakan tersebut dengan 

permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : 

1). Public policy, merupakan rangkaian pilihan yang harus lebih saling 

berhubungan (termasuk keputusan-keputuan untuk tidak bertindak) 

yang di buat oleh badan dan pejabat pemerintah. 

2). Policy stakeholder, yaitu para individu dan atau kelompok individu yang 

mempunyai andil! Didalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan misalnya 

kelompok warga negara, perserikatan birokrasi partai politik, 

pemerintah, pimpinan terpilih dan para analis kebijakan sering 

menangkap secara berbeda informasi yang sama mengenai lingkungan 

kebijakan. 
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3). Policy environment, yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di 

sekeliling isu kebijakan terjadi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

pembuatan kebijakan dan kebijakan publik oleh karena itu, sistem 

kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa 

dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak 

terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem kebijakan adalah produk 

manusia yang subyektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang 

sadar oleh para pelaku kebijakan; sistem kebijakan adalah realitas 

objektif yang dimanifestasikan dalam tindakan-tindakan yang teramati 

berikut konsekuensinya; para pelaku kebijakan merupakan produk dari 

sistem kebijakan. 

Selanjutnya penelitian tesis ini merupakan penelitian yang 

berhubungan dengan salah satu yang ditetapkan tahap analisis 

kebijakan publik (implementasi) yang berkenaan dengan program 

pendidikan non formal pada Paud di Kabupaten Sintang. Pada dasarnya 

kebijakan menurut Anderson dalam Winarno (1989: 3) adalah arah 

tindakan yang mempunyai maksud oleh seorang aktor atau sejumlah 

aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perbuatan". 

Selanjunya membuat atau merumuskan suatu kebijakan, yaitu kebijakan 

pemerintah tidaklah mudah , banyak faktor berpengaruh terhadap 

proses pembentukannya sehinga akan mudah dan berhasil saat 

diimplementasikan dalam proses itu, maka pembuat kebijakan harus 

mencari dan menentukan indetitas permasalahan kebijakan. Ada pun 
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yang di maksud dengan permasalahan menurut Andarson dalam 

Winamo (1989: 56) dengan mengutip pendapat Davit G. Semith adalah: 

'Jor policy pruposes, a poblum can be formally defind as codition 

instuation that produces ncds in dissatatsjactions on the pople for the 

pople for relieror redress is sought This may be done those directlyn 

affected or by others acting on their bhalf' 

2. Pengertian Implementasi 

Webster (Wahab, 1997: 64) pengertian implementasi 

dirumuskan secara pendek, dimana "to implementasi" 

(mengimplementasikan) berarti "to provide means for carrying out 

to give practical effec to "(menyajikan alat bantu untuk 

melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu). Studi 

kebijakan public mengatakan bahwa mekanisme penjabaran 

keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin 

melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu 

implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa 

yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidakJah 

terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses 

kebijakan. 

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Jones (1991:120), dimana 
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implementasi diartikan sebagai "getting the joh done" dan "doing it". Tetapi 

di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa irnplementasi 

kebijakan mempakan suan. proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan 

mudah. Namun pelaksanaannya, menurut Jones menuntut adanya 

syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan 

kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources, 

Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses 

penenmaan sumber daya tambahan, sehingga dapat 

mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. lmplementa~i menurut 

Van Meter dan Vanhorn dalam buku The Policy Implementation Process: A 

Conceptual Framework, menjelaskan bahwa: "Implementasi adalah 

tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individuindividulpejabat-pejabat 

atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan" 

(Meter dan Vanhorn, 1975:447). 

Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu 

keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harns 

mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan 

dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan 

agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai 

merugikan masyarakat. 
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Berdasarkan pengertian implementasi di atas VanMeter dan Vanhorn 

(1975:447) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan suatu implementasi yang disebut dengan A Model of The 

Policy Implementation, yaitu: 

I.	 Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan 

2.	 Sumber-sumber kebijakan 

3.	 Karakteristik badan-badan pelaksana 

4.	 Kandisi-kandisi ekanami. sasial dan politik 

5.	 Sikap para pelaksana 

6.	 Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan. 

Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau per[ormansi dari 

suatu kebijakan yang pada dasamya dilakukan untuk meraih kinerja 

implentasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan 

berbagai variabel. 

Perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat 

mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan 

mempengaruhi cara pelaksanaan program, variasi-variasi dalam situasi 

politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja. Peralihan pemerintahan 

dapat mengakibatkan perubahanperubahan dalam cara pelaksanaan 

kebijakan-kebijakan tanpa mengubah kebijakan itu sendiri. 

Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab 

sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal 

tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi 
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kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan hams merasa 

memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah 

ditetapkan. Komunikasi memegang peranan penting bagi 

berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Standar dan tujuan 

kebijakan memiliki efek tidak langsung pada kinerja, apa pengaruh ini 

terhadap variabel dependen ditengahi oleh variabel independen lain. Jelas 

yang memberikan pelayanan publik akan dipengaruhi oleh cara yang 

standar dan tujuan komunikasi untuk pelaksana dan sejauh mana 

standars dan tujuan memfasilitasi pengawasan dan penegakan hukum. 

Standar dan tujuan tidak langsung berdarnpak pada disposisi pelaksana 

melalui kegiatan komunikasi interorganisasi. 

"Hubungan antara sumber daya dan lingkungan ekonomi, sosial, dan 

politik dari yurisdiksi menerapkan (atau organisasi) menunjukkan bahwa 

ketersediaan sumber daya fiskal dan lainnya dapat menciptakan perrnintaan 

oleh warga negara swasta dan terorganisir kelompok-kelompok 

kepentingan-untuk partisipasi dalan1 dan implementasi berhasil dari 

program" (Meter dan Vanhorn, 1975:476). Prospek manfaat dari program 

ini dapat menyebabkan kelompok dinyatakan diam untuk menekan 

partisipasi maksimum. Berdasarkan sumber daya terbatas yang tersedia, 

warga negara kepentingan pribadi dan terorganisir dapat memilih 

untuk menentang kebijakan atas dasar bahwa manfaat dari 

partisipasi sedikit dibandingkan dengan biaya potensial. 
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Menurut Winarno (2005:128) "faktor-faktor yang mendorong ketidak 

jelasan infonnasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena 

kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan 

kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang 

bam serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban 

kebijakan". 

Proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai ak10r yang terlibat mulai 

dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. Komunikasi yang 

efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas ke semua tahap 

tadi. Jika terdapal pertentangan dan pelaksana, maka kebijakan lersebul akan 

diabaikan dan terdislorsi. Untuk itu, Winarno (2005: 129) menyimpulkan: "semakin 

banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, 

semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi". 

Mengelola komunikasi yang book perlu dibangun dan dikembangkan 

saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan 

saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi 

probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. 

Kejelasan infonnasi biasanya terdapat kecenderungan untuk 

mengaburkan tujuan-tujuan infonnasi oleh pelaku kebijakan atas dasar 

kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan infonna~i berdasarkan 

pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut 

adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenOO 

persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, 
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melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara 

terinci. 

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan 

kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan 

mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. 

3. Sumber Daya 

Sumber daya adalah masukan-masukan keuangan, tisik, manusla, 

teknologi dan penerapan dari suatu institusi. Keputusan tentang awal 

program adalah kritis, karena membantu menetapkan jenis sumberdaya 

apa yang dikumpulkan dalam bentuk staf, tasilitas, peralatan dan 

infonna~i. Sebaliknya, yang akan mengadakan perlawanan terhadap 

pergeseran yang cepat dalam proses karena sumber dayanya tersebut 

hanya dapat diarahkan ke kegiatan operasi yang barn secara sebagian dan 

berangsur-angsur. Pengembangan orograrn hams konsisten dengan sumber 

daya yang tersedia pada setiap saat, atau tidak akan mampu menyediakan 

jasa. Pada saat yang sarna penyampaian yang efektif dari jasa yang 

membantu organisasi untuk memperoleh dukungan dalam lingkungan dan 

untuk menuntut dan mengarahkan sumberdaya tambahan selanjutnya, 

menyediakan apa yang diperlukan bagi jasa yang lebih balk yang lebih 

diperluas di masa depan. 
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Besamya dan mutu sumberdaya yang tersedia bagi institusi adalah 

detenninan yang penting dari efektifnya suatu organisasi. Sumberdaya 

dapat dipandang sebagai masukan yang oleh organisasi diubanh menjadi 

produk atau jasa atau yang digunakan untuk menarnbah kemampuan 

sendiri. Asumberdaya dapat diklasifikasikan sebagai wewenang legal dan 

politik, kepegawaian, dana, peralatan, fasilitas dan informasi. 

Persoalan yang dihadapi implementasi suatu kebijakan adalah 

pengerahan yaitu untuk menarik sumberdaya ke institusi dan untuk 

memperlancar program tindakan ini yang konsisten dengan kemampuan 

sumberdaya pada setiap saat. Program tindakan hendaknya menghasilkan 

manfaat dan kepuasan bagi perorangan dan kelompok dalam masyarakat 

dalam mempertahankan dan menaikkan pencapaian yang teTUs meneTUS 

oleh organisasi ke sumberdaya. 

4. Koosep Peodidikao Noo Formal 

Kesulitan dan tantangan dalam kehidupan manusJa baik yang 

diakihatkan oleh lingkungan maupun dalam diri manusia, sering memaksa 

manusia untuk mencari cara yang memungkinkan mereka untuk keluar 

dari kesulitan yang dialaminya. Masih banyaknya warga yang tidak 

mengikuti sekolah pada usia dini ataupun melanjutkan pendidikan ke taraf 

jenjang yang lebih tinggi dikarenakan banyak hal. Upaya-upaya untuk 

membantu mereka dalam mewujudkan potensi yang dimilikinya agar 

dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa adalah pendidikan non 
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formal, namun anggaran yang berkaitan dengan pendidikan mereka masih 

terbatas, sehingga berbagai upaya untuk dapat terus mendorong 

keterlibatan masyarakat dalam membangun pendidikan terus dilakukan 

oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar makin tumbuh kesadaran akan 

pentingnya pendidikan dan mendorong masyarakat untuk teros 

berpartisipasi aktif di datamnya. 

Menurul Badan Akredilasi Nasional Pendidikan Nonformal dalam 

Buletin PAUD Vol.8 No.1 (2009:1) pendidikan nonforrnal didefinisikan 

sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruklur dan beIjenjang yang melipuli pendidikan 

kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, 

pendidikan pernberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 

keterampilan dan pelalihan keIja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan 

lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 

Pendidikan nonfomlal adalall jalur pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapal dilaksanakan secara terslruklur dan beIjenjang. Pendidikan 

nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan 

layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penamball, danlalau 

pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan 

sepanjang hayat. Menurut Fidesrinur dalam Buletin PAUD VoU No.2 

(2009 : 18) perbedaan anlara pendidikan formal, nonformal, dan informal 

adaJall dalam struktur kegialan yang dilakukan. Pendidikan formal dan 

nonformal dilakukan secara terencana dan bertujuan dan diukur melalui 
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evaluasi pada setiap pembelajaran. Sementara itu pendidikan infonnal 

terjadi secara alamiah bersamaan dengan kegiatan sehari - hari sehingga 

pihak - pihak yang berinteraksi yang telah melakukan pendidikan atau 

yang menerima pendidikan tidak: merasakan sebagaimana pendidikan 

fonnal di sekolah atau nonfonnal yang dilaksanakan. 

Bertitik tolak dari pennasalahan yang dihadapi, pendidikan non 

fonnal berusaha mencari jawaban dengan menelusuri pola-pola pendidikan 

yang ada. Pendidikan nonfonnal berfungsi mengembangkan potensi 

peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian 

profesional. Pendidikan nonfonnal meliputi pendidikan kecakapan hidup, 

pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan 

pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 

keterarnpilan dan pelatihan kerja., pendidikan kesetaraan, serta pendidikan 

lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan pcserta didik. 

Pendidikan nonfonnal perlu menjadikan masyarakat sebagai sumber 

atau rujukan dalam penyelenggaaraan program pendidikannya Pendidikan 

nonfonnal agar dapat dicintai, dan dicari masyarakat, maka mereka harus 

berani meniru apa yang baik dari apa yang tumbuh di masyarakat dan 

kemudian diperkaya dengan sentuhan-sentuhan yang sistematis dengan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan lingkungan 

masyarakatnya. Strategi itulah yang perlu terus dikembangkan dan 

dilaksanakan oleh pendidikan non fonnal dalam membantu menyediakan 
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pendidikan bagi masyarakat yang karena berbagai hal tidak terlayani oleh 

jalur fonnallsekolah. Fidesrinur dalam Buletin PAUD VoU No.2 (2009 : 

23) mengungkapkan bahwa pendidikan anak usia dini tidak mungkin 

dikelola sepenuhnya oleh pemerintah oleh sebab itu perlu melibatkan 

keluarga yang merupakan bagian terkeeil dari masyarakat dan yang 

bersentuhan langsung dengan PAUO dengan eara sebagai berikut: 

I.	 Keluarga dari sudut pandang agama khususnya Islam berimplikasi 

pada pendidikan anak sebagai tanggungjawab dunia dan akhirat. 

2.	 Pemberdayaan keluarga harns memperhatikan nilai - nilai agama., 

ekonomi, sosial budaya., letak geografis, dan politik agar pembaruan 

dalam pendidikan keluarga berjalan selaras, serasi dan seimbang 

dengan kebutuhan masyarakat. 

3.	 Strukturisasi pendidikan keluarga perlu dilakukan agar aktivitas 

pendidikan keluarga bertujuan dan terarah dan selalu berinovasi sesuai 

tuntutan zaman. 

4.	 Komunikasi orang tua dan sekolah memegang peranan penting dalam 

menanarnkan konsistensi nilai yang diperoleh di sekolah dengan nilai ­

nilai yang diamalkan dalam keluarga sangat berguna dalam 

pembentukan karakter anak. 

5.	 Pendidikan ADak Usia Dini (PAUD) 

Undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 pada 

Bab I tentang ketentuan umum, pasal I ayat (14) menyebutkan bahwa 

PAUD adaIah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 
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lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kcsiapan dalam mcmasuki 

pendidikan lebih lanjut. PAllO merupakan lembaga kedua yang cukup 

urgen bagi perkembangan anak setelah keluarga (Syaodih daJam Saroh, 

2009: 3). 

Tujuan PAllO adalah untuk membantu anak meletakkan dasar ke arah 

pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang 

diperlukan anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan 

untuk pertumbuhan serta perkembangan sclanjutnya (PP No. 27/1990 

pasal 3). Menu generik dalam Saroh (2009 : 3) menjelaskan tentang 

standar kompetensi ditegaskan bahwa tujuan PAllD adalah membantu 

anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang 

meliputi moral dan nilai - nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, 

fisik/motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki pendidikan 

dasar. Menurut Sudjarwo dalam Buletin PAllO Vol.8 No.1 (2009 : 6) 

PAllO bertujuan untuk menanarnkan pondasi kecerdasan dan kebugaran 

secara tepat dan mapan. 

Ja'far dalam Buletin PAllO Vol.8 No.2 (2009 : 51) menyatakan ada 

beberapa hal pokok yang harus diperhatikan berkaitan dengan Pendidikan 

Anak llsia Oini (PAUO) yaitu : 

I. PAUD dapat ditempuh dalarn 3 (tiga) fase, yaitu; fase keluarga, fase 

dalarn masyarakat dan fase melalui lembaga pendidikan. 
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2.	 PAUD bukan proses belajar mengajar, tetapi upaya pembinaan yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan. 

3.	 Rangsangan pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan Bermain 

SambiI Belajar, bukan melalui aktivitas belajar mengajar. 

4.	 PAUD tidak mengisi otak akan tetapi memperkokoh otak melalui 

stimulasi kecerdasan jamak. 

5.	 Kegiatan Bermain Sambil Belajar merupakan bingkai layanan 

kecerdasan jamak yang difokuskan pada 3 jenis main, yaitu Main 

Sensori Motor, Main Peran dan Main Pembangunan. 

6.	 Kegialan Bermain Sambil Belajar yang benar bagi anak PAUD lebih 

dominan dilakukan melalui proses Dlah Hati, Dlah Rasa dan Dlah 

Raga, seraya meletakkan konsep dasar OIah Pikir. 

7.	 Bermain Sambil Belajar hendaklah banyak diwarnai dengan gerak dan 

lagu, bertutur, dan berdongeng (untuk merangsang berbagai 

kecerdasan anak). 

Undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 

28 menyatakan bahwa Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar, dengan tiga jalur pendidikan, yaitu : 

I.	 Jalur pendidikan formal bentuknya Taman Kanak - Kanak (TK), 

Raudhatul Atfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat, 

2.	 Jalur nonformal bentuknya Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan 

Anak. (TPA), atau bentuk lain yang sederajat, 
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3.	 Sedang jalur infonnal bentuknya pendidikan keluarga atau pendidikan 

yang diselenggarakan oleh lingkungan. 

Undang-undang ini secara jclas menyatakan bahwa TK masuk dalam 

sistem Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan titik berat 

pembelajaran moral, nilai agama., sosial, emosional dan kemandirian, yang 

semua nilai - nilai tersebut harns ditanamkan dengan metode pembiasaan. 

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tentang 

Standar Pendidikan Usia Oini bagian pendahuluan menjelaskan 

penyelenggaraan PAlJD jalur pendidikan fonnal berbentuk Taman Kanak­

Kanak (TK)lRaudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, yang 

menggunakan program untuk anak usia 4 - :S 6 tahun. Sedangkan 

penyelenggaraan PAUO jalur pendidikan nonfonnal berbentuk Taman 

Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan 

program untuk anak usia 0 - < 2 tahun, 2 - < 4 tahun, 4 - :S 6 tahun, dan 

Program Pengasuhan untuk anak usia 0 - :S 6 tahun; Kelompok Bcnnain 

(KB) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak 

usia 0 - :S 4 tahun dan 4 - :S6 tahun. 

Pedoman Urnum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif 

menyatakan bahwa Kelompok Berrnain (KB) adalah bentuk pelayanan 

sosial yang memberikan stimulasi perkembangan terutama kemampuan 

sosialisasi dan komunikasi, guna mernacu daya asertif anak. KB 

merupakan lernbaga pelayanan pengasuhan dan perlindungan anak 

pengganti sosialisasi fungsi orang tua yang sifatnya serncntara., karena 
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fungsi sosialisasi yang pertama dan ulama adalah pada orang tua. Taman 

Penitipan Anak (TPA) adalah lembaga pelayanan pengasuhan dan 

perlindungan anak pengganti sementara yang mengambil tanggung jawab 

secara luas terhadap pengasuhan dan perlindungan anak usia dini 

sementara ibu atau keluarganya tidak dapat melakukan fungsi tersebut 

pada saat itu. Taman Kanak - Kanak (TK) adalah salah satu bentuk satuan 

pendidikan anak usia dini pada jal ur pendidikan formal yang 

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai 6 

(enam) tahun (Jalal dalam Buletin PAlm Vol.8 No.2, 2009 : 4). 

Menurut Ekowarni dalam Buletin PAUD Vol.8 No.1 (2009: l) ada 4 

(empat) Standar Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

yaitu : 

1.	 Menentukan kriteria minimal tentang sistem layanan PAUD. 

2.	 Pedoman pengelola PAUD daJam menyelenggarakan layanan. 

3.	 Acuan bagi berbagai perihal dalam pcngembangan, pembinaan, dan 

pelaksanaan PAUD. 

4.	 Membantu masyarakat menyelaraskan persepsi atau pandangan 

mengenai PAUD serta dalam melakukan penilaian terhadap mutu 

layanan pendidikan. 

Selanjutnya Ekowarni menjelaskan susunan standar PAUD terdiri 

dari: Standar tingkat pencapaian perkembangan, Standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, Standar program, dan Standar layanan. Standar 

tingkat pencapaian merupakan deskripsi tentang perkembangan yang 
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berhasil dicapai anak pada suatu tahap tertentu berdasarkan usia anak. 

Standar pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari Guru PAllO, Tutor 

PAUO, serta Pengasuh PAUD. Standar program PAUD meliputi isi, 

kegiatan, proses, dan penilaian. Standar layanan terdiri dari sarana, 

prasarana, pengeiolaan, serta pembiayaan. Sarana pendidikan meliputi 

Alat Permainan Edukatif (APE) di luar mangan, Nat Permainan Edukatif 

(APE) di dalam mangan, perlengkapan musik dan seni, perlengkapan 

olahraga, poster, buku dan alat tulis, serta alat elektronik. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Ekowati dalam l3uletin PAllO 

Vol.8 No.2 (2009 : 31) menegaskan bahwa Standar Nasional PAllO 

memuat Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUO. Oalam 

standar dijabarkan jenis tenaga dan kualitikasi tenaga pendidik yang 

disebut tutor PAllO dan pengasuh PAUO, dan kualifikasi tenaga 

kependidikan PAUO yang disebut pengelola. Standar Nasional PAUO 

juga memuat Standar Program PAUD yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaanl proses, dan penilaian yang holistik/menyeluruh, meliputi 

aspek kesehatan, gizi, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan, 

dilaksanakan secara terintegrasiJ terpadu sesuai dengan kebutuhan anak. 

Keterpaduan tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, agama, budaya, 

keluarga, dan masyarakat, yang dalam penerapannya menjadi tanggung­

jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. 

Perencanaan dalam standar program meliputi kegiatan merencanakan 

tujuan, isi, jumJah anak didik, pendidik, tenaga kependidikan, metode 
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pelaksanaan, penilaian, dan Alat Pennainan Edukatif (APE). 

Pelaksanaanlproses menjabarkan tentang penerapan metode, pengelolaan 

kegiatan, dan keterlibatan orang tua dalam proses kegiatan. Proses 

kegiatan pengasuhan dan pendidikan diselenggarakan seeara interaktif, 

inspiratif, variatif, kreatif, menyenangkan, menyehatkan, dan memotivasi 

anak untuk berpartisipasi aktif. 

Penilaian memuat metode. leknik pelaksanaan dan pemanfaatan hasil 

penilaian. Penilaian dilaksanakan melalui pengamatan dan pencatatan 

terhadap perkembangan anak selama dalam pengasuhan dan pendidikan di 

tempat pelayanan PAUD seeara berkesinambungan. Untuk mendukung 

terselenggaranya layanan PAUD yang berkualitas, dibutuhkan sarana dan 

prasarana yang memadai sesuai dengan kemampuan Satuan Lembaga 

PAUD yang bersangkutan. DaJam Standar Na~ional PAUD dijabarkan 

Standar Layanan yang meneakup komponen sarana., prasarana., 

pcngelolaan dan pembiayaan. Sarana berupa segala filsilitas yang 

dibutuhkan untuk menunjang proses pengasuhan dan pendidikan melalui 

bennain yang menyenangkan. Komponen sarana meliputi perabotan, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, kesehatan serta bahan-bahan 

habis pakai. Prasarana merupakan tempat pelaksanaan pengasuhan dan 

pendidikan yang dapat berlangsung di dalam ataupun di luar mangan. 

Komponen prasarana meliputi bangunan dan halaman. 

Pengelolaan meneakup kegiatan manajemen Satuan Lembaga PAUD 

yang berkaitan dengan pereneanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk 
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mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengasuhan dan 

pendidilaln. Pembiayaan meliputi pengelolaan sumber dana dan 

pemanfaatannya lIntuk menJamm kelangsungan dan konsistensi 

penyelenggaraan pengasuhan dan pendidikan, yang meliputi biaya 

investasi, personal, dan operasional. Komponen sarana prasarana, 

pengelolaan, dan pembiayaan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan 

pengasuhan dan pendidikan yang berkualitas, aman, nyaman, sehat, dan 

menyenangkan, disesuaikan dengan kebutuhan anak berdasarkan 

kelompok usia. 

6. Beyond Centers and Circle Time (BCCl) 

Salah satu program pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga 

PAlJU saat ini adalah program Beyond Centers and Circle Time (BeC1). 

Beyond Centers and Circle Time (BCCT) yaitu konsep belajar dimana 

guru-guru menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Siswa memperoleh 

pengetabuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas, sedikit demi 

sedikit, dan dari proses mencoba sendiri, sebagai bekalllntuk memecahkan 

masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat sekarang dan 

kelak. Pendekatan BCCT proses pembelajaran diharapkan berlangsung 

alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekelja mengalami, bukan transfer 

pengetabuan dari guru ke siswa Strategi pembelajaran lebih dipentingkan 

daripada hasil. Siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, 
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dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapamya. Siswa 

memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk 

hidupnya nanti, dalam hal ini diperlukan guru sebagai pengarah dan 

pembimbing atau inspirator. Landasan filosofi adalah BCCT adaJah 

kontruktivisme, yakni filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar 

tidak sekedar mnenghafal. Siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan 

dibenak mereka sendiri. bahwa pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan 

menjadi fakta-fakta yang terpisah namun mencerminkan ketrampilan yang 

dapat diterapkan. 

Berdasarkan penelitian Martono dan Tri Hartiti Retnowati (2009:4) 

Anak akan dapat belajar dengan baik jika anak merasa aman dan senang 

dalam situasi belajar. Untuk mewujudkan itu anak hams terpenuhi 

kebutuhan fisiknya seperti makan dan minum yang cukup dan secara 

psikologis aman dan senang dalam melakukan aktivitas. Jika proses 

pembelajaran anak tidak dalam kondisi yang menyenangkan niscaya akan 

sulit untuk mengembangkan potesi anak secara wajar, baik, dan maksimal. 

Tugas pembelajaran keterampilan adalah untuk mengembangkan potensi 

anak melalui bennain dengan keterampilan. 

Konsep belajar yang dipakai daJam metode BCCT difokuskan agar 

guru sebagai pendidik menghadirkan dunia nyata di daJam kelas dan 

mendorong anak didik membuat hubungan antara pengetahuan, 

pengalaman, dan penerapan daJam kehidupan mereka sehari-hari. 

Sehingga otak anak dirangsang untuk terus berflkir secara aktif dalam 
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menggali pengalarnannya sendiri bukan sekedar mencontoh dan menghafal 

saja. Dalarn pendekatan BCCT proses pembelajaran diharapkan mampu 

beIjalan sccara alarniah dalarn bentuk kegiatan yang ditujukan agar anak 

belajar dengan mengalami bukan hanya sekedar mengetahui ilmu yang 

ditransfer oleh guru. Metode ini juga memandang berrnain sebagai media 

yang tepat dan satu-satunya media pembelajaran anak karena disamping 

menyenangkan, berrnain dalarn setting pendidikan clapat menjadi media 

untuk berfikir aktif dan kreatif. 

Menurut Immanuel Setiawan (2009:2) bahwa kegiatan berrnain 

memungkinkan tersaiumya dorongan-dorongan instingtual anak yang 

sangat meringankan anak dari berbagai beban mental. Kegiatan berrnain 

merupakan sarana yang arnan yang dapat digunakan anak untuk 

mengulangulang pelaksanaan dorongan -- dorongan untuk berperilaku 

tertentu, sehingga anak akan terbantu untuk mengendalikan dorongan ­

dorongan itu, dan juga reaksi-reaksi mental yang mendasarinya. Kegiatan 

berrnain memungkinkan berlangsungnya proses pelepasan dan 

terpenuhinya keinginan-keinginan tertentu. Fantasi dan kesempatan anak 

untuk lepas dari kenyataan, terutarna anak usia dini, memudahkan ber­

tumbuhnya ego anak. Dalam alarn fantasi yang "encer" (bila dibandingkan 

alam nyata), ego anak clapat "berdarnai" sekaligus dengan dorongan ­

dorongan identitas dan tuntutan-tuntutan super ego, sehingga anak dapat 

kesempatan ber"eksperimen" dengan penyelesaian-penyelesaian barn 

untuk berbagai konflik. 
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Ciri khusus yang dimiliki BCCT adalah empat pijakan, yaitu 

pijakan lingkungan., pijakan sebelum bermain, pijakan saat bermain dan 

pijakan setelah bermain. Pijakan-pijakan ini harus diikuti olch guru guna 

membentuk keteraturan antara bermain dan belajar. Dalam pijakan 

lingkungan, guru menata lingkungan yang sesuai dengan kapasitas dan 

keragamanjenis permainan anak. Pijakan sebelum bermain dilakukan guru 

dengan meminta anak untuk duduk membentuk sebuah lingkaran sambi! 

bernyanyi, setelah berdo'a bersama guru menjelaskan kegiatan sentra 

dengan alat peraga yang telah dipersiapkan. Selanjutnya guru bersama 

anak membuat aturan bermain yang disepakati bersama Pijakan saat 

bermain merupakan waktu bagi guru untuk mencatat perkembangan dan 

kemampuan anak serta membantu anak bila dibutuhkan. Perlu dipahami 

bahwa didalam metode BCCT berlaku tiga jenis bermain. Pertama, 

bermain sensorimotor atau fungsional yang memfungsikan panca indra 

anak agar dapat berhubungan dengan lingkungan sekitar. Kegiatan yang 

menggunakan gerakan otot kasar dan halus serta mengekspresikan seluruh 

indra tubuh untuk mendapatkan rasa dari fungsi indra. 

Anak usia dini belajar melalui panca indranya dan melalui hubungan fisik 

dengan lingkungannya. Bermain sensorimotor penting untuk mempertebal 

sambungan antar neuron. Kedua., bermain peran baik mikro maupun makro 

dimana anak diberi kesempatan menciptakan kejadian-kejadian dalam 

kehidupan nyata dengan cara memerankannya secara simbolik. 

Kemarnpuan untuk memisahkan pikiran dari kegiatan dan benda. 
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Kemampuan menahan dorongan hati dan menyusun tindakan yang sendiri 

dengan sengaja dan fleksibel. (Vygotsky). Melalui pengalaman main 

pcran, anak diberi kesempatan untuk menciptakan kembali kejadian 

kehidupan nyata dan memerankannya secara simbolik. Ketiga bennain 

pembangunan. Sifat cair : penggunaan dan bentuk ditentukan oleh anak. 

Terstruktur: Penggunaan dikontrol oleh bentuk dari bahan. Bahan sifat 

cairl bahan pembangunan bahan alam yang terstruktur, 

air, pasir balok unit, cat jari balok berongga, lumpur balok berwarna. 

Pijakan lingkungan mengelola awal lingkungan main dengan bahan-bahan 

yang cukup (tiga tempat main untuk setiap anak). Merencanakan untuk 

intensitas dan densitas pengalaman. Memiliki berbagai bahan yang 

mendukung tiga jenis main sensorimotor, pembangunan dan main peran. 

Memiliki berbagai bahan yang mendukung pengalaman keaksaraan. 

Menata kesempatan main untuk mendukung hubungan sosial yang positif. 

Apabila ketiga jenis bermain terscbut dapat dilakukan oleh anak secara 

optimal memungkinkan adanya ketuntasan belajar dan perkembangan anak 

baik secara fisik, kognisi, emosi maupun sosial. Sehingga mereka dapat 

dengan mudah memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Pijakan yang 

terakhir adalah pijakan setelah bermain dimana anak dapat meneeritakan 

pengalaman bermain mereka serta guru dapat menggali dan menanarnkan 

pengetahuan pada anak. 
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B. Kerangka Berpikir 

Implementasi p~,
 

Kebijakan Program Non Formal PAUD : 
I.	 IJbran..Ukunm...dan ~tujoan 

kebijakan 
2.	 S\iIllber.-nber ~ 
3.	 PilIIgclola:PAUD (Dina!; Pendidikan) 
4.	 KoIIiIisHondisi eIronomi. sosiid, dan 

politik. 
. 5,SDIap'parapelaksana 

6.	 KOllIunikasi anlar organisasi terkait 
. dcngliiikigi~ pelaksamum 

Fakror yang mempengarubi Kebijakan 
Prugl8lU Paud: 

I, Standar Pendidibn dan Teuaga 
J(erja 

2, KebijabndanPetencanaanPAUD 
3.	 S8rana, pasanana, pea'C',den.gan 

siswa dan pengelalaan dan 
pembiayaan 

4.	 K01l1IIIliIam anIllr organisasi dan 
kegialan-kgiata pelaksaoa 

MempeISiapkan anak ke 
jenjang sekolah Formal dan 
pembentukan karakter anak 

Berdasarkan penelilian sebelumnya oleh Wahid Hasyim, Yayat 

Suharyal, dan Noerhidayah (2009 : 10) bahwa "pelaksanaan 

implementasi kebijakan pemerintah lebih terasa dan agak kurang bisa 
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direalisasikan oleh para pengelola maupun peJaksana kegiatan PAUD 

adalah terkait dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 

Tentang Standar Pendidikan Nasional pada pasal 29 ayat (I) mengenai 

syarat untuk seorang menjadi pendidik pada Pendidikan ADak Usia Dini 

adaIah : I). Berkualifikasi akademik minimal Diploma IV (D-1V) atau 

SaJjana SI; 2). Latar belakang pendidikan adalah PAUD, kependidikan 

lain alau psikologi; 3).Bersenifikal profesi guru unluk PAUD". 

Menurut Jalal dalam Buletin PAUD Vol.! No.2 (2009 : 26) 

menyatakan kenyataan lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya 

lenaga kependidikan yang ada memiliki latar belakang pendidikan yang 

rendah (SLTAke bawah) dan tidak memiliki pengalaman sebagai tenaga 

pendidik. Hal ini mengakibatkan mereka tidak profesional dalam 

mengelola lembaga pendidikan atau mendidik anak. Mereka juga tidak 

mengetahui bagaimana melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai 

dengan pcrkembangan anak. Kcnyataan lain yang terjadi ialah 

rekrWtment calon lenaga pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pada 

umurnnya didasarkan alas kebutuhan sesaat atau mendesak, tanpa 

memperhatikan kemampuan, keterampilan, keahlian dan latar belakang 

pendidikan mereka. Padahal setiap tcnaga kependidikan seperti pengelola 

lembaga seharusnya memiliki pengetahuan tentang lurnbuh kembang 

anak, mempunyai kemampuan memimpin, menguasai ruipek-aspek 

manajemen serta memiliki pengetahuan keterampilan yang lebih agar 

dapat mengelola lcmbaga dengan baik. Sedang seorang pamong 
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beJajar/Tutor seharusnya memiJiki kemampuan dan keterampilan dalam 

mendididik anak. Sedang tenaga pengasuh harus memiJiki keterampilan 

dalam bidang perawatan dan pengasuhan anak. Akar permasalahan yang 

menyebabkan terjadinya hal tersebut antara lain: (I) sulit memperoleh 

tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, terutama di desa-desa 

yang jauh dari pusat kOla; (2) hingga saat iill belum ada suatu standar 

yang baku untuk menelapkan persyaralan/ kualifikasi bagi calon lenaga 

kependidikan di Kelompok Bermain dan Penitipan Anak; (3) program 

pelatihan bagi lenaga kependidikan masih sangat terbatasljarang, baik 

yang diJakukan oleh Pemerinlah maupun NOO. PudahaJ program 

peJatihan sangat penting untuk membekali mereka sebelum terjun 

menjadi tenaga kependidikan di lembaga Kelompok Bermain dan 

Penitipan Anak; (4) masih jarangnya lembaga perguruan tinggi yang 

membuka program pendidikan prasekolah, khususnya program 

Kelompok Bermain dan Peilltipan Anak, baik program Dl, D2, D3 dan 

Sl. Sedangkan lembaga-lembaga kursus yang ada masih sangat jarang 

yang melaksanakan kursus untuk tenaga kependidikan pada pendidikan 

prasekolah, dan (5) belum adanya pedoman yang baku yang dapat 

dijadikan pegangan bagi tenaga kependidikan dalam melaksanakan 

program pembelajaran di Jembaga-Iembaga pendidikan prasekoJah. 

Lutfiati (2008 : 3) dalam penelitiannya mendiskripsikan problematika 

dalam penyelenggaraan program PAUD meliputi 4 lahapan yaitu tahap 

perencanaan, lahap pengorganisasian, lahap peJaksanaan, dan lahap 
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pengawasan program. Dalam penjelasannya pada tahap perencanaan 

masalah yang terjadi adalah tidak adanya kriteria khusus dalam 

penentuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya serta 

perencanaan pembiayaan yang tidak memperhatikan biaya operasional 

program. Sedangkan pada tahap pengawasan masalah yang terjadi adaIah 

tidak ada pengawasan dari Dinas Pendidikan Kecamatan setempat. 

C.	 Definisi Konsep dan Oper.lsional 

I.	 Kebijakan program pendidikan nonformal pada PAUD : standar 

PAUD sebenarnya terdiri dari 4 standar, tetapi dalam penelitan ini 

dibalasi 3 slandar saja yailu: 

a.	 Standar pendidik dan tenaga kerja kependidikan 

b.	 Standar isi, proses dan penilaian 

c.	 Standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan 

2.	 Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan beIjenjang. 

Pendidikan nonfornlal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang 

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 

penambah, danJatau pelengkap pendidikan formal dalam rangka 

mendukung pendidikan sepanjang hayat. 

3.	 Pendidikan nonformal pada PAUD : adalah kelompok bermain (KB) 

menggunakan program untuk anak usia 2 - <4 tahun dan 4 - < 6 tahun. 
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4.	 Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun 

swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelurnnya. 

5.	 Kebijakan publik adalah suatu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

dikembangkan oIeh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. 

Kebijakan Publik adalah salah salu produk pemerintah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ditetapkan agar 

tugas pelayanan yang diberikan lebih terarah, serta mempunyai aturan 

dan lujuan yangjelas. 
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BAB III
 

METODOLOGI PENELlTlAN
 

A. Desain Penelitian 

Desain dalam peneliLian ini menggunakan melode deskriplif kualiLalif 

dengan pendekalan studi kasus, metode ini merupakan lipe penelilian yang 

bermaksud unLuk menguji hipoLesis lerlenlu, LeLapi hanya menggambarkan apa 

adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena Lerlentu. 

Pemilihan ini L1imaksudkan unluk mengumpulkan informasi mengenai stalus 

suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu gejala (fenomena) 

menurul apa adanya pada saaL peneliLian dilakukan (Widodo & Mukhlar, 2000: 

15). 

B. Popnlasi Dan Sampel 

Penelitian ini di JakSl\llakan di lembaga penllidikan nonformal PAUP yang 

berada di Kecamalan Sintang tahun pelajar<Vl 2012/2013, yaiLu PAUD Insan 

Mulia yang berada di JI. MT. Haryono, PAUD Taman Ceria yang berada di 11. 

Dharma Putra Komplek Citra Baning Permai Blok D. 13 dan PAUD Pelita Hati 

yang berada di JI. MT. Haryono Komplek BTN. Ciptamandiri 1CI2S. 

Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif dari hasil pengamalan 

terhadap Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Non Formal Pada 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamalan Sinlang tahun pelajaran 

201212013. 
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Sumber penelilian dalam penelilian adalah guru PAUD di Kecamalan Sinlang 

tahun pelajaran 2012i20lJ. 

C.	 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan daiam peneiitian yaitu melalui 

I.	 Pengamatan dan Observasi yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke 

iembaga PAUD yang diteiiti pada waktu kegiatan beiajar-meng'tiar di 

lembaga PAUD tersebut dan digunakan sebagai metode utama, disamping 

wawancara tak berstruktur, untuk pengumpulan data. 

2.	 Wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (interview 

guIde) dan wawancaara tidak terstruktur agar esensl interaksi dalam 

wawancara lebih berfungsi untuk mencan pemahaman dibanding 

menjeiaskan. Wawancara tidak terstruktur digunakan agar data yang didapat 

melalui wawancara Iebih mendalam. 

1.	 Dokumen adalah rekaman peristlwa yang lebih dekat dengan percakapan, 

menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interpretasl yar.g be!"h!.!b~!1gan 

sa..'1gat dekat dengan kontek.s rekaman peristi'.va terscbut (BuDgir:; 1011: 143). 

Data dalaffi pcnditian ini iCidii'i dari data primer dan data 5ckundcr. 

.. 
,,,~~nH .-1~n"",·(\li-~h (1'._'11-\ ,·...<.:I",."l...,.n
';---0 --r- -- - -_.. . --,... - .. .. 

iTIcnggiinakan : 
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I.	 Wawancara: wawancara dilakukan dengan Kepala Sekalah, Guru dan orang 

tua siswa. 

2.	 Pengamatan atau abservasi dilakukan terhadap siswa Paud. 

3.	 Do~..umentasi didapat bisa dari dakumentasi (fata-fata), data-data siswa yang 

didapat dari guru dan dakumen yang dapat digunakan sebagai pelengkap (data 

sekunder). 

Data lapangan dicatat dalam catatan lapangan berbentuk deskripsi tentang apa 

yang diJihat, apa yang didengar dan apa yang dial ami atau dirasakan oleh subyek 

penelitian seperti kamentaI' dari peneliti tentaang fenomena yang dijumpai, yang 

disusun pada setiap hari dan disimpan dalam tempat tersendiri, sehingga data 

tidak tercampur dengan data yang lain. 

E.	 Metode Analisis Data 

Selama dalam proses kegiatan pengumpulan data, peneliti melakukan 

pengorganisasian dan peringkasan data, memuat kode (sandi) informasi data 

pelaporan lapangan dengan memasukkan nama-nama yang diamati, tempat, 

tanggal dan wakw data dicatat. 

Kegiatan penyajian data disampaikan dalam bentuk narasi. sehingga pembaca 

penelitian ini dapat memahami ini penelitian dengan iebih jelas. Penyajian data 

merupakan taahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang 

harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis tindakan yang dianggap perlu. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41507.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Kcgialan vcrifikasi dan mcnarik kcsimpulan bcrusaha mcncari rnakna dari 

komponen-komponen yang disajikaan dengan mencatat pola-pola, keteraturan, 

pcnjelasan, konfigurasi, hubungan scbab akibat, dan proposisi dalam pcnelilian. 

Adapun tahapan analisa data penelitian dilakukan dengan cara: 

I.	 Mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan. 

wawancara, dan dokumcnta~i dalam hentuk catatan lapangan. 

2.	 Mcnelaah kcmbali calalan hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi 

serta memisahkan data yang ppenting dengan yaang tidk penting, hal ini 

dilakukan agar tidak kliru dalam klasilikasi. 

3.	 Mendiskripsikan data yang telah diklasifikasikan untok kepentingan penelaahan 

lebih lanjut dengaan memperhatikan fookus dan tujuan penclitian. 

4.	 Membuat analisis akhir yang memungkinkan dalam laporan untuk kepentingan 

penulisan. 

Berdasarkan hasil anal isis data selanjutnya dipaparkan benlpa deskripsi. 
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BABV
 

SIMPULAN DAN SARAN
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasH Temuan dan Pembahasan dengan Judul "Implementasi 

Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Oini ( PAUD) Oi Kecamatan Sintang 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

I.	 Proses implementasi Pelayanan program pendidik anak usia dini (PAUD) di 

Kecamatan Sintang belum berjalan secara optimal. Standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi guru PAUD belum semuanya SI I 0 IV belum meratanya lembaga 

layanan PAUD, pengelola lembaga dan masyarakat masih belum bisa bersama­

sarna melakukan pengontrolan dan pengawasan, sarana dan prasarana untuk PAUD 

dirasa masih sangat kurang, penganggaran yang di berikan Pemerintah Kabupaten 

Sintang masih sangat kurang. 

2.	 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pelayanan Program Pendidik anak 

usia dini (PAUD) di Kecamatan Sintang adalah: Standar pendidikan dan tenaga 

kependidikan, tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kualifikasi dan 

kompetensi sesuai dengan standar nasional pendidikan di Kecarnatan Sintang 

masih sangat kurang, Program dan perencanaan PAUD di Kecarnatan Sintang 

sudah berjalan sesuai dengan permendiknas RI Nomor 58 tahun 2009, sarana dan 

prasarana masih sangat kurang, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan pembangunan PAUD melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat 
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B.	 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas disarankan sebagai berikut : 

I.	 Proses Implementasi Pelayanan Program Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) di 

Kecamatan Sintang, maka beberapa hal dapat diupayakan sebagai 

berikut:Pendidikan guru PAUD,minimal SlID IV banyak mengadakan pelatihan­

pelatihan untuk guru pendamping PAUD, memberikan fasilitas sarana dan 

prasarana khususnya bagi PAUD yang kurang mampu, mernberikan pengawasan 

dan pengontrolan secara kontinyu. 

2.	 Pemerintah, lembagal organisasil yayasan dan masyarakat diharapkan terlibat 

bersama dalam kontroUpengawasan, penilaian serta dalam pengambilan keputusan 

terhadap pelaksanaan kebijakan program PAUD. 

3.	 Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dapat mengalokasikan Dana APBD dalam 

memperbaiki Sarana dan Fasilitas guna menunjang kegiatan program PAUD di 

Kabupaten Sintang. 

4.	 Komunikasi dan hubungan yang harmonis Wltar orgWlisasi dWl kegiatan -kegiatan 

pelaksana harns berjalan dengan baik sehingga diharapkan mampu menciptakan 

suatu kondisi yang kondusif dan sinergis dalam pelaksanaan Implementasi 

Pelayanan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang. 
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Pelayanan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang. 
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Lampiran I 

Panduan Observasi di PAUD 

PEDOMAN OBSERVASI 

I. IDENTITAS KELOMPOK BERMAIN 

I.	 Nama kelompok PAUD : Insan Mulia 

2.	 Status : Yayasan 

3.	 Akte Nomor/tanggal didirikan : Jainudin, S. H. SPM. No. 01/04 Meo 2010 

4.	 Kecamatan : Sintang 

5.	 Kota : Sintang 

6.	 Propinsi : Kalimantan Barat 

II. PENGELOLA 

J.	 Bentuk Visi dan Misi 

Visi : Membenluk insan yang tegak dalam imam, cerdas dalam ilmu dan mulia 

dalam sikap. 

Misi: 

a.	 Menanamkan nilai iman dan taqwa sejak dini melalui pembiasaan, pergaulan 

dan mensyukuri citaannya. 

b.	 Menjadikan anak didik cerdas, semangat dan terampil dalam belajar dan 

bermain. 

c.	 Membiasakan anak didik lebih hormat kepada orang tua, guru dan sesama. 

d.	 Menumbuhkan anak harmonis dalam aspek sekolah dan rumah tangga. 

e.	 Membangun kebersamaan dengan nilai cinta kasih sayang dan keberagaman. 

f.	 Mencetak anak-anak yang berilmu dan akhlak mulia menuju pendidikan 

tinggi. Paud lnsan Mulia mempunyai tujuan menanamkan nilai-nilai dasar 

pengetahuan, mental dan keterampilan serta mengembangkan berbagai potensi 

anak sejak dini sebagai persiapan untuk masa depannya dan dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. 
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2.	 Tujuan PAUD 

Mcnanamkan nilai-nilai dasar pcngctahuan mcntal dan kctcrampilan scrta 

megembangkan berbagai polensi anak sejak dini sebagai persiapan unluk masa 

depannya dan dapat menyesuikan diri dengan Iingkungannya. 

3.	 Perencanaan pendidikanjangka pendek danjangka panjang PAUO
 

Jangka pendek bisa mendirikan pendidikan Non Formal.
 

Jangka panjang bisa mendirikan pendidikan formal.
 

4.	 Sumber dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAUO
 

Sumber dana. darn orang tua murid dan yayasan serta ada bantuan .
 

5.	 Bentuk fasilitas yang dimiliki oleh penyelenggara
 

Bangunan gedung sekolah, mobil dan motor.
 

Permainan anak ada 6 buah di halaman.
 

III. PESERTA OIDIK 

I. Bagaimana perkembangan peserta didik PA UO pada tahun-tahun sebelumnya 
I!TAHUN	 PESERTA DIDIK I 

I 

fAKI-LAKI =l PEREMPUAN IJUMLAH

~OO8	 l
I 

I	 I 
2009 -+- I	 T

------j

2010	 7 10 17I 

2011 16	 45t	 =1---=- t
I 

2012	 18 J ,II 58I 
1	 40 

I 
I ~	 I 

2.	 Latar belakang orang tua murid PAUO 

a.	 PNS : 26.orang 

b.	 Pegawai BUMN : 1.orang 

c.	 Pegawai Swasta : 27.orang 

d.	 Wiraswasta : - orang 

e.	 Lainnya :40rang 

3.	 Facktor pendorong orangtua memasukkan anaknya ke PAUO 
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UnlUk dapat mendidik anak supaya mandiri, berakhlak, orang tua banyak bekerja 

schingga anak ada yang mengurus. 

4.	 Rata-rata kehadiran anak dalam setiap bulan 98 % 

IV. TENAGA PENDIDIKANIKARYAWAN 

I.	 Jumlah tenaga pendidik 6 Orang 

2.	 Jumlah tenaga non pendidik tidak ada 

3.	 Fasilitas yang dapat diperoleh para guru~ 

a.	 Insentif 

b.	 Honor 

V. PROGRAM PEMBELAJARAN 

I.	 Metode pendidikan apa yang diterapkan di PAUD
 

Belajar sambi! bermain. Didalam dan diluar ruangan
 

2.	 PAUD mempunyai kurikurum sebagai pedoman pembelajaran 

3.	 Kurikurum yang dipakai sebagai pedoman pembelajaran Permendiknas Nomor 58 

tahun 2009. 

4.	 Menggunakan system program pembeJajaran di PAUD yaitu Klasikal dan Privat 

5.	 Lamajam efektifpembelajaran di PAUD utuk usia 2-3 tahun 1,5 jam. Sedanhkan 

untuk 4-6 tahun 2,5 jam. 

6.	 Aspek-aspek perkembangan yang dikembangkan di PAUD Bahasa, kognitif, 

motorik, sosial dan emosional. 

7.	 Ada kegiatan untuk melatih pengembangan fisik 

8.	 Ada kegiatan untuk melatih pengembangan bahasa 

9.	 Ada kegiatan untuk melatih pengembangan sosial emosional 

10. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan seni 

II. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan moral dan agama 

12. Pembelajaran di PAUD menggunakan tema-tema khusus 

VI. MANAJEMEN PEMBELAJARAN 

I.	 Dalam kegiatan pembelajaran membuat rencana pembelajaran 
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2. Waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan pada awal tahun ajaran 

baru 

3. Lama waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan 1 bulan 

4. Frekkuensi melakukan perencanaan dengan melakukan RKH direncanakan I hari 

5.	 Pedoman khusus yang dipakai dalam perencanaan Pennendiknas Nomor 58 tahun 

2009. 

VII. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

I. Guru melakukan pembelajaran Senin sampai Sabtu 

2. Proses pembelajran berlangsung setiap pertemuan 2,5 jam 

3. Jumlah guru yang mengajar dalam satu kelas 1 guru 

4. Jumlah murid yang belajar dalam satu ke/as to murid 

5. Metode yang dipakai guru dalam melakukan pembelajaran klasik dan privat 

6.	 Belum ada desain ruangan mendukung proses pembelajaran 

VIII. EVALUASI PEMBELAJARAN 

I. Ada evaluasi setelah pTOses pembelajaran ? 

2. Ada kegiatan meni/ai anak didik ? 

3. Ada pencatatan yang dilakukan setelah melakukan penilaian ? 

4.	 Setelah guru melakukan penilaian dan pencatatan, guru juga melaporkan hasil 

penilaian dan pencatatan itu kepada orangtua setiap akhir semester 

5. Siswa aktifterlibat dalam proses pembelajaran 

IX. KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 

I.	 Jenis dan jumlah prasarana 

JUMLAH INO JENIS =lI Kantor 

2 Ruang beJajar I 
3 Mejaguru 

~ 
I 

4	 Kursi guru 
I 

l
I 

1 

4 

3	 I 
I

3 
I 
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5 IMeja siswa I 30 ~ 

6 IKursi siswa ~I 3.)~ II 

'	 7 Papan tults ~ 

I: ~ ;;:k' - ~	 : ~ 
(10 IRakmain_an	 2 ~J 
I	 I I !Rak tempat bekal I 3 i 

12 Alat pennainan 10 II 
13 Tempat bennain indoor	 5I IhAi	 ' I

f-~ Tempat bennain outdoor r-- 5	 I 
L Ruang UKS --r--	 ! 
I	 16 Ruang kelas , 3 l 
I I I	 I 

I	 : : :i~r/karpet I ~ =liI I	 19 I 1"empat CUCI tangan II 2 

~arnar mandi/WC _ ------r------2­
21	 h::ist~-'--~--l- -g--'---l 

I	 22 Tape recorder I I 1 
L-__L________ _1	 ----l 

2.	 Bagaimana samna belajar dan alat pennainan, baik untuk kegiatan di dalam 

maupun di luar ruangan 

1JUML HJENIS1 " A 

f-I Alat pennainan edukatif =1 8 

-2 --

Buku gambar 30 

3 Buku mewamai 30 
- ­

4 Buku cerita bergambar 30 

5 Alat peraga : Buah-buahan, binatang, balok 3,5,3 
, ­ f­

1,1:,5,3 I 
6 Maket, gambar atau poster 

I 

7 Bendera, tali, lilin, puzzle II 
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6 

~-------

j8~ Pensil wama. rrayon. kertas. gunting I 30,5.5 
I 

<J Ayunan, jungkitan	 4,2 I 
10 Bak pasir	 II 

l -~ ~--

II Barang-barang bekas 0 

Batu-batuan, kayu 12 I 

0 

, 
Sarona pendukung spt 13 

14 , Laporan perkembangan anak	 58I 

615 IKartu bermasalah 
I 

Daftar hadir I	 16 3
I 

3 
-~ 

Papan tulis 17 

IPeralatan kantor 18 
I 

3.	 Administrasi kesiswaan yang tersedia 

NO JENIS PERLENGKAPAN ADMINISTRASI JUMLAH 

I I Jumlah k_e_las_--:-:-:-:c,---- --+ --;3,----__---j 

12 Identitas peserta didik 3 

hM_uc-ke~h_a_di_ranc___------___+-----:-:3-- II 3	 
-----i4	 ~u mventans 10I 

- ,Buku laporan perkembangan anak 58 

Buku catalan harian ~ 3 

7 

5 

Buku daftar PAUD	 3I 
Buku pengamatan bahan suplemen 

,
I 0 

9 

8 

3Buku pedoman tutor da/am pengamatan anak 

58Buku Japoran hasil pengamatan anak 10 
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Lampiran 2 

PEDOMAN OBSERVASI 

1.	 IDENTITAS KELOMPOK BERMAIN 

I.	 Nama kelompok PAUD Taman Ceria 

2.	 Status : Yayasan 

3.	 Akte Nomor/tanggal didirikan : 07, 07Juli 2011 

4.	 Kecamatan : Sintang 

5.	 Kota : Sintang 

6.	 Propinsi : Kalimantan Barat 

II.	 PENGELOLA 

1.	 Bentuk Visi dan Misi 

Visi : menanamkan akhlak mulia dan memberikan pola pembel~aran yang 

sesuai dengan karakteristik anak usia dini. 

Misi: membantu perkembangan potensi anak, memahami dan memperhatikan 

pertumbuhan tisik, mental, emosional dan spiritual yang baik pada diri anak 

dengan perhatian dan kasih saying yang tulus. Sedangkan tujuannya dari 

Tujuan PAUD 

2.	 Tujuan Taman Ceria adalah mencerdaskan anak bangsa yang berakhlak mulia 

dan berbudi pekerti yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan prima 

(entang budi pekerti untuk anak Indonesia secara profesional di dalam 

memberikan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. 

3.	 Perencanaan pendidikan jangka pendek danjangka panjang PAUD 

Jangka pendek bisa mendirikan pendidikan Non Fonnal. 

Jangka panjang bisa mendirikan pendidikan fonnal. 

4.	 Sumber dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAUD 

Sumber dana, dari iuran orang tua murid. dana swadaya dan serta ada 

bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 

5.	 Bentuk fasilitas yang dimiliki oleh penyelenggara 
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4 ruangan belajar, I dapur, I kamar kecil, kantor, lI"Uang bermain, APE 

dalam dan APE luar. 

Ill. PESERTA D1D1K 

I. Perkembangan pesena didik PAUD pada tahun-tahun sebelumnya 

TAHUN 

LAKI-LAKI 

PESERTA DlDlK 

\ PEREMPUAN ~LAH I 
2008 

1 

2009 

12010 

I 

I 

I, 
I 

=l
I 

, 

I 
! 

I 

2011 9 15 

~ 
24 

2012 L 22 31 , 
I 

53 

2. Latar belakang orang loa murid PAUD 

a. PNS : 290rang 

b. Pegawai BUMN : I.orang 

c. Pegawai Swasta : 120rang 

d. Wiraswasta : 20rang 

e. Lainnya : lorang 

f. Fadctor pendorong orangtua memasukkan anaknya ke PAUD 

lngin melatih sosialisai anak 

g. Rata-rata kehadiran anak dalam setiap bulan 90 % 

IV. TENAGA PENDIDIKAN/KARYA WAN 

I. Jurnlah tenaga pendidik 5 Orang 

2. Jumlah tenaga non pendidik I orang 

3. Fasilitas yang dapal diperoleh para guru? 

a. lnsentif pusat 

b. Gaji bulanan 

c. THR 
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V. PROGRAM PEMBELAJARAN
 

t.	 Metodc pcndidikan apa yang ditcrapkan di PAUD
 

Tanya jawab, penugasan dan unjuk kerja
 

2.	 PAUD mempunyai kurikurum sebagai pedoman pembelajaran 

3.	 Kurikurum yang dipakai sebagai pedoman pembelajaran Permendiknas 

Nomor 58 tahun 2009. 

4.	 Menggunakan system program pembel~arandi PAUD yaitu Klasikal dan 

Privat 

5.	 Lama jam efektifpembelajaran di PAUD utuk usia 2-3 tahun 1,5 jam. 

Sedanhkan untuk 4-6 tahun 2,5 jam. 

6.	 Aspek-aspek perkembangan yang dikembangkan di PAUD Bahasa, kognitif, 

motorik, sosial dan emosional, agama 

7.	 Ada kegiatan untuk melatih pengembangan fisik 

8.	 Ada kegiatan untuk melatih pengembangan bahasa 

9.	 Ada kegiatan untuk melatih pengembangan sosial emosional 

10. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan seni
 

11, Ada kegiatan untuk melatih pengembangan moral dan agama
 

12. Pembelajaran di PAUD menggunakan tema-tema khusus 

VI. MANAJEMEN PEMBELAJARAN 

I.	 Dalam kegiatan pembelajaran membuat rencana pembelajaran 

2.	 Waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan pada saat libur 

3.	 Lama waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan 1 bulan 

4.	 Frekkuensi melakukan perencanaan dengan melakukan RKH direncanakan 1 

han 

5.	 Pedoman khusus yang dipakai dalam perencanaan Permendiknas Nomor 58 

tahun 2009. 
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VII. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

1.	 Guru melakukan pembelajaran Senin sampai Jumat 

2.	 Proses pembelajran berlangsung setiap pertemuan 3 jam 

3.	 Jumlah guru yang mengajar dalam satu kelas I guru 

4.	 Jumlah murid yang beJajar dalam satu kelas 10 murid 

S.	 Metode yang dipakai guru dalam melakukan pembelajaran klasik dan privat 

6.	 Ada desain ruangan mendukung proses pembelajaran 

VIII. EVALUASI PEMBELAJARAN 

I.	 Ada evaluasi setelah proses pembelajaran 

2.	 Ada kegiatan menilai anak didik 

3.	 Ada pencatatan yang dilakukan setelah melakukan penilaian 

4.	 Setelah guru melakukan penilaian dan pencatatan, guru juga melaporkan hasil 

penilaian dan pencatatan itu kepada prangtua setiap akhir semester 

s.	 Siswa aktifterlibat dalam proses pembelajaran 

6.	 KETERSEDlAAN SARANA DAN PRASARANA 

4.	 Jenis dan jumlah prasarana 

I NO 

r 1 Kantor 

JENIS I JUMLAH 1 
r=---I----1 

i 2 

~ 
Ruang belajar 

Meja guru : --1 
14 Kursi guru 2 I 

5 Meja siswa 12 

6 

7 

8 

I ! 

24Kursi siswa 
--f--­

4Pallan tulis =l 
Almari 

Rakbuku 2 

4 

=J 9 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41507.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



120 

10 I Rak mainan I	 -I 
---J

1I	 IRak tempat bekal -+1------0-4 ---I12 Alat pennainan 
~--_. - --. --- ,-_.

13 Tempat bennain in 

14 Tempat bennain ou 

15 RuangUKS 

16 Ruang kelas 

'17 Tikarlkarpet

18 Air	 

~r-t---~------c~4- ~ 

--1­
6=r	 
4 

4 

h9 Tempat cuci tangan 4 
I 
I 20 

21 

L22 
J,

,Kamar mandilWC	 I
I 

Listrik J 

Tape recorder ­!, 

5.	 Bagaimana sarana belajar dan alat permainan, baik untuk kegiatan di dalam 

maupun di Juar ruangan 

N 

_	 L __

r; f:~~:m:ed"::1S I _JUMt --
I 3 lCcB=-u-'k-u-m-ew-arn-a=-j--------------r----6cl----

4 Buku cerita bergambar I 12 

5 Alat peraga : Buah-buahan, binatang, balok =t= ---3;6,.4----

6 Maket, gambar atau poster I 10 --

7 Bendera, tali, Iilin, puzzle 

8 Pensil warna, rrayon, kertas, gunting 

9 Ayunan, jungkitan 

-__J 

r--w Bak pasir 
t-1-c- +-::B,--a-ran-g...,-b...,a-ra-n-g-,b,--e-ckas-----------+----~-----11 

b_2_LB_atu_-b_a~tu_an_,_ka_YU 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41507.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



121 

I 

13 Sarana pendukung spl -

14 

15 
---­

16 

17 

Laporan perkembangan anak 

Kartu bermasalah 
- -­ ---­ --

Daftar hadir 

Papan tulis 

- --,­

I 

- -

Tiap anak 

-
-­ -

4 

4 

I 
I 

~ 
18 Peralatan kantor 1 

6. Administrasi kesiswaan yang tersedia 

JENIS PERLENGKAPAN ADMINTSTRASII JVMLAHINa 
Jumlah kelas 4 

~2 ldentitas peserta didik .' 
J 

I-­ -
4 

Buku kehadiran 
~._---,- - -_._­ - -
Buku inventaris 

- -'---­ - - -­ - --­ --- -­ ._-­ -_.-­

I 
-­

I 
- -~ 

5 

6 

Buku laporan perkembangan anak 

8uku catatan harian 

20 

I ~ 
7 Buku daftar PA UD I 

8 Buku pengamatan bahan suplemen I I 

9 Buku pedoman tutor dalam pengamatan anak 1 

10 Buku laporan ha~i I pengamatan anak 20 
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Lampiran 3 

PEDOMAN OBSERVASI 

I.	 IDENTITAS KELOMPOK BERMAIN 

I. Nama kelompok PAUD : Pelita Hati 

') Status : Yayasan ~. 

3.	 Akte Nomor/tanggal didirikan : 04/2-2-2012 

4.	 Kecamatan : Sintang 

5.	 Kota : Sintang 

6.	 Propinsi : Kalimantan Baral 

II.	 PENGELOLA 

I.	 Bentuk Visi dan Misi 

Visi : Menjadikan dunia anak lebih indah dan bermakna. 

Misi: 

a.	 Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak. 

b.	 Memberikan kegiatan pembelajaran yang berorientasi berkembangnya 

pOlensi anak. 

c.	 Melaksanakan bimbingan dan pengasuhan anak secara optimal. 

d.	 Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak lerkait untuk 

mengembangkan potensi anak. 

2.	 Tujuan PAUD 

Sebagai pedoman untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak 

3.	 Perencanaan pendidikan jangka pendek dan jangka panjang PAUD 

Jangka pendek bisa mendirikan pendidikan Non Fonnal. 

Jangka panjang bisa mendirikan pendidikan fonnal. 

4.	 Sumber dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAUD 

Sumber dana, dari orang tua murid tiap bulannya 

5.	 Bentuk fasilitas yang dimiliki oJeh penyelenggara
 

Bangunan gedung sekolah, tempat bermain
 

Pennainan anak ada 8 buah di halaman.
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111. PESERTA DIDIK 

I.	 Bagaimana perkembangan peserta didik PAUD pada tahun-tahun 

sebelumnya 

ITAHUN I ---.------P~E--S-E-R-T-ADIDIK 

I ,. ~K--w:AKl--1PEREMPUAN ! JUMLAH 

Ro08 +~ I I 
2009-1 ---r------t---------j 
~~;~r=-~- -.~ 1-7----;+1-.--.--30---1 

fW12] \ 13 ~ 2916 

2.	 Latar belakang orang tua murid PA UD 

a.	 PNS : 4. orang 

b.	 Pegawai BUMN : - .orang 

c.	 Pegawai Swasta : - orang 

d.	 Wiraswasta : 8 orang 

e.	 Lainnya : 17 Orang 

3.	 Facktor pendorong orangtua memasukkan anaknya ke PAUD 

Untuk dapat mendidik anak supaya mandiri, berakhJak, dan dapat 

bersosialisai 

4.	 Rata-rata kehadiran anak dalam setiap bulan 94 % 

IV.	 TENAGA PENDIDIKANIKARYAWAN 

I.	 Jumlah tenaga pendidik 3 Orang 

2.	 Jumlah tenaga non pendidik 2 orang 

3.	 Fasilitas yang dapat diperoleh para guru? 

a.	 Insentif 

b.	 Honor 
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V.	 PROGRAM PEMBELAJARAN 

I.	 Metode pendidikan apa yang diterapkan di PAUD indor dam autdor 

2.	 PAUD mempunyai kurikurum sebagai pedoman pembelajaran 

3.	 Kurikurum yang dipakai sebagai pedoman pembelajaran Permendiknas 

Nomor 58 tahun 2009. 

4.	 Menggunakan system program pembelajaran di PAUD yaitu Klasikal dan 

Privat 

5.	 Lamajam efektif pembelajaran di PAUD 2,5 jam 

6.	 Aspek-aspek perkembangan yang dikembangkan di PAUD Bahasa, 

kognitif, motorik, sosial dan emosional. 

7.	 Ada kegiatan untuk melatih pengembangan fisik 

8.	 Ada kegiatan untuk melatih pengembangan bahasa 

9.	 Ada kegiatan untuk melatih pengembangan sosial emosional 

10. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan seni 

I I. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan moral dan agama 

12. Pembelajaran di PAUD menggunakan tema-tema khusus 

VI.	 MANAJEMEN PEMBELAJARAN 

I.	 Dalam kegiatan pembelajaran membuat rencana pembelajaran 

2.	 Waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan pada awal tahun 

ajaran baru 

3.	 Lama waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan J bulan 

4.	 Frekkuensi melakukan perencanaan dengan melakukan RKH 

direncanakan 1 hari dibuat 20 menit 

5.	 Pedoman khusus yang dipakai dalam perencanaan Permendiknas Nomor 

58 tahun 2009. 

VII. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

I.	 Guru melakukan pembelajaran Senin sampai Sabtu 
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2.	 Proses pembelajran berlangsung setiap pertemuan 2,5 jam 

3.	 Jumlah guru yang mcngajar dalam satu kclas 2 guru 

4.	 Jum\ah murid yang be\ajar dalam satu ke\as \2 - \ 7 murid 

5.	 Metode yang dipakai guru dalam bermain sambil belajar 

6.	 Belum ada desain ruangan mendukung proses pembelajaran 

VIII. EVALUASI PEMBELAJARAN 

I.	 Ada evaluasi setelah proses pembelajaran 

2.	 Ada kegiatan menilai anak didik 

3.	 Ada pencatatan yang dilakukan setelah melakukan penilaian 

4.	 Setelah guru melakukan penilaian dan pencatatan, guru juga melaporkan 

hasi\ penilaian dan pencatatan itu kepada orangtua setiap akhir semester 

5.	 Siswa aktifterlibat dalam proses pembelajaran 

IX. KETERSEDlAAN SARANA DAN PRASARANA 

I.	 Jenis dan jumlah prasarana 

NO 

1 

2, 

/3, 4
I 

5 

JENIS 

Kantor 

Ruang be/ajar 

Meja guru 

Kursi guru 

Meja siswa 

I 
I 

i 

I 

JUMLAH 

-

2 

2 

2 

8 

I, 

6 Kursi siswa 24 

7 Papan tuJis 1 

8 Almari -

9 Rak buku 2 

10 Rakmainan 1 

II Rak tcmpat bekal -

12 
'-----

Alat permainan 7 
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I /3 ITempa! bennain indo_or ---\ -;-4 ---i1
I 14 Tempa! bennain outdoor 4 i 
\ /5 \ Ruang UKS -----1 
116ruan--;:i_k_el_as -+­ --::2 1 

! 17 ITikar/karpet 

i 18 Air

h-~ Tempat cuci tangan 

I

==J! 
~~Kamar mandVWC t I 
~ 21 I Listrik II

l 22 \ Tape recorde~ --------,...--------1 

2. Bagaimana sarana belajar dan alat pennainan, baik un!uk kegia!an di dalam 

maupun di luar ruangan 

I NO, 
r-

r 
I 

2 

I 3 

\4
 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

JENIS 

Alat pennainan edukatif 

Buku gambar 

Buku mewamai 

Buku cerita bergambar 

Alat peraga : Buah-buahan, binatang, balok 

JUMLAH 

4 

l 
- ­

30 

30 

30 
- ­

5
 

Make!, gambar atau poster 4 

Bendera, tali, lilin, puzzle 15,10,5 
I =JI 

Pensil wama, ITayon, kertas, gun!ing 

Ayunan, jungkitan 

Rak pasir 

Barang-barang bekas 
--- - .-­
Batu-batuan, kayu 

Sarana pendukung spt 

Laporan perkembangan anak 

Kartu bennasalah 

3,2,2 

I 

-

-

-=r---~-­
I 

-
I 
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I 16 ! Dattar hadir , 'E17 iP..... ,.];, 

~ _~_I)eralatan kantor 

2 

6 
l 

J 

3. Adrninistrasi kesiswaan yang tersedia 

I NO I lENIS PERLENGKAPAN ADMINISTRASI . I JUMLAH
I 

C--­
j ~ lumlah kelas 

ldentitas peserta didik 

~ Buku kehadiran 

i 4 I Buku inventaris 

5 

2 

Buku Iaporan perkembangan anak 

6 IBuku catatan harian 

Buku daftar PAUD1 
, 

8 Buku pengamatan bahan suplernen I 

2 

29 

2 

1 

I
 

I
 

I 
-

-

Buku pedornan tutor daJarn pengamatan anak -

10 Buku laporan hasil pengarnatan anak -~ 
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Lampiran 4 

Panduan Observasi di Dalam Kelas 

Nama : Paud Insan Mulia
 

HariJ Tanggal : 12 Desember 2012
 

KegiatanNo TidakIva 
Kegiatan awal I
 I
 

I, I l. Menyambut kedatangan anak I X
 

I
 

I
 I	 I
I 2. Main bersama! pembukaan	 I X
 
I
3. Transisi	 X
I I	 I
 

2 I Pijakan sebelum bermain
 

\ I. Menyiapkan bahan dan alat 

I 2. Penataan bahan dan alat 

I 3 Kegiatan Inti HI I
 I.	 Pijakan pengalaman sebelum main 

II
 

I
 

\	 Mengatur posisi duduk 

Memberi salam 

Absensi 

Berdoa 

Tema 

Bercerita' 

Pengalaman 

Pengenalan aturan main 

2.	 Pijakan pengalaman saa1 anak bennain 

Mengamati anak 

Member contoh kepada anak yangbelum bisa 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
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I
 

Member pertanyaan terbuka 

Membantu anak 

Membantu anak dengan mencoba dengan eara lain 

Memeatat perkembangan anak 

Mengumpulkan hasil kerja anak 

Memberikan informasi bahwa waktu bermain akan selesai 

129 

I 
I 
I 
\ 
i 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

+~,-------,-ermam
 

I 

~
 
I 

3. Pijakan pengalaman setelah bermain 

Memberikan informasi saat mengembalikan aJat-lat bermain I X 

Mengatur duduk melingkar menggali pengalaman saat 
. 

b 

Makna bersarna 

I. Meneek apakah semua anak telah membawa makanan 

2. Memberitahukan jenis makanan sehat dan kurang sehat 

3. Berdoa sebelum makan 

4. Berbagi padateman yang tidak membawa makanan 

5. Tata earn makan yang baik 

6. Membersihkan makanan 

Kegiaum penutup 

1. Bemyanyi bersama dalam lingkaran 

2. Memberikan pesan pada anak untuk dikerjakan dirumah 

3. Mereneanakan kegjaum berikutnya 

4. Berdoa, dipimpin oleh salah satu siswa 

Ii I 5. Metode saat anak tidak berebut pulang 

I X 
I+-----+-------1
 

X 

X 

X 

X 

+- X 

I 
X 

I X 

I X 

I 
I X 

I X 
~n-Iain ----.------I-----,f----jI 

Kelengkapan samna pendukung pada masing-masing sentra 
[ 

Sintang , 12 Desem ber 20J2 

Observer 

( Marisa, S. Pd. I) 

X 

X L 
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Lampiran 5 

Panduan Observasi di Dalam Kelas 

Nama : Taman Ceria 

HariJ Tanggal : 12 Desember 2012 

II . 

I 
I 

'2 

3 

I 

1 

I	 \ 
Memberi salam	 I XI 

No	 K~iatanI; Jeglatan awa 

1.	 Menyambut kedatangan anak 

2.	 Main bersamal pembukaan 

3.	 Transisi 

Pijakan sebelum bermain 

I.	 Menyiapkan bahan dan alat 

2. Penalaan bahan dan alai 

Kegialan Inti 

I.	 Pijakan pengalaman sebelum main 

Mengatur posisi duduk 

I	 Absensi 

Berdoa 

Tema 

Bercerita' 

I I
 Pengalaman
 

I TidakYa
I 

X
 

X
 

X
 
I 

X 

X 
. 

I
 
X I
 

I 
IPengenalan aturan main X 

I 2. Pijakan pengalaman saat anak bermain \ 

Mengamati anak 

Member contoh kepada anak yangbelum bisa 

Member perianyaan terbuka 

Membantu anak 

Membantu anak dengan mencoba dengan cara lain 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 1 
X 

X 

X 
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Memcatat perkembangan anale T x I 
Mengumpulkan hasil kerja anak I x i 
Memberikan infonnasi bahwa waktu bennain akan xII 'II 

selesai 

3. Pijakan penga!aman setelah bennain I I 
Memberikan infonnasi saat mengembalikan alat-Iat X II 

bermain 

Mengatur duduk melingkar menggali pengalaman saat ~.I 
bcnnain 

-+-- ­
4 Makna bersama	 \ 

j. Meneek apakah semua anale telah membawa maleanan X 

2. Memberitahukan jenis makanan sehat dan kurang sehat X 

3. Berdoa sebelum makan	 X 

4. Berbagi padateman yang tidak membawa makanan X 

5. Tata cara makan yang baik	 X I' 

6. Membersihkan maleanan X 
1-1-5---+-Kc-e-gc-i-ata-n-pe-n-ut-u-p------------------------+----+-----1 

\. Bemyanyi bersama dalam \ingkaran	 X , 

2.	 Memberikan pesan pada anak untuk dikerjalean X 

dirumah X 

3. Mereneanakan kegiatan berikutnya	 X 

4.	 Berdoa, dipimpin oleh salah satu siswa X

5. Metode saat anale tidak berebut pulang -J------LJLain-lain
 

Kelengkapan sarana pendukung pada masing-masing sentra
 r
I ~~ 

Sintang, 12 Desember 2012 

Observer 

( Marisa, S. Pd. I) 
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Lampiran 6 

Panduan Observasi di Dalam Kelas 

Nama : Paud Insan Mulia
 

Hari/ Tanggal : 12 Desember 2012
 

Kq:iatan I Va I Tidak I
 
I
 N~r- I K-eg-C-ia-tan- awal ~-+ I
I
I (' I. Menyambul kedatangan anak I X
 

2. Main bersarna/ pembukaan I X I
 I
 
3. Transisi I X I
I , ! 

r---Tl-p~iJ~·a-k-an-s-ecb-e-I-um--b-e-rm-a~in--

\ I I. Menyiapkan bahan dan alai I x
 
I 2. Penataan bahan dan alai
 _______+ +­X
 

3 Kegiatan Inti
 
I ' 

I. Pijakan pengalaman sebelum main I I
 
I I
Mengatur posisi duduk X
 

Memberi salam I X I
 
Absensi x
 
Berdoa X
 

1
Tema X
 

Bercerita' X
 

Pengalaman X
 

Pengenalan aturan main X
I
 
2. Pijakan pengalaman saal anak bermain 

Mengamati anak X
 

Member contoh kepada anak yangbelum bisa
 I
 X
 

Member pertanyaan terbuka X
 

Membantu anak
 X
 

Membantu anak dengan mencoba dengan earn lain
 X
L--"-------------------'------'---- ­
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Memcatat perl<embangan anal< 

Mengumpulkan hasil kerja anak 

Memberikan informasi bahwa waktu bcrmain akan selesai 

3. Pijakan pengalaman setelah bermain 

Mengatur duduk melingkar menggali pengalaman saat 

Memberikan pesan pada anak untuk dikeTjakan dirumah
 X
 

X
 

X
 

X
 

__X_--<­

~Fakna~:: 
I
 I. Mencek apakah semua anak telah membawa makanan 

I I 2. Memberitahukan jenis makanan sehat dan kurang sehat 

3. Berdoa sebelum makan 

4. Berbagi padateman yang tidak membawa makanan 

5. Tata cara makan yang baik 

6. Membersihkan makanan 

5
 Kegiatan penutup 

1. Bernyanyi bersama daJam lingkaran 

2. 

3. Merencanakan kegiatan berikutnya 

I 4. Berdoa, dipimpin oleh salah satu siswa 

I 5. Metode saat anak tidal< berebut pulang
I
 
f(;~Lain-lain

\Uelengkapan sarana pendukung pada masing-masing scntra 

Sinlang, 12 Desember
 

Observer
 

( Marisa, S. Pd. I) 

r-x
 
i
 

X
 

X
 

X
 

X
 

x
 
X
 

I X
 

I X
 
t----- ­
I
 
I X
 

2012
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Lampiran 7 

Panduan Wawancara untuk Kepala Bidang : 

Nama : Dra. Midartik Wira Dewi 
Jabatan : Kepala Bidang PNFI 

Hari! Tanggal : Kamis, 3 Januari 2013 
Pukul : 10.20 

Tempat : Di Dinas Pendidikan Sintang 

Bapak Kiam :	 "Selamat pagi bu. bolehkah saya menyita waktu ibu sebentar untuk 

berbincang-bincang seputar PAUD yang ada di Kabupaten Sintang 

khususnya di Kccamata Sintang". 

Ibu Midartik : " Selamat pagi pak. Silahkan. Kebetulan saya tidak begitu sibuk kok. Ada 

yang bisa saya bantu?"" 

Bapak Kiam : "Menurut ibu, bagaimana kualifikasi akademik dan kompetensi guru 

pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang?" 

Ibu Midartik :	 "Lebih banyak pendidiknya tamatan SMA, jadi waktu untuk pendidikan 

formal, jelas tidak memenuhi syarat, kalau pendidikan formal minimal D IV! 

SI, tapi untuk jcnjang pendidikan non formal jenjang pendidikan SMA masih 

bias". 

Bapak Kiam:	 "Apakah sudah memenuhi kriteria berdasarkan Peratunm Menleri Pendidikan 

Nasional RI Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru'?" 

lbu Midartik :	 "Jelas tidak memenuhi kreteria, berdasarkan Permendiknas No. 16 tahun 

2007, tetapi sementara pendidikan". 

Bapak Kiam;	 "Apabila lidak, apa rencana kedepannya?" 

Ibu Midartik :	 "Program penyetaraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ( PTK ) sudah 

berjalan bagi pendidik, tenaga kependidikan melalui Universitas Terbuka 

(UT)". 
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Bapak Kiam: 

Ibu Midartik : 

Bapak Kiam: 

Ibu Midartik : 

Bapak Kiam: 

Ibu Midartik : 

Bapak Kiam: 

Ibu Midartik : 

Bapak Kiam: 

Ibu Midartik : 

Bapak Kiam: 

Ibu Midartik : 

Bapak Kiam: 

13S 

"Jenjang pendidikan dan jumlahnya sudah berapa guru pendidikan non 

formal pada PAUD yang ada di Kccamatan Sintang?" 

" Aduh semua data ada dibagian data, saya tidak hafal". 

"Apa saja usahal kegiatan daTi pemerintah untuk meningkatkan keterampilan 

guru p<:ndidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang?" 

'"MeIalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat ), yang berkaitan dengan 

kemampuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam mengelola lembaga 

dan proses pembelajaran, baik melalui Dikna' mapun UPT Terkait ( UPT ) 

Terkait , yaitu "Sanggar Kegiatan Belajar (SKB ) ." 

"Bantuan sarana prasarana apa saja yang sering diberikan kepada pendidikan 

nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang?" 

"Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD melaJui Dana Pusat, 

maupun Daerah. Alat Permainan Edukatif ( APE) dalarn buku-buku 

pelajaran." 

"Bagaimana standar tingkat pencapaian perkembangan pendidikan nonformal 

pada PAUl) di Kecamatan Sintang , apakah sudah sesuai dengan 

Permendiknas Nomor 58 tahun 2009? " 

"Tetap sesuai dengan Standar minimal kurikulum pada Pendidikan Anak Usia 

Dini ( PAUD )." 

"Bagaimana standar pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal 

pada PAUD di Kecamatan Sintang , apakah sudah sesuai dengan 

Pcrmendiknas Nomor 58 tahun 2009? " 

"Belum sesuai, Cuma berupaya mengacau kepada Permendiknas No. 58 

Tahun 2009 dalam proses Pembelajaran." 

"Bagaimana standar isi, proses dan penilaian pendidikan nonformal pada 

PAUD di Kecamatan Sintang , apakah sudah sesuai dengan Pennendiknas 

Nomor 58 tabun 2009?" 

"Tetap sesuai dengan Pennendiknas No. 58 Tahun 2009 karena merupakan 

Standar minimal bahkan harns di atas Standar minimaL" 

'·Bagaimana standar sarana, prasarana, pengelolaan dan pembiayaan 

pendidikan nonfonnal pada PAUD di Kecamatan Sintang , apakab sudah 
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Ibu Midartik: 

Bapak Kiam: 

Ibu Midartik : 

Bapak Kiam: 

Ibu Midartik : 

Bapak Kiam:
 

Ibu Midartik :
 

Bapak Kiam:
 

!bu Midartik :
 

BapakKiam : 

sesuai dengan Pennendiknas Nomor 58 tahun 20097" 

"Bclum, karcna Pcndidikan anak usia Oini (PAUO) dikclola dan dimiliki 

masyarakat.Paud negeri Kec. Sintang baru satu saja, bahkan pegelolaan 

lembaga-Iembaga PAUO oleh dan milik masyarakat bahkan seluruh 

Indonesia." 

"Apa kendala-kendala yang dihadapi pendidikan nonfonnal pada PAUO di 

Kecamatan Sintang?" 

"Kualifikasi Akademik PTK PAUONI masih rendah, sarana dan prasarana 

pendidikan yang belum memadai. perhatian pemerintah terhadap PAUO­

PAUD belum maksimal, pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 

Oini masih tergantung dari peserta didik. partisifasi masyarakat masih 

kurang.'· 

"Bagaimana kualitas pendidikan non formal yang ada di Kabupaten Sintang. 

apakah sudah memungkinkan untuk digunakan sebagai pengganti pelajaran 

yang relevan di satuan pendidikan formal?" 

"Kualitas pendidikan non fonnal yang terdapat di Kabupaten Sintang 

khususnya di Kecamatan Sintang belum bisa apabila digunakan sebagai 

pengganti pelajaran yang relevan, karena pendidikan non Fonnal masih 

kurang ditanggapi secara serius oleh pemerintah Oaerah". 

"Apakah Oiknas memberikan kurikulum khusus untuk PAUO?" 

"Oiknas tidak membuat kurikulum khusus tetapi semua mengacu pada 

Perrnendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia 

Oini, semua sudah jelas kok, tinggal kita aja melaninya" 

"Apakah Oiknas selalu memberikan dana untuk PAUD?" 

" Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Sintang mengucurkan dana untuk 

pendidikan PAUD non Fonnal, tetapi pada kenyataannya sangatlah minim, 

sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan PAUD yang ada di 

Kecamatan Sintang, dana yang ada dibagi kepada setiap PAUO yang 

mengajukan dana untuk PAUD, tetapi tidak semua yang mendapatkannya, 

yah .... karena dana sangat terbatas lOta sangat mumet untuk membaginya". 

"Apakah PAUD di Kecamatan Sintang telab memenuhi standar kualifikasi 
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akademik dan kompetensi guru sesuai dengan Pennendiknas No. 16 tahun 

2007?" 

Ibu Midartik :	 "standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru jelas belum memenuhi 

kriteria berdasarkan Permendiknas No. 16 tahun 2007, tetapi untuk saat ini 

pendidik masih sekolah di Program Pendidikan Penyetaraan Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan (PTK), melalui Universitas Terbuka (UT). 
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lampiran 8
 

Panduan Wawancara untuk Pengawas Paud :
 

Nama : Handry. A.ma.Pd 
Jabatan : Penilik PAUD 
Hari/langgaJ : Kamis, 4-01-20 J3 

Pukul : 08.45 wiba 

Tempat : Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang 

Bapak Kiam : "Selamat pagi Pak. bolehkah saya berbincang-bincang sebentar scputar PA UD 

yang ada di Kabupaten Sintang khususnya di Kecamata Sintang". 

Bapak Handry: "Selamat pagi pak. Silahkan. Silahkan duduk. Nggajadi masalah. Ada apa 

pak . Ada yang bisa saya bantu?" 

Bapak Kiam : "Menurut bapak. bagaimana kualifikasi akademik dan kompetensi guru 

pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang?" 

Bapak lIandry:	 "Sebagian kecil dari guru-guru PAIJD sudah SI. ada juga 0 II PAUD dan 

SMAISederajat atau kelompok belajar SI PAUD yang pendidikannya sedang 

berjalan". 

Bapak Kiam :	 "Apakah sudah memenuhi kriteria berdasarkan Peraluran Menteri Pendidikan 

Nasional RI Nomor 16 tahun 2007 lentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompelensi GuruT 

Bapak Handry:	 "Belurn sepenuhinya memenuhi kreleria. karena belum semuanya guru-guru 

S I PAUD, sebab masih ada pendidikannyajenjang dibawah standar 

Permendiknas RI No. 16 tahun 2007." 

Bapak Kiam:	 "Apabila tidak, apa rencana kedepannya?" 

Bapak Handry:	 "Dengan cara melaksanakan program penyetaraan SI PAUD, dengan cara 

Pokjar melalui Universitas Terbuka dan melaksanakan diklat-diklat oleh 

Diknas Kabupaten Sintang dan sanggar Kegiatan Belajar ( SKB )" 

BapakKiam:	 "Apa saja usahaJ kegiatan dari pemerintah untuk meningkatkan keterampilan 

guru pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang?" 

Bapak Handry:	 Selalui melaksanakan sosialisasi kepada pendidik PAUD dan menghimbau 

kepada masyarakat supaya mau memasukkan anak-anak: mereka ke program 

SI PAUD dan mengadakan dikJal bagi guru-guru PAUD oleh Diknas 
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Kabupaten Sintang dan SKB. 

BapakKiam: "Bagaimana standar lingkal pcncapaian pcrkcmbangan pcndidikan nontormal 

pada PAUD di Kecamalan Sintang , apakah sudah sesuai dengan 

Permendiknas Nomor 58 tahun 2oo9? " 

Bapak Handry: tingkat pencapalan"Sekitar 2/3 dari Permendiknas No. 58 tahun2009 

berikulnya tetapperkembangan sudah tercapai sehingga program 

dilanjutkan." 

Bapak Kiam : "Bagaimana standar pendidik dan lenaga kependidikan pendidikan nonfonnal 

pada PAUD di Kecamatan Sintang , apakah sudah sesuai dengan 

Pennendiknas Nomor 58 tahun 2oo9? " 

Bapak Handry: "Belum karena lenaga-tenaga pendidik. Pendidik non formal pada PAUD 

belum seluruhnya berpendidikan S I PAUD." 

Bapak Kiam : "Bagaimana standar isi. proses dan penilaian pendidikan non formal pada 

PAUD di Kecamatan Sintang , apakah sudah sesuai dengan Pennendiknas 

Nomor 58 lahun 2009?" 

Bapak Handry: "Unluk slandar isi proses dan penilaian sudah sesuai dengan Pennendiknas 

No. 58 tahun2009, karena ini merupakan standar minial." 

Bapak Kiam : "Bagaimana standar samna, prasarana, pengelolaan dan pembiayaan 

pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang pak , apakah sudah 

sesuai dengan Permendiknas Nomor 58 tahun 20091" 

Bapak Handry: "Belum sepenuhnya standar samna dan prasarana yang lerdapal di PAUD­

PAUD berhubungan dengan keterbatasan biaya untuk memenuhi standar 

sarana prasarana disesuaikan dengan biaya yang lersedia. Artinya belum 

sesuai dengan Pennendiknas No. 58 Tahun 2009." 

Bapak Kiam : "Apa kendala-kendaJa yang dihadapi pendidikan nontormal pada PAUD di 

Kecamatan Sintang?" 

Bapak Handry: "Kendala pada PAUD di Kabupaten Sintang antara lain tenaga-tenaga 

pendidik pada PAUD belum semuanya berpendidikan SI, belum semua 

PAUD memiliki gedung sendir;, masih banyak yang pinjam pakai, sarana 

prasaranamasih banyak dilembaga-Jembaga PAUD di kecamatan Sintang 

belum lengkap dan memadai." 
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Bapak Kialll : "Bagailllana kesadaran lIlasyarakat Sintang untuk melllasukkan anak-anaknya 

di PAUD?" 

Bapak Handry: "Kesadaran orang tua akan pentingnya memasukkan anak pada PAUD di 

Kecamatan Sintang sangatlah bagus, terbukti dari tahun ke tahun Kecamatan 

Sintanglah yang paling banyak siswanya di bandingkan dengan kecamatan 

lainnya. Kecamatan Sintang maju pesat. Tctapi ada juga orang tua yang masih 

menganggap pendidikan anak usia dini belum perlu diberikan. Saya ini penik 

beberapa PAUD di beberapa Kecamatan..... kekurangan penilik sehingga saya 

harus lari sana lari sini .." . 

Bapak Kiam: .,Apa faktor penyebabnya pak'!" 

Bapak Handry: " ada beberapa faktor yang lIlenjadikan penyebab masih rcndahnya kesadaran 

masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini antara lain ketidaktahuan 

orang tua, kemiskinan keluarga, kurang berpendidikan, gagasan orangtua 

tentang perkembangan anak yang masih sangat tradisional dan kuno, kurang 

mau berubah mengikuti perkembangan jaman, masih sangat konkret dafam 

berpikir, motivasi yang rendah karena kebutuhan yang masih sangat 

mendasar, serta masih sangat dipengaruhi oleh budaya setempat yang sempit". 
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Lampiran ke 9 

Panduan Wawancara untuk Pengelola Paud 

1.	 Bagaimana komunikasi dan koordinasi anlara orang lua dengan pengelola alau pendidik? 

a.	 Pengelola PAUD Insan Mulia : 

"Kebanyakan orang tua hanya menganlar dan menjemput anaknya <>aja sedangkan 

untuk bertanya bagaimana keadaan alau perkembangan anaknya tidak pemah. Mungkin 

mereka harus segera bekerja selelah mengantar anaknya karena kebanyakan orang tua 

murid keduanya bekerja sehingga kami pun harus memaklumi kondisinya" 

b.	 Pengelola PAUD Taman Ceria juga mengalakan : 

"Komunikasi dengan orang tua lentang perkembangan anaknya hanya dilakukan 2 kali 

yailu pada saat pembagian buku laporan perkembangan anak persemester. selebihnya 

orang tua hanya bertanya seperlunya saja." 

2.	 Bagaimana Rencana penyusunan pembelajaran, apakah dibuat ? 

a.	 Pengelola PAUO Taman Ceria sebagai berikut : 

" Oi lempat kami rencana pembelajaran disusun dari rencana tahunan, rencana 

persemester, rencana perbulan, rencana mingguan, hingga rencana harian dimana 

sudah tersusun kegiatan pembelajaran serta penilaian anak berdasarkan 

Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009." 

b.	 Pengelola PAUD Insan Mulia 

" PAUD kami selalu membuat Rencana Pembelajaran yang disusun secara tahunan, 

persemester, bulanan, mingguan serta renccana harian berdasarkan Permendiknas 

Nomor 58 Tahun 2009". 

c.	 Pengelola PAUO Pelita Hali 

" Rencana Pembelajaran pastilah disusun. Kami mengutamakan Rencana 

Pembelajaran, kami menyusun dari rencana tahunan, rencana persemester, rencana 

perbulan, rencana mingguan, hingga rencana harian berdasarkan Pcrmendiknas 

Nomor 58 Tahun 2009." 
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3. Apakah PAUD bapak/ ibu menerapan 4 (empatl pijakan BCCT? 

a. pengelola PAUD Pelita Hati sebagai berikut: 

"Selama ini kendala yang kami hadapi dalam melaksanakan program BCCT adalah 

tenaga pendidik masih belum terbiasa dengan metode ini sehingga memerlukan 

waktu untuk belajar, sedangkan proses belajar mengajar tetap berjalan sehingga 

proses belajar mengajar masih agak terhambat. Selain itu dalam penilaian kami juga 

kewalahan karena kami juga harus mengawasi dan menertibkan anak-anak." 

b. Pengelola PAUD Taman Ceria: 

"Program ini BCCT ini sangat baik dan kami mendukung sepenuhnya, tapi 

seharusnya ada pelatihan bagi tenaga pendidik agar kami tidak bingung dalam 

pelaksanaannya karena program ini masih baru dan referensi masih sangat kurang." 
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Lampiran 10 

KISI-KISIINSTRUMEN PENELITIAN 

, NO
i 
I I 

1--­, 
I 

l,, 
I 

II 

MATERI 

Identitas 
~'--- --­
PAUD 

I 

Pengelola 

, 

-

INDIKATOR 

NamaPAUD 
-­---­---­ ---' 

Status PAUD 

Akte pendirian 

Letak KecamataniKota?Prop 

Bentuk visi dan misi pendidikan 

TERTUJU 

Kepala PAUD 
-,--' ­ ---­ '---j 

I 
i 

-j 

I 
I 

KepalaPAUD 

,
I PAUD I Struktur orgamsasl 

-I k----,-----+
I 

Sumber dana I 

:===~--tl========-I F,.,;w ym, "m;lie ~f--------J 
I 

!, 

I 

I
 
,I 
I
 

\ 

11l 

IV 

I 
!Peserta didik , 

I 
Tenaga 

I Kependidikan 

Dan karyawan 

Perkembangan peserta didik Th 2012 

Latar belakang ortulwali 

Absensi siswa 

Penghasilanlpekerjaan 

Jumlah tenaga pendidik 

Berapa jumlah tenaga non pendidik 

Kualifikasi pendidikan guru 

Fasilitas yang diperoleh guru 

I 

IGuruPAUD 

~-I 

I 
Kepala PAUD 

-­

V Program 

pembelajaran 

L-
Metode pendidikan yang digunakan 

Jenis kurikurum yang dipakai 

GuruPAUD 

I 
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i-r
j;~:e:~:;:::~:::aran -+1 _'····L

Kegialan tisik untuk melatih motorik kasar [--I
-·-----+c~___=_cc--~-'C 

Kegiatan fisik untuk melatih motorik halus I II 

Kegiatan untuk pengembangan kognitif ~	 I 

I 1 Kegiatan untuk pengembangan
I [ emosiona I

I 1--------1 Kegiatan untuk pengembangan seni r-r-­
I 

~-IL-L­
1 I 
L,----,I I 

i
1 

I
I 

I v1r_,00~
 

sosial \----1 
' 

----jl-I---~---
Kegiatan untuk pengembangan moral dan!1 
agama +---­
~ma khusus pembelajaran ----L-----. 
Perhatian pada minat dan bakat 

Teknis pelaksanaan kecerdasan majemuk 

I+­I I 

I ---.J[ 

K""oo -'.,~ ';10k,", IC'N PAUD I 

Frekuensi melakukan perencaanaan 
------. 

Tempal melakukan perencanaan 
i 

Pedoman yang dilakukan	 ! 
f---+----I----------I-- ­

iVII+p-::e_l_aks:-:a-:naa,...--n__t-H;--an_·_p_e_la_ksa_n_aan pe-;-mbel~aran 
\ Pembelajaran	 Lama proses pembelajaran dalam 

pertemuan 

Tempat pelaksanaan pembelajaran 

Jumlah siswa dalam satu kelas 

Jumlah guru dalam satu kelas 

~ 
Proses pembelajaran 

~_---LI ...JL.-.	 . 

I 

IGuru PADD 

setiap1 
'r I 

I j
--.l .-__ 

1 

I 
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I Metode pendidikan yang digunakan 
I • ~ ~, I ,I -

Desain ruangan ~- IDominasi guru I 

VIII Eyaluasi

Pernbelajaran 
.._--­

J

r--------i- - -_. 

I I I 
~rljbatan anak didik 

I , 

Tempat berlangsungnya evaluasi Guru PAUD , 
Jenis Evaluasi yang digunakan 1 
f--- ----.-- --- -------

Kapan dilakukan pcnilaian 
I 

Lama PTOseS penilaian I 
Aspek-aspek yang dinilai 

I 
iMeto<.le penilaian yang <.ligunak.an I 
I 

I Apakah ada test-test k.husus 
I 

------ --- - ------ --.. - --- .----- .--­
I 

--~ 
aiJ_B_e_n~tu_k~U_n~g_k~a_p_a_n_p_e_nt_'a_l_a_n_k_~e_pa_d_a_n_a_k L -------1f--I---+------'r Apakah ada kegiatan melaporkan l-----j 

\ iHambatan yang dialami guru dalam -l
Jf-- I~:i'~~OTan 

'I' 

I GuruPAUD 

-- I 

Apakah yang <.liperoleh setelah tarnat PAUD 
\ 

sudah sesual dengan tujuan I 

yang <.lirasakan orangtua setelah 
anaknya lulus PAUD 

i 

IX Sarana dan Jen is dan jurnlah prasarana 

Prasana Jenis dan jurnlah sarana 

Adrninistrasi kesiswaan 

(----I 
X Output 

Pcndidikan Apakah 
pendidikan 

Apakah 

L 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 
PROGRAM PASCASARJANA
 

UNNERSITAS TERBUKA
 

.IODATA 

Nama K I A M 

TempatfTanggallahir Nanga Dedai, 27 April 1971 

Jenis Kelamin laki -Iaki 

NIM 015743618 

Registrasi Pertama 2010.2 

Alamat JI.Y.c. ovang oeray 

Gg. BTN Mata Bola Baning Kota Sintang.Kal- bar. 

Istri Theresia Rosnawati
 

Anak 1. Anastasia Susi Seliani Narti 1995 ( P )
 

2. Silvius Tedy Januardi 2001 ( l ) 

OrangTua 1. Ayah ( Jarabak, Almarhum ) 

2. Ibu (Serijah, Almarhum ) 

Riwayat Pendidikan : 

1. SON No.2 Nanga Oedai,Tahun 1978 -1984 ( kalbar ) 

2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 ( SMPN 1 ) Dedai Tahun 1984 -1987 ( Kalbar ) 

3. Sekolah Pendidikan Guru Negeri l SPGN ) Sintang Tahun 1987 -1990 l Kalbar ) 

4. Diploma II Unuversitas Tanjung Pura Pontianak Tahun 2000 - 2003 Pontianak ( Kalbar ) 

5. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar ( PGSDJ Universitas Terbuka Tahun 2006 - 2009 

( Kalbar ) 

Riwayat Pekerjaan 

1. Guru SON No.6 Pakak Kecamatan Kayan Hilir,Kabupaten Sintang Tahun 1993 - 1998 

( Ka/bar) 

2. Guru SON No.27 Sungai Manyam Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang Tahun 1998 ­

2008 

( Kalbar) 

3. Kepala SON No.27 Sungai Manyam Kecamatan Dedai,Kabupaten Sintang Tahun 2003 ­

2008 

( Kalbar) 
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4. Penilik Pendidikan Masyarakat ( Dikmas ) Kecamatan Dedai,Kabupaten Sintang 

Tahun 2008 - 2012 ( Kalbar ) 

5. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Din; ( PAUD ) dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2012
 

Sampai dengan Sekarang
 

No.HP yang bisa dihubungi:	 1. 0813 4897 4713
 

2.0853 91211933
 

Sintang, Desembar 2013
 

\J:X 
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SALINAN
 

PERATURAN
 
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 

REPUBLIK INDONESIA
 

NOMOR 58 TAHUN 2009
 

TENTANG
 

STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), 
(3), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), (2), Pasal 22 ayat (1), (2), (3), Pasal 
23, dan Pasal24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan 
Anak Usia Dini; 

Mengingat : 1.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

2.	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496); 

3.	 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Ke~a Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; 

4.	 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia NomOI' niP Tahun 2007; 
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MEMUTUSKAN:
 

Menetapkan:	 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG 
STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA D/NI 

Pasal1 

(1) Standar pendidikan anak usia dini meliputi pendidikan formal dan nonformal yang 
terdiri atas : 
a.	 Standar tingkat pencapaian perkembangan; 
b.	 Standar pendidik dan tenaga kependidikan; 
c.	 Standar isi, proses, dan penilaian; dan 
d.	 Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. 

(2) Standar	 pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. 

Pasal2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 17 September 2009 

MENTERI PENDID/KAN NASIONAL, 

TID. 

BAMBANG SUDIBYO 
Salinan sesuai dengan aslinya. 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
Departemen Pendidikan Nasional, 

Dr. A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM
 
NIP 196108281987031003
 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41507.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



SALINAN 
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NAS/ONAl 

NOMOR 58 TAHUN 2009 TANGGAl 17 SEPTEMBER 2009 

STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

I. PENDAHUlUAN 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Pasal1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah sualu 
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 
tahun yang di/akukan melalui pemberian rangsangan pendidikan unluk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak rnemiliki kesiapan 
dalam memasuki pendidikan Iebih lanjut. Dalam perkembangannya, masyarakat telah 
rnenunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan, dan 
per1indungan anak usia dini unluk usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai 
jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur 
pendidikan formal maupun non formal. Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan 
formal berbenluk Taman Kanak-Kanak (TK)lRaudhatul Altai (RA) dan benluk lain yang 
sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 4 - S6 tahun. Sedangkan 
penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman Penitipan Anak 
(TPA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program unluk anak usia 
o- <2 tahun, 2 - <4 tahun, 4 - :S6 tahun dan Program Pengasuhan untuk anak usia 
o- S6 tahun; Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan 
program untuk anak usia 2 - <4 tahun dan 4 - S6 tahun. 

Penyelenggaraan PAUD sampai saat ini belum memifiki standar yang dijadikan 
sebagai acuan minimal dalam penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal, 
nonformal dan/atau informal. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang 
berkualitas sesuai dengan kebuluhan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka 
perlu disusun Standar PAUD. 

Standar PAUD rnerupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan 
sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan 
karakteristik penyelenggaraan PAUD. Standar PAUD terdiri atas empat kelompok, 
yailu: (1) Standar tingkat pencapaian perkembangan; (2) Standar pendidik dan 
tenaga kependidikan; (3) Standar isi, proses, dan penilaian; dan (4) Standar sarana 
dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. 

Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan 
perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat 
perkembangan yang dicapai merupakan aktualisasi potensi semua aspek 
perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap 
perkembangannya, bukan rnerupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik. 
Standar pendidik (guru, guru pendamping, dan pengasuh) dan tenaga kependidikan 
rnemuat kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Standar isi, proses, dan 
penilaian rneliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program yang 
dilaksanakan secara terintegrasiJIerpadu sesuai dengan kebuluhan anak. Standar 
sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan mengatur persyaratan fasilitas, 
manajemen, dan pembiayaan agar dapat menyelenggarakan PAUD dengan baik. 

1
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II. STANDAR TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN 

Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan 
perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada renlang usia tertentu. 
Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nila; 
agama dan moral, flSik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Pertumbuhan anak 
yang mencakup pernanlauan kondisi kesehalan dan gizi mengacu pada panduan kartu 
menuju sehat (KMS) dan deteksi dini tumbuh kembang anak. 

Perkembangan anak bertangsung secara berkesinambungan yang berarti 
bahwa tingkat perkembangan yang dicapai pada suatu Iahap diharapkan meningkat 
baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada Iahap selanjutnya. walaupun setiap 
anak adalah unik, karena perkembangan anak berbeda satu sarna lain yang 
dipengaruhi oleh faktor intemal dan ekstemal. namun demikian, perkembangan anak 
tetap mengikuti pola yang umum. Agar anak mencapai tingkat perkembangan yang 
optimal, dibutuhkan keterlibalan orang tua dan orang dewasa untuk memberikan 
rangsangan yang bersifat menyeluruh dan terpadu yang meliputi pendidikan, 
pengasuhan. kesehatan. gizi. dan perlindungan yang diberikan secara konsisten 
melalui pembiasaan. 

Tingkat pencapaian perkembangan disusun berdasarkan kelompok usia anak: 
o - <2 tahun; 2 - <4 tahun; dan 4 - sa tahun. Pengelompokan usia 0 - <1 tahun 
dilakukan dalam rentang tiga bulanan karena pada Iahap usia ini, perkembangan anak 
berlangsung sangat pesat. Pengelompokan usia 1 - <2 tahun dilakukan dalam rentang 
enam bulanan karena pada tahap usia ini. perkembangan anak berlangsung tidak 
sepesat usia sebelumnya. Untuk kelompok usia selanjulnya, pengelompokan 
dilakukan dalam rentang waktu per tahun. 

A. Pengelompokan Usia Anak 

1. Tahap usia 0 - < 2 tahun, terdiri atas kelompok usia: 

a. < 3 bulan 

b. 3 - < 6 bulan 

c. 6 - < 9 bulan 

d. 9 -<12 bulan 

e. 12 - < 18 bulan 

f. 18 - < 24 bulan 

2. Tahap usia 2 - < 4 tahun, terdiri atas kelompok usia: 

a. 2 -< 3 tahun 

b. 3 - < 4 Iahun 

3. Tahap usia 4 - S 6 tahun, terdiri atas kelompok usia: 

a. 4 - < 5 Iahun 

b. 5 - S 6 tahun 

2 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41507.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



B. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak 

1. Tingkat Pencapaian Perkembangan Kelompok Usia 0 - < 12 Bulan 

Ungkup 
Per1tembangan 

Tingkat Pencapaian Perkembangan 

< 3 bulan 3-<6bu/an 6-<9bulan 9- <12 bulan 

I. NUai-nilai 
Agamadan 
Moral 

*) *) *) *) 

II. Motorik 
A. Motorik 1.Refleks 1. Meraih benda di 1. Melempar 1. Menarik benda 

Kasar menggenggam 
benda yang 
menyenluh 
telapak tangan. 

2. Menegakkan 
kepala saat 
ditelungkupkan. 

3.Tengkurap. 
4. Berguling ke 

kanan dan ke 
kin. 

depannya. 
2. Tengkurap 

dengan dada 
diangkat dan 
kedua tangan 
menopang. 

3. Duduk dengen 
bantuan. 

benda yang 
dipegang 

2. Merangkak 
kesegala 
arah. 

3. Duduk tanpa 
bantuan. 

4. Berdin 
dengan 
bantuan. 

5. Bertepuk 
tangan. 

yang terjangkau. 
2. Berjalan dengan 

berpegangan. 
3. Berjalan 

beberapa 
langkah tanpa 
bantuan. 

4. Melakukan gerak 
menendang 
bola. 

B. Motor!k 1. Memainkan jari 1. Memasukkan 1. Memegang 1. Menggaruk 
Halus tangan dan 

kaki. 
2. Memegang 

benda dengan 
/imajar!. 

benda ke dalam 
mulut. 

2. Memindahkan 
mainan dar! satu 
tangan ke Iangan 
yang lain. 

benda 
denganibu 
jan dan jan 
telunjuk 
(menjumput) 

2. Meremas. 

kepala. 
2. Memegang 

benda kedl atau 
tipis (misal: 
potongan buah 
atau biskuit). 

3. Memukul-mukul 
atau mengetuk­
ngetuk mainan. 

III. Kognitif 
A. Mengenali 1. Membedakan 1. Memperhatikan 1. Mengamati 1. Mulai memahami 

apayang apayang permainan yang bendayang penntah 
diinginkan. diinginkan (ASI 

atau dot). 
diinginkan. bergerak. sederhana. 

B. Menunjukkan 1. Berhenti 1. Mengulurkan 1. Berpaling 1. Menunjukkan 
reaksi alas menangis kedua Iangan kearah reaksi saat 
rang-sangan. setelah 

keinginannya 
lerpenuhi 
(misal: setelah 
digendong atau 
diber! susu). 

untuk digendong. sumber 
suara. 

2. Mengamati 
bendayang 
dipegang 
kemudian 
dijatuhkan. 

namanya 
dipanggil. 

2. Mencoba 
mencan benda 
yang 
disembunyikan. 

3. Mencoba 
membukal 
melepas benda 
yang tertutup. 
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Ungkup 
Per1cembangan 

Tingkat Pencapaian Peritembangan 

< 3 bulan 3-< 6 bulan 6-< 9 bulan 9- <12 bulan 

IV. Bahasa 
Mengeluaritan 1. Menangis. 1. Memperhatikanl 1.Mulai 1. Mengucapkan 
suara untuk 2. Berteriak. mendengaritan menirukan dua kata untuk 
menyatakan 3. Bergumam. ucapan orang. ucapan. menyatakan 
keinginan atau 2. Mengoceh. 2.Merespons keinginan. 
sebagai reaksi 3. Tertawa kepada permainan 2. Menyatakan 
atas orang yang cilukba. penolakan. 
rangsangan mengajak 

beritomunikasi. 
3. Menunjuk 

benda 
dengan 
mengucapkan 
satu kata. 

3. Menyebut nama 
benda alau 
binalang (pus 
untuk kucing; oti 
untuk lOti). 

V. Sosial­
emosional 

Menunjukkan 
respons emosi 

1. Menatap dan 
tersenyum. 

2. Menangis 
untuk 
mengekspresi 
kan ketidak 
nyamanan. 

1. Merespons 
dengan gerakan 
tangan dan kaki. 

2. Menangis 
apabila tidak 
mendapat-kan 
yang diingin-kan. 

1. Menguluritan 
tangan a1au 
menolak 
untuk 
diangkat 
(digendong). 

2. Menunjuk 
sesuatu yang 
diinginkan. 

1. Menempelkan 
kepalabila 
merasa nyaman 
dalam pelukan 
(gen-dongan) 
atau meronta 
kalau merasa 
Iidak nyaman. 

2. Menyatakan 
keinginan 
dengan berbagai 
gerakan tubuh 
dan ung-kapan 
katiHtata 
sederhana. 

3. Meniru cara 
menyalakan 
pera-saan 
sayang dengan 
memeluk. 

*) Nilai-nilai agama dan moral pada usia 0 - <12 bulan tidak diatur secara spesifik, 

sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing lembaga. 
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2. Tingkat Pencapaian Per1c:embangan Kelompok Usia 12 - < 24 Bulan 

Tingkat Pencapaian Per1<embangan 
Ungkup Per1<embangan 

12 - < 18 bulan 
18 ­ < 24 bulan 

I. Nilaklilai Agama dan *) *) 
Moral 

II. Motorik 
A. Motorik Kasar. 1. Berjalan sendiri. 1. Melompat di tempat. 

2. Naik tangga atau tempat 2. Nalk tangga atau tempat yang Iebih 
yang lebih tinggi dengan tinggi dengan berpegangan. 
merangkak. 3. Seljalan mundur beberapa 

3. Menendang bola ke arah langkah. 
depan. 4. Menarik benda yang tidak terlalu 

4. Berdiri dengan satu kaki berat (kursi kecil). 
selama satu detik. 

B. Motorik Halus. 1. Memegang alat tulis. 1. Meniru garis vertikal atau 
2. Membuat coretan bebas. horisontal. 
3. Menyusun menara dengan 2. Memasukkan benda ke dalam 

tiga balok. wadah yang sesuai. 
4. Memegang gelas dengan 3. Membalik halaman buku walaupun 

duatangan. belum sempurna. 
5. Menumpahkan benda­ 4. Menyobek kertas. 

benda dari wadah dan 
memasukkannva kembali. 

III. Kognitif 
A. Mengenali 1. Menyebut beberapa nama 1. Mempergunakan alat permainan 

pengetahuan umum. benda. dengan cara semaunya seperti 
2. Menanyakan nama benda balok dipukul-pukul. 

yang belum dikenal. 2. Mulai memahami gambar wajah 
3. Mengenal beberapa warna orang. 

primer (merah, biru, 3. Mulai memahami prinsip milik 
kuning). orang lain seperti: milik saya, milik 

4. Menyebut nama sendiri dan kamu. 
orang-oraoo vaoo dikenal. 

B. Mengenal konsep Membedakan ukuran benda Membilang sampai lima. 
ukuran dan (besar-kecil). 
bilangan. 

IV. Bahasa 
1. Menaruh perhatian pada gambar­

yang ditanyakan. 
A. Menerima Bahasa. 1. Menunjuk bagian tubuh 

gambar dalam buku. 
2. Menggunakan kata-kata 

pendek. 
2. Memahami tema cerita 

sederhana untuk menyatakan 
keinaintahuan. 

1. Menjawab pertanyaan dengan 
Bahasa. 

1. Merespons pertanyaan B. Mengungkapkan 
kalimat pendek. 

Tidak" 
dengan jawaban "Va atau 

2. Menyanyikan lagu sederhana. 
2. Mengucapkan kalimat yang 

terdiri atas dua kala 
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Tingkat Pencapaian Perkembangan 
Ungkup Perkembangan 

12 - < 18 bulan 
18 ­ < 24 bulan 

V. SosiaI-Emosional 
Menunjukkan respon 1. Menunjukkan reaksi marah 1. Meogekspresikan berbagai reaksi 
emosi. apabila merasa terganggu, emosi (senang, marah, takut, 

seperti permainannya kecewa). 
diambil. 2. Menunjukkan reaksi menerima 

2. Menunjukkan reaksi yang atau menolak kehadiran orang lain. 
berbeda terhadap orang 3. Bennain bersama teman dengan 
yang baru dikenal. mainan yang sama. 

3. Bennain bersama ternan 4. Berekspresi dalam bermain peran 
telapi sibuk dengan (pura-pura). 
mainannya sendiri. 

4. Memperhatikanlmengamati 
teman-temannya yang 
beraktivitas. 

Ungkup Perkembangan 

I. NHai-nHai Agama dan 
Moral 
Merespons hal-hal 
yang terkait dengan 
nilai agama dan moral. 

II. Motorik 
A.Motorik Kasar 

*) Nilai-nilai agama dan moral pada usia 12 - <24 bulan tidak diatur secara spesifik. 
sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing lembaga. 

3.	 Tingkat Pencapaian Perkembangan Kelompok Usia 2 - <4 Tahun 

Tingkat Pet"capaian Perkembangan 

2- <3tahun 

1. Mulai meniru gerakan 
berdoalsembahyang sesuai 
deogan agamanya. 

2. Mulai meniru doa pendek 
sesuai dengan agamanya. 

3. Mulai memahami kapan 
mengucapkan salam, terima 
kasih, maat, dsb. 

1. Beljalan sambi! berjinjit. 
2. Melompat ke depan dan ke 

belakang dengan dua kaki. 
3. Melempar dan menangkap 

bola. 
4. Menari mengikuti irama. 
5. Naik-turun tangga atau ternpat 

yang Iebih tinggilrendah 
dengan berpegangan. 

3 - <4tahun 

1. Mulai memahami pengertian 
perilaku yang berlawanan 
meskipun belum selalu dilakukan 
seperti pemahaman perilaku 
baik-buruk, benar-salah, sopan­
tidak sopan. 

2. Mulai mernahami arti kasihan 
dan sayang kepada ciptaan 
Tuhan. 

1. Berlari sambil membawa sesuatu 
yang ringan (bola). 

2. Naik-turun tangga atau ternpat 
yang Iebih tinggi dengan kaki 
bergantian. 

3. Menili di atas papan yang cukup 
Iebar. 

4. Melompat turun dari ketinggian 
kurang lebih 20 an (di bawah 
tinggi lutut anak). 

5. Meniru gerakan senam 
sederhana seperli menirukan 
gerakan potion, kelinci 
melomoat). 
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Tingkat Pencapaian Perkembangan 
Lingkup Perkembangan 

2- <3lahun 3 - <4tahun 

B.Motorik Halus 1. Meremas kertas atau kain 1. Menuang air, pasir, atau biji-bijian 
dengan menggerakkan lima ke dalam tempat penampung 
jan. (mangkuk, ember). 

2. Melipat kertas meskipun belum 2. Memasukkan benda kedl ke 
rapillurus. dalam botol (potongan lidi, kerikil, 

3. Menggunting kertas tanpa biji-bijian). 
pola. 3. Meronce manik-manik yang tidak 

4. Koordinasi jan tangan cukup terlalu keeil dengan benang yang 
baik untuk memegang benda agak kaku. 
pipih seperti sikat gigi, sendok. 4. Menggunting kertas mengikuti 

DOla aaris lurus. 
III. Kognitif 
A. Mengenal 1. Menyebut bagian-bagian 1. Menemukanlmengenali bagian 

pengetahuan umum. suatu gambar seperti gambar yang hilang dan suatu pola 
wajah orang, mobil, binatang, gambar seperti pada gambar 
dsb. wajah orang, mobil, dsb. 

2. Mengenal bagian-bagian 2. Menyebutkan berbagai nama 
tubuh (lima bagian). makanan dan rasanya (garam, 

gula atau cabai). 
3. Memahami perbedaan antara 

dua hal dari jenis yang sama 
seperti membedakan antara 
buah rambutan dan pisang; 
perbedaan antara ayam dan 
kucina. 

B.Mengenal konsep 1. Memahami konsep ukuran 1. Menempatkan benda dalam 
ukuran,bentuk,dan (besar-kecil, panjang-pendek). urutan ukuran (paling kecil-paling 
pola 2. M)!enal tiga macam bentuk 

(0 0). 
besar). 

2. Mulai mengikuti pola tepuk 
3. Mulai mengenal poIa. tangan. 

3. Mengenal konsep banyak dan 
sedikit 

IV. Bahasa 
A. Menerima Bahasa 1. Hatal beberapa lagu anak 1. Pura-pura membaca carita 

sederhana. bergambar dalam buku dengan 
2. Memahami ceritaldongeng kata-kata sandin. 

sederhana. 2. Mulai memahami dua perintah 
3. Memahami perintah yang dibelikan bersamaan 

sederhana seperti letakkan contoh: ambil mainan di atas 
mainan di atas meja, ambil meja lalu belikan kepada ibu 
mainan dari dalam kotak. pengasuh atau pendidik. 

B. Mengungkapkan 1. Menggunalcan kata tanya 1. Murai menyatakan keinginan 
Bahasa. dengan tepat (apa, siapa, dengan mengucapkan kalimat 

bagaimana, mengapa, sederhana (saya ingin main bola) 
dimana). 2. Mulai menceritakan pengalaman 

yang dialami dengan carita 
sederhana. 

7
 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41507.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Tingkal Pencapaian Perkembangan 
Lingkup Perl<embangan 

2- <3tahun 3 - <4tahun 

V. Sosial-Emosional 
Mampu 1. Mulai bisa mengungkapkan 1. Mulai bisa melakukan buang air 
mengendalikan emosi ketika ingin buang air kedl kedl tanpa bantuan. 

dan buang air besar. 2. Bersabar menunggu giliran. 
2. Mulai memahami hak orang 3. Mulai menunjukkan sikap toIeran 

lain (harus antri, menunggu sehingga dapat bekerja dalam 
giliran). kelompok. 

3. Mulai menunjukkan sikap 4. Mulai menghargai orang lain. 
berbagi, membantu, bekerja 5. Bereaksi terhadap hal-hal yang 
bersama. dianggap tidak benar (marah 

4. Menyatakan perasaan apabila diganggu atau 
terhadap anak lain (suka diperlakukan berbeda). 
dengan teman karena baik 6. Mulai menunjukkan ekspresi me­
hati, tidak suka karena nakai, nyesal ketika melakukan 
dsb.). kesalahan. 

5. Berbagi peran dalam suatu 
permainan (menjadi dokter, 
perawat, pasien penjaga toko 
atau oembelil. 

4. Tingkat Pencapaian Perkembangan Kelompok Usia 4 - S 6 Tahun 

Ungkup TiMkal Pencaoaian Perl<em 
Perkembangan Usia 4 - <5 tahun Usia 5 - S6 tahun 

I. N~ai-nilai Agama 1. Mengenal Tuhan melalui agama 1. Mengenal agama yang dianut. 
dan Moral yang dianutnya. 2. Membiasakan diri beribadah. 

2. Meniru gerakan beribadah. 3. Memahami perilaku mulia (jujur, 
3. Mengucapkan doa sebelum penolong, sopan, hormat, dsb). 

danlatau sesudah melakukan 4. Membedakan perilaku baik dan 
sesuatu. buruk. 

4. Mengenal perilaku baiklsopan 5. Mengenal ritual dan hari besar 
dan buruk. agama. 

5. Membiasakan diri berperilaku 6. Menghormati agama orang lain. 
baik. 

6. Mengucapkan salam dan 
membalas salam. 

II. Fisik 
A. Motorik Kasar 1. Menirukan gerakan binatang, 1. Melakukan gerakan tubuh secara 

pohon tertiup angin, pesawat terkoordinasi untuk melatih 
terbang, dsb. kelenturan, keseimbangan, dan 

2. Melakukan gerakan kelincahan. 
menggantung (bergeIayut). 2. Melakukan koordlnasi gerakan 

3. Melakukan gerakan melompat, kaki-tangan-kepala dalam 
meloncat, dan berlari secara menirukan tarian atau senam. 
terkoordinasi 3. Melakukan permainan fisik 

4. Melernpar sesuatu secara dengan aturan. 
terarah 4. Terampil menggunakan tangan 

5. Menangkap sesuatu sec&ra kanan dan kiri. 
tepat 5. Melakukan kegiatan kebersihan 

6. Melakukan gerakan antisioasi diri. 
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Ungkup Tinakat Pe 'an Perkembanaan 
Perkembangan Usia 4 - <5 tahun Usia 5 - sa tahun 

7. Menendang sesuatu secara 
terarah 

8. Memanfaatkan alat pennainan 
di luar kelas. 

B. Motorik Halus 1. Membuat garis vertikal, 1. Menggambar sesuBi gagasannya. 
horizontal, lengkung kirilkanan, 2. Meniru bentuk. 
miring kirilkanan, dan lingkaran. 3. Melakukan eksplorasi dengan 

2. Menjiplak bentuk. berbagai media dan kegialan. 
3. Mengkoordinasikan mala dan 4. Menggunakan alat tulis dengan 

tangan untuk melakukan benar. 
gerakan yang rumil 5. Menggunting sesuai dengan poIa. 

4. Melakukan gerakan manipulatif 6. Menempel gambar dengan lepat 
untuk menghasilkan suatu 7. Mengekspresikan diri melalui 
bentuk dengan menggunakan gerakan menggambar secara 
berbagai media. detail. 

5. Mengekspresikan diri dengan 
berkarya seni menggunakan 

aimedia. 
C. Kesehatan Fisik 1. Memiliki kesesuaian antara usia 1. Memiliki kesesuaian antara usia 

dengan berat badan. dengan berat badan. 
2. Memiliki kesesuaian antara usia 2. Memiliki kesesuaian antara usia 

dengan tinggi badan. dengan tinggi badan. 
3. Memiliki kesesuaian antara 3. Memiliki kesesuaian antara tinggi 

Unggi dengan berat bedan. dengan berat badan. 

III. Kognitif 
A. Pengetahuan umum 1. Mengenal benda berdasarll.an 1. Mengklasitikasi benda 

dan sains fungsi (pisau untuk memotong, berdasarll.an fungsi. 
pensil untuk menulis). 2. Menunjukkan aktivitas yang 

2. Menggunakan benda-benda bersifat eksploratif dan menyelidik 
sebagai permainan simbolik (seperti: apa yang teljadi ketika 
(kursi sebagai mobil). air ditumpahkan). 

3. Mengenal gejala sebab-akibat 3. Menyusun perencanaan kegialan 
yang terkait dengan dirinya. yang akan dilakukan. 

4. Mengenal konsep sederhana 4. Mengenal sebab-akibat tentang 
dalam kehidupan sehari-hari lingkungannya (angin bertiup 
(gerimis, hujan, gelap, terang, menyebabkan daun bergerak, air 
temaram. dsb). dapat menyebabkan sesuatu 

5. Mengkreasikan sesuatu sesuai menjadi basah.) 
dengan idenya sendiri. 5. Menunjukkan inisiatif dalam 

memilih terna permainan (seperti: 
"ayo kita bermain pura-pura 
seperti burung1. 

6. Memecahkan masalah sederhana 
dalam kehidupan sehari-hari. 
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Ungkup Tinakat Pencaoaian Perkem
 
Perkembanaan
 Usia 4 - <5 tahun Usia 5 - S6 tahun 

B. Konsep bentuk, 1. Mengklasifikasikan benda 1. Mengenal perbedaan
 
wama, ukuran dan
 berdasarkan bentuk atau wama berdasarkan ukuran: "Iebih dali"; 
pola atau ukuran. "kurang dali"; dan "paling/ter". 

2. Mengklasiifikasikan benda ke 2. Mengklasifikasikan benda 
dalam kelompok yang sama berdasarkan wama, bentuk. dan 
atau kelompok yang sejenis ukuran (3 valiasi) 
atau kelompok yang 3. Mengklasifikasikan benda yang 
berpasangan dengan 2 valiasi. lebih banyak ke dalam kelompok 

3. Mengenal pola AB-AB dan yang sama atau kelompok yang 
ABC-ABC. sejenis. atau kelompok 

berpasangan yang Iebih dali 2 
berdasarkan 5 seriasi ukuran 

4. Mengurutkan benda 
valiasi. 

atauwama. 4.	 Mengenal pola ABCD-ABCD. 
5.	 Mengurutkan benda berdasarkan 

ukuran dan paling kedl ke paling 
besar atau sebaliknva. 

C. Konsep bilangan, 1.	 Mengetahui konsep banyak dan 1. Menyebutkan lambang bilangan 
lambang bilangan 1-10.sedikil. 
dan hUruf 2.	 Membilang banyak benda saW 2. Mencocokkan bilangan dengan 

sampai sepuluh. lambang bilangan. 
3. Mengenal belbagai macam3. Mengenal konsep bilangan. 

4. Mengenallambang bilangan. lambang huruf vokal dan 
konsonan.5.	 Mengenallambang huruf. 

1.	 Mengerti beberapa perintah IV.	 Bahasa 1.	 Menyimak perkataan orang lain 
A. Menerima bahasa (bahasa ibu atau bahasa secara bersamaan. 

lainnya). 2.	 Mengulang kalimat yang lebih 
2.	 Mengerti dua perintah yang kompleks. 

diberikan bersamaan. 3.	 Memahami aluran dalam suatu 
3.	 Memahami cerita yang permainan. 

dibacakan 
4.	 Mengenal perbendaharaan kata 

mengenai kala sifat (nakai, pelil, 
baik hati, berani. baik, jelek, 
dsb.l. 

1. Menjawab pertanyaan yang lebih 
Bahasa 

1.	 Mengulang kalimat sederhana. B. Mengungkapkan 
kompleks. 

sederhana. 
2.	 Menjawab pertanyaan 

2. Menyebutkan kelompok gambar 
yang memiliki bunyi yang sama. 

dengan kala sifat (baik, senang, 
3.	 Mengungkapkan perasaan 

3. Berkomunikasi secara Iisan, 
nakaI, pelit, baik hati. berani, memiliki perbendaharaan kala. 
baik, jelek, dsb.). selta mengenal simbol-simbol 

untuk persiapan membaca. 
dikenal. 

4.	 Menyebutkan katlrkata yang 
menulis dan berhitung. 

4. Menyusun kalimat sedeft1ana 
kepada orang lain. 

5.	 Mengutarakan pendapat 
dalam struktur Iengkap (pokok 
kalimat-predikat-keterangan). 

sesuatu yang diinginkan atau 
6.	 Menyatakan alasan terhadap 

5. Memiliki lebih banyak kata-kata 
ketidaksetujuan. untuk mengekpresikan ide pada 

orang lain. 
ceritaldongeng yang pemah 

7.	 Menceritakan kembali 
6. Melanjutkan sebagian 

didengar. ceritaldongeng yang telah 
diperdengarkan. 
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. n Perkembangan
 
Perkembanaan
 

Tingkat PenUngkup 
Usia 4 - <5 tahun Usia 5 - S6 tahun 

C. Keaksaraan 1.	 MengenaI simbol-simbol. 1.	 Menyebulkan simbol-5imbol 
2.	 Mengenal suara-suara hUruf yang dikenal. 

hewanlbenda yang ada di 2. Mengenal suara huruf awal dan 
sekitamya. nama benda-benda yang ada di 

3.	 Membuat coletan yang sekitamya. 
bermakna. 3.	 Menyebutkan kelompok gambar 

4.	 Meniru huruf. yang memiliki bunyi/huruf awal 
yang sama. 

4.	 Memahami hubungan antara 
bunyi dan bentuk huruf. 

5.	 Membaca nama sendin. 
6.	 Menuliskan nama sendin. 

V.	 Sosial emosional 1. Menunjukkan sikap mandin 1. Bersikap kooperatif dengan 
dalam memilih kegiatan. teman. 

2. Mau berbagi, menolong, dan 2. Menunjukkan sikap toleran. 
membantu teman. 3. Mengekspresikan emosi yang 

sesuai dengan kondisi yang ada 
melakukan permainan 

3. Menunjukan antusIasme dalam 
(senang-sedih-antusias dsb.) 

kompetilif secara positif. 4. Mengenal lata krama dan sopsn 
4. Mengendalikan perasaan. santun sesuai dengan nilai sosial 

budaya setempal 
dalam suatu permainan. 

5. Menaati aturan yang berlaku 
5. Memahami peraturan dan disiplin. 
6. Menunjukkan rasa empati.6. Menunjukkan rasa percaya diri. 
7. Memiliki sikap gigih (tidak mudah 

lingkungannya. 
7. Menjaga din sendin dan 

menyerah). 
8. Bangga terhadap hasil karya 

sendin. 
8. Menghargai orang lain. 

9. Menghargai keunggulan orang 
lain. 
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III. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas rnerencanakan, 
rneJaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta 
melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik. Pendidik 
PAUD bertugas di berbagai jenis layanan baik pada jalur pendidikan formal maupun 
nonformal seperti TKlRA, KB, TPA dan bentuk lain yang sederajal Pendidik PAUD 
pada jalur pendidikan formal terdiri atas guru dan guru pendamping; sedangkan 
pendidik PAUD pada jalur pendidikan nonformal terdiri atas guru, guru pendamping, 
dan pengasuh. 

Tenaga kependidikan bertugas rnelaksanakan administrasi, pengelolaan, 
pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 
pendidikan pada lembaga PAUD. Tenaga kependidikan terdiri alas 
PengawasiPenilik, Kepala Sekolah, Pengelola, Administrasi, dan Petugas 
Kebersihan. Tenaga kependidikan pads PAUD jalur pendidikan formal terdiri atas: 
Pengawas, Kepala TKlRA, Tenaga Administrasi, dan Petugas Kebersihan. 
Sedangkan Tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan nonformal terdiri 
atas: Penilik, Pengelola, Administrasi, dan Petugas Kebersihan. 

A.	 Standar Pendidik 

1.	 Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

Kualifikasi dan kompetensi guru PAUD didasarkan pada Peraturan Mente'; 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nornor 16 tahun 2007 tentang 
Standar Kualifikasi Akademik dan Kornpetensi Guru beserta Iampirannya. 

Bagi guru PAUD jalur pendidikan formal (TK, RA, dan yang sederajat) dan 
guru PAUD jalur pendidikan nonformal (TPA, KB, dan yang sederajat) yang 
belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi disebut Guru 
Pendamping dan Pengasuh. 

2.	 Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendamping 
a.	 Kualifikasi Akademik: 

1) memiliki ijazah D-II PGTK dati Perguruan Tinggi terakreditasi; atau 
2) memiliki ijazah minimal 8ekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat 

dan memiliki sertifikat pelatihanlpendidikanl kursus PAUD yang 
terakreditasi. 

b.	 Kompetensi 

KompetensifSub kompe!ensi 

1.	 Kompetensi Kepribadian 
1.1 Bersikap dan berperilaku sesuai 

dengan kebutuhan psikologis anak. 

Indikator 

1.1.1 Menyayangi anak secara tulus. 
1.1.2Berperilaku sabar, tenang, ceria, serta penuh 

perhatian. 
1.1.3Memi/iki kepekaan, responsif dan humoris 

terhadap perilaku anak. 
1.1.4Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, 

arif, dan bijaksana. 
1.1.5Berpenampilan bersih, sehat, dan rapi. 
1.1.6Berperilaku sopan sanlun, menghargai, dan 

melindungi anak. 
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KompetensilSub kompetensi 

1.2 Bersikap dan berperilaku sesuai 
dengan norma 8Oama, budaya dan 
keyakinan anak. 

1.3 Menampilkan diri seb80ai pribadi yang 
berbudi pekerti luhur 

2. Kompetensi Profesional 
2.1 Memahami tahapan perkembangan 

anak. 

2.2 Memahami perlumbuhan dan 
perkembangan anak. 

2.3 Memahami pemberian rangsangan 
pendidikan, pengasuhan, dan 
perlindungan. 

Indikator 

1.2.1 Menghargai peserta didik tanpa membedakan 
keyakinan yang dianut, suku, budaya, dan 
jender. 

1.2.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang 
dianut, hUkum, dan nonna sosial yang berlaku 
dalam masyarakat. 

1.2.3 Mengembangkan sikap anak didik untuk 
menghargai agama dan budaya lain. 

1.3.1 Berperilaku jujur. 
1.3.2 Bertanggungjawab tertladap tugas. 
1.3.3 Berperilaku sebagai teladan. 

2.1.1 Memahami kesinambungan lingkat 
perkembangan anak usia 0 - 6 tahun. 

2.1.2 Memshami standar lingkat pencapaian 
perkembangan anak. 

2.1.3 Memahami bahwa setiap snak mernpunyai 
tingkat kecepatan pencapaian perkembangan 
yang berbeda. 

2.1.4 Memahami faktor penghambat dan pendukung 
tingkat pencapaian perkembangan. 

2.2.1 Memahami aspek-aspek perkembangan fisik­
motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosi, dan moral 
agama. 

2.2.2 Memahami faktor-faktor yang menghambat dan 
mendukung aspek-aspek perkembangan di atas. 

2.2.3 Memahami tanda-tanda kelainan pada liap aspek 
perkembangan anak. 

2.2.4 Mengenal kebutuhan gizi anak sesuai dengan 
usia. 

2.2.5 Memahami cara memantau nutrisi, kesehatan 
dan keselamatan anak. 

2.2.6 Mengetahui pola asuh yang sesuai dengan usia 
anak. 

2.2.7 Mengenal keunikan anak. 

2.3.1 Mengenal cara-cara pemberian rangsangan 
dalam pendidikan, pengasuhan. dan 
perlindungan secara umum. 

2.3.2 MemDlkl keterampilan dalam melakukan 
pemberian rangsangan pada setiap aspek 
perkembangan. 
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KompetensilSub kompetensi Indikator 

2.4 Membangun keljasama dengan orang 
tua dalam pendidikan, pengasuhan, 
dan perlindungan anak. 

2.4.1 Mengenal faktor-faktor pengasuhan anak, sosial 
ekonomi keluarga, dan sosial kemasyarakatan 
yang mendukung dan menghambat 
perkembangan anak. 

2.4.2 Mengkomunikasikan program Iembaga 
(pendidikan, pengasuhan, dan perlidungan anak) 
kepada orang tua. 

2.4.3 Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam 
program di Iembaga. 

2.4.4 Meningkatkan kesinambungan progran Iembaga 
dengan Iingkungan keluarga. 

3.1.1 Menyusun rencana kegiatan tahunan, 
semesteran, bulanan, mingguan, dan hanan. 

3.1.2 Menetapkan kegiatan bennain yang mendu-kung 
tingkat pencapaian perkembangan anak. 

3.1.3 Merencanakan kegiatan yang disusun 
berdasarkan kelompok usia. 

3.2.1 Mengelola kegiatan sesuai dengan rencana yang 
disusun berdasarkan kelompok usia. 

3.2.2 Menggunakan metode pembelajaran melalui 
bermain sesuai dengan karakterislik anak. 

3.2.3Memilih dan menggunakan media yang sesuai 
dengan kegiatan dan kondisi anak. 

3.2.4 Memberikan motivasi untuk rneningkatkan 
keterlibatan anak dalam kegiatan. 

3.2.5 Membenkan bimbingan sesuai dengan 
kebutuhan anak. 

3.3.1 Memilih cara-cara penilaian yang sesuai dengan 
tujuan yang akan dicapai. 

3.3.2 Melalukan kegiatan penilaian sesuai dengan 
cara-cara yang telah ditetapkan. 

3.3.3 Mengolah hasil penilaian. 
3.3.4 Menggunakan hasil-hasil penilaian untuk 

berbagai kepentingan pendidikan. 
3.3.5 Mendokumentasikan hasil-hasil penilaian. 

3. Kompetensi Pedagogik 
3.1 Merencanakan kegiatan program 

pendidikan, pengasuhan, dan 
perlindungan 

3.2 Melaksanakan proses pendidikan, 
pengasuhan, dan perlindungan. 

3.3 Melaksanakan penilaian terhadap 
proses dan hasil pendidikan, 
pengasuhan, dan perlindungan. 

4. Kompetensi 80sial 
4.1 Beradaptasi dengan lingkungan. 4.1.1 Menyesuaikan din dengan teman sejawat. 

4.1.2 Menaati aturan Iembaga. 
4.1.3 Menyesuaikan din dengan masyarakat sekitar. 
4.1.4 Akomodatif terhadap anak didik, orang tua, 

teman sejawat dan berbagai latar belakang 
budaya dan sosial ekonomi. 

4.2.1 Berkomunikasi secara empatik dengan orang 
tua peserta didik. 

4.2.2 Berkomunikasi efektif dengan anak didik, baik 
secara fisik verbal maUDun non verbal. 

4.2 Berkomunikasi secara efektif 
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3. Pengasuh PAUD 

a. Kualifikasi Akademik 

Memiliki kualifikasi akademik minimum Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 

sederajat. 

b. Kompetensi-

Kompetensi Indikator 

1. Memahami dasar­
dasar pengasuhan. 

1.1 Memahami paran pengasuhan terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan anak. 

1.2 Memahami pola rnakan dan kebutuhan gizi masing-masing anak. 
1.3 Memahamllayanan dasar kesehatan dan kebersihan anak. 
1.4 Memahami tugas dan kewenangan dalam membantu guru dan guru 

pendamping. 

2.1 Terampil dalam melakukan perawatan kebersihan anak. 
2.2 Terampil bermain dan berkomunikasi secara verbal dan non verbal 

dengan anak. 
2.3 Mengenali dan mengatasi ketidaknyamanan anak. 
2.4 Terampil merawat kebersihan fasilitas bermain anak. 

3.1 Menyayangi anak secara tulus. 
3.2 Berperilaku sabar, tenang, ceria, penuh perhatian, serta melindungi 

anak. 
3.3 Memiliki kepekaan dan humoris dalam menyikapi perilaku anak. 
3.4 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan 

bertanggung jawab. 
3.5 Berpenampilan rapi, bersih, dan sehal 
3.6 Berperilaku santun, menghargai, dan hormat kepada orang tua 

anak. 

2. Terampil 
melaksanakan 
pengasuhan. 

3. Bersikap dan 
berperilaku sesuai 
dengan kebutuhan 
psikologis anak. 
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B.	 Standar Tenaga Kependidikan 

Untuk membantu anak usia dini rnencapai tingkat perkembangan potensinya, 
Iayanan PAUD harus dikelola dengan baik. Setiap satuan PAUD harus rnemiliki 
penanggungjawab yang bertugas merencanakan, melaksanakan, rnengelola 
administrasi dan biaya, serta mengawasi pelaksanaan program. Tenaga 
kependidikan PAUD terdiri atas pengawaslpenilik, kepala sekolah, pengelola, 
tenaga administrasi, dan petugas kebersihan yang diatur sendiri oleh masing­
masing Iembaga. 

1.	 PengawaslPenilik 

Kualifikasi dan kompetensi Pengawas PAUD jalur pendidikan formal 
didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas SelcoJahlMadrasah 
beserta Iampirannya. 

Kualifikasi dan kompetensi Penilik PAUD jalur pendidikan nonformal 
didasarkan pada Peraturan PeniJik pendidikan nonformal pada umumnya. 

2.	 Kepala PAUD Jalur Pendidikan Formal 

Kualifikasi dan kompetensi kepala TKIRA didasarkan pada Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Standar Kepala SekolahIMadrasah beserta lampirannya. 

3.	 PengeloJa PAUD Jalur Pendidikan Nonformal 

Pengelola PAUD jalur pendidikan nonformal adalah penanggungjawab dafam 
satuan PAUD jalur pendidlkan nonformal dengan kualifikasi: 

a.	 Minimal memiliki kualifikasi dan kompetensi guru pendamping. 

b.	 Berpengalaman sebagai pendidik PAUD minimal 2 tahun. 

c.	 Lulus pelatihan/maganglkursus pengelolaan PAUD dari Iembaga 
terakreditasi. 

Selain memiliki kompetensi guru pendamping, pengelola PAUD harus 
memenuhi kompetensi sebagai berikut: 

Kompetensi Indikator 

1. Kompetensi 
Kepribadian 

1.1 Memiliki minat dalam bentuk pengabdian 
mengembangkan Iembaga. 

2. 1 Mengatasi belbagai masalah teknis operasional. 
2.2 Membuat Rencana Anggaran Pendapalan dan 

Lembaga. 

untuk 

Belanja 
2. Kompetensi Profesional 
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Kompetensi Indikator 

3. Kompetensi 
Manajerial 

3.1 Mengeioia dan mengembangkan Jembaga dalam pelayanan 
pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. 

3.2 Mengkoordinasi pendidik dan tenaga kependidikan lain dalam 
Jembaga. 

3.3 Menaeiola sarana dan Drasarana sebaoai aset Iembaaa. 
4. Kompetensi Sosial 4.1 Bekeljasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan 

lembaga. 
4.2 Mengambil peluang untuk mengelola Iembaga secara 

berkesinambungan. 
4.3 Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu IembaQa. 

4.	 Administrasi PAUD 

a.	 Kualifikasi Akademik 

Memiliki kualifikasi akademik minimum Sekolah Menengah Atas (SMA) 

dan sederajat; 

b.	 Kompetensi 

KOMPETENSI INDIKATOR 
1. Kepribadian 1.1 Berakhlak mulia. 

1.2 Bersikap terbuka. 
1.3 Tekun dan ulet. 
1.4 Jujur dan bertanggung jawab. 

2. Profesional 2.1 Mengaplikasikan teknologi informasi sederhana dalam sistem 
administrasi pendidikan. 

2.2 Mendokurnentasi data kelembagaan dengan menggunakan 
berbagai media. 

2.3 Memberi pelayanan administratif kepada pendidik dan tenaga 
kependidikan. serta orang tua peserta didik. 

2.4 Mengelola sarana dan prasarana sekolah secara optimal. 
2.5 Memperlancar administrasi penerimaan peserta didik dan 

pengelompokan peserta didik. 
2.6 Mengelola keuangan sesuai dengan prinsip pengeIolaan yang 

akuntabel, transparan. dan efisien. 
2.7 Mengelola ketatausahaan unluk mendukung pencapaian 

lujuan. 

3. Sosial 3.1 Menjalin kerjasama dengan seluruh pendidik dan tenaga 
kependidikan untuk meningkatkan kinelja dan pelayanan. 

3.2 Memberi layanan administratif dan informasi kepada orang tua, 
masyarakat, dan pemerintah. 

3.3 Bersikap transparan, terbuka. dan ramah dalam memberikan 
pelayanan. 

3.4 Memiliki kepekaan sosial. 

4. Manajemen 4.1. Merencanakan program ketatausahaan secara mingguan, 
bulanan. dan tahunan. 

4.2. Melaksanakan program kerja secara terencana, rapi, dan 
terarsipkan. 

4.3. Membuat laporan kegiatan administrasi bulanan dan tahunan 
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IV. STANOAR lSI, PROSES, DAN PENILAIAN 

Standar isi, proses, dan penilaian rneliputi struktur program, alokasi waktu, dan 
perencanaan, pelaksanaan, penilaian dilaksanakan secara terintegrasilterpadu 
sesuai dengan tingkat perkembangan, bakatlminat dan kebutuhan anak. Standar ini 
yang rnempertimbangkan potensi dan kondisi setempat, sehingga dimungkinkan 
terjadinya perbedaan kegiatan dan pelaksanaan pendidikan, pengasuhan, dan 
perlindungan di lapangan. Perbedaan dapat terjadi karena adanya: (1) keragaman 
bentuk Iayanan PAUO (TKIRA, TPA, KB dan bentuk lain yang sederajat), yang 
rnenerapkan program paruh waktu dan program penuh waktu; (2) perbedaan 
kelornpok usia yang dilayani (antara anak usia 0 - <2 tahun dengan anak usia 2 - <4 
tahun serta 4 - S6 tahun); dan (3) perbedaan kondisi Iembaga. 

Perencanaan program dilakukan oleh pendidik yang rnencakup tujuan, isi, dan 
rencana pengelolaan program yang disusun dalam Rencana Kegiatan Mingguan 
(RKM) dan Rencana Kegiatan Harian (RKH). Pelaksanaan program berisi proses 
kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan yang dirancang berdasarkan 
pengelornpokan usia anak, dengan rnempertimbangkan karakteristik perkembangan 
anak dan jenis layanan PAUO yang diberikan. Penilaian merupakan rangkaian 
kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengolahan data perkembangan anak 
dengan menggunakan metode dan instrurnen yang sesuai. 

A.	 STANDAR lSI 

1.	 Struktur Program 

Struktur program kegiatan PAUO mencakup bidang pengembangan 
pembentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar rnelalui 
kegiatan bennain dan pembiasaan. Ungkup pengembangan meliputi: (1) nilai­
nilai agama dan moral, (2) fisik, (3) kognitif, (4) bahasa, dan (5) sosial 
emosional. Kegiatan pengembangan suatu aspek dilakukan secara terpadu 
dengan aspek yang lain, menggunakan pendekatan tematik. 

2.	 Bentuk Kegiatan Layanan 

2.1 Kegiatan PAllO untuk kelompok usia 0 - < 2 tahun. 

2.2 Kegiatan PAUO untuk kelompok usia 2 - < 4 tahun. 

2.3Kegiatan PAUO untuk kelornpok usia 4 - s 6 tahun. 

2.4Kegiatan pengasuhan anak usia 0 - s 6 tahun yang dilakukan setelah 
kegiatan 2.1, 2.2, dan 2.3 selesai dilakukan. 

2.5 Kegiatan penitipan anak	 usia 0 - S 6 tahun yang dilakukan dengan 
menggabungkan kegiatan 2.1 atau 2.2 atau 2.3, dengan 2.4. 
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3. Alokasi waktu 

3.1 Kelompok usia 0 - < 2 tahun:
 

3.1.1 Satu kali pertemuan selama 120 menit
 

3.1.2 Satu kali pertemuan per minggu.
 

3.1.3 Tujuh belas minggu per semester.
 

3.1.4 Dua semester per tahun.
 

3.2 Kelompok usia 2 - < 4 tahun:
 

3.2.1 Satu kali pertemuan selama 180 menit.
 

3.2.2 Dua kali pertemuan per minggu.
 

3.2.3 Tujuh belas minggu per semester.
 

3.2.4 Dua semester per tahun.
 

3.3 Kelompok usia 4 - S 6 tahun
 
3.3.1 PAUD Jalur Pendidikan Formal:
 

3.3.1.1	 Satu kali pertemuan selama 150 - 180 menit.
 

3.3.1.2	 Enam alau lima han per minggu, dengan jumlah pertemuan
 
sebanyak 900 menit (30 jam @ 30 menit).
 

3.3.1.3	 TUjuh belas minggu efektif per semester.
 
3.3.1.4	 Dua semester pertahun.
 

3.3.2 PAUD Jalur Pendidikan Nonformal:
 

3.3.2.1	 Satu kali pertemuan selama 180 menit
 
3.3.2.2	 Tiga han per minggu.
 

3.3.2.3	 TUjuh belas minggu efektif per semester.
 

3.3.2.4	 Dua semester pertahun.
 

3.4 Kegiatan pengasuhan anak usia 0 - S 6 tahun
 

Alokasi waktu disesuaikan dengan sisa waktu dan penitipan dikurangi 
dengan kegiatan terstruktur yang sudah dilaksanakan, sesuai dengan 
jenis kegiatan dan kelompok usia. 

4. Rombongan belajar 
4.1 PAUD Jalur Pendidikan Formal, jumlah maksimal peserta didik setiap
 

rombongan be/ajar sebanyak 20 peserta didik dengan 1 orang guru TKIRA
 
atau guru pendamping. Kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun dan
 
kelompok B untuk anak usia 5-6 tahun.
 

4.2PAUD Jalur Pendidikan Nonformal, jumlah peserta didik setiap
 
rombongan bersifat f1eksibel, disesuaikan dengan usia dan jenis layanan
 
program, dan tersedia minimal seorang guru/guru pendamping. 5elain itu
 
harus tersedia pengasuh dengan perbandingan antara pendidik (guru/guru
 
pendampinglpengasuh) dan peserta didik sbb:
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4.2.1 Kelompok usia 0 - <1 lahun 1 : 4 anak;
 
4.2.2Kelompok usia 1 - <2 lahun 1 : 6 anak;
 
4.2.3Kelompok usia 2 - <3 tahun 1 : 8 anak;
 
4.2.4Kelompok usia 3 - <4 tahun 1 : 10 anak;
 

4.2.5Kelompok usia 4 - <5 lahun 1 : 12 anak;
 

4.2.6Kelompok usia 5 - S6 tahun 1 : 15 anak.
 

5.	 Kalender Pendidikan 

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran 
peserta didik selama satu lahun ajaran yang mencakup pennulaan lahun 
ajaran, minggu efektif pembelajaran, waktu pembefajaran efektif, dan hari 
libur. Kalender pendidikan tersebut disesuaikan dengan kondisi daerah 
setempat. 

B.	 STANDAR PROSES 

1. Perencanaan: 

1.2 Pengembangan Rencana Pembelajaran 

1.2.1 Perencanaan penyelenggaraan PAUD meliputi Perencanaan 
Semester, Rencana Kegialan Mingguan (RKM) dan Rencana 
Kegialan Harian (RKH). 

1.2.2 Rencana Kegialan untuk anak usia 0 - 2 tahun bersifat individual. 
Jadwal kegiatan disesuaikan dengan jadwal harian masing-masing 
anak. 

1.3 Prinsip-Prinsip 
1.3.1 Memperhatikan tingkat perkembangan, kebutuhan, minat dan 

karakteristik anak. 
1.3.2Mengintegrasikan	 kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan 

perlindungan. 
1.3.3Pembelajaran dilaksanakan melalui bennain. 
1.3.4Kegiatan pembelajaran dilakukan secara bertahap, 

berkesinambungan, dan bersifat pembiasaan. 
1.3.5Proses pembelajaran bersifat aktif, kreatif, interaktif, efektif, dan 

menyenangkan.
 
1.3.6Proses pembelajaran berpusat pada anak.
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1.4 Pengorganisasian 

1.4.1 Pemilihan metode yang tepat dan bervariasi. 
1.4.2 Pemi/ihan a/at bermain dan sumber be/ajar yang ada di lingkungan. 

1.4.3 Pemilihan teknik dan alat penilaian sesuai dengan kegiatan yang 
dilaksanakan. 

2. Pelaksanaan 

2.1	 Penataan Iingkungan bermain 

2.1.1 Menciptakan suasana bermain yang	 aman, nyaman, bersih, sehat, 
dan menarik. 

2.1.2Penggunaan alat permainan edukatif memenuhi standar keamanan, 
kesehatan, dan sesuai dengan fungsi stimulasi yang telah 
direncanakan. 

2.1.3Memanfaatkan Iingkungan. 

2.2 Pengorganisasian Kegiatan 

2.2.1 Kegiatan dilaksanakan di dalam ruanglkelas dan di luar ruanglkelas. 

2.2.2Kegiatan dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan. 

2.2.3Kegiatan untuk anak usia 0 - <2 tahun, bersifat individual. 

2.2.4Pengelolaan kegiatan pembelajaran pada usia 2 - <4 tahun dalam 
kelompok besar, kelompok keeil dan individu meliputi inti dan penutup. 

2.2.5Pengelolaan kegiatan pembelajaran pada usia 4 - S6 tahun dilakukan 
dalam individu, kelompok kecil, dan kelompok besar me/iputi tiga 
kegiatan pokok, yaitu pembukaan, inti dan penutup. 

2.2.6Melibatkan orang tualkeluarga. 

C. STANDAR PENILAIAN 

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 
rnenentukan tingkat pencapaian perkembangan anak yang mencakup: 

1.	 Teknik Penilaian 

Pengamatan, penugasan, unjuk kerja, pencatatan anekdot, 
percakapanldialog, laporan orang tua, dan dokumentasi hasil karya anak 
(portofolio), serta deskripsi profil anak. 

2.	 Ungkup 

2.1 Mencakup seluruh tingkat pencapaian perkembangan peserta didik. 

2.2 Mencakup data tentang status kesehatan, pengasuhan. dan pendidikan. 
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3.	 Proses 

3.1 Dilakukan secara berkala, intensif, berrnakna, menyeluruh, dan 
berkelanjutan. 

3.2 Pengamatan dilakukan pada saat anak melakukan aktivitas sepanjang 
hari. 

3.38ecara berkala tim pendidik mengkaji-ulang catatan perkembangan anak 
dan berbagai inforrnasi lain terrnasuk kebutuhan khusus anak yang 
dikumpulkan dari hasi! catatan pengamatan, anekdot, check list, dan 
portofolio. 

3.4 Me/akukan komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak, 
terrnasuk kebutuhan khusus anak. 

3.5 Dilakukan secara sistematis, terpercaya, dan konsisten. 

3.6Mernonitor semua aspek tingkat pencapaian perkembangan anak. 

3.7 Mengutamakan proses dampak hasil.
 

3.8Pembelajaran melalui berrnain dengan benda konkret.
 

4.	 Penge/olaan hasil 

4.1 Pendidik membuat kesimpulan dan laporan kemajuan anak berdasarkan 
inforrnasi yang tersedia. 

4.2 Pendidik	 menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan anak 
secara tertulis kepada orang tua secara berkala, minimal sekali dalam 
satu semester. 

4.3Laporan perkembangan	 anak disampaikan kepada orang tua dalam 
bentuk laporan Iisan dan tertulis secara bijak, disertai saran-saran yang 
dapat dilakukan orang tua di rumah. 

5.	 Tindak lanjut 
5.1 Pendidik menggunakan hasil penilaian untuk rneningkatkan kompetensi 

diri. 
5.2 Pendidik	 menggunakan hasil penilaian untuk memperbaiki program, 

metode, jenis aktivitaslkegiatan, penggunaan dan penataan alat 
perrnainan edukatif, alat kebersihan dan kesehatan, serta untuk 
memperbaiki sarana dan prasarana terrnasuk untuk anak dengan 
kebutuhan khusus. 

5.3Mengadakan pertemuan dengan orang tualkeluarga untuk mendiskusikan 
dan melakukan tindak Ianjut untuk kemajuan perkembangan anak. 

5.4 Pendidik	 rnerujuk keterlambatan perkembangan anak kepada ahlinya 
melalui orang tua. 

5.5Merencanakan program pelayanan untuk anak yang memiliki kebutuhan 
khusus. 
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V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA, PENGELOlAAN, DAN PEMBlAYAAN 

Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan merupakan 
salu kesaluan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan PAUD. 
Standar sarana dan prasarana rneliputi jenis, kelengkapan, dan kualitas fasilitas 
yang digunakan da/am rnenyelenggarakan proses penyelenggaraan PAUD. Standar 
pengelolaan rnerupakan kegiatan manajernen satuan Iembaga PAUD yang 
berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan 
PAUD. Standar pembiayaan rneliputi jenis dan sumber pembiayaan yang diperlukan 
dalam penyelenggaraan dan pengembangan Iembaga PAUD. 

A. Standar Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana adalah perlengkapan unluk rnendukung 
penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perfindungan. 
Pengadaan sarana dan prasarana perfu disesuaikan dengan jumlah anak, 
kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD. 

1. Prinsip: 

1.1 Aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak. 

1.2 Sesuai dengan tingkat perfcembangan anak. 

1.3 Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di Iingkungan sekitar, 
termasuk barang Iimbahlbekas layak pakai. 

2. Persyaratan 

2.1 PAUD Jalur Pendidikan Formal 

2.1.1 Luas lahan minimal 300 m2. 

2.1.2 Memiliki ruang anak dengan rasio minimal 3 m2 per peserta didik, 
ruang guru, ruang kepala sekolah, tempat UKS, jamban dengan air 
bersih, dan ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan 
anak. 

2.1.3 Memiliki alat permainan edukatif, baik buatan guru, anak, dan pabrik. 

2.1.4Memiliki fasilitas permainan baik di dalam maupun di luar ruangan 
yang dapat mengembangkan berbagai konsep. 

2.1.5 Memiliki peralatan pendukung keaksaraan. 

2.2 PAUD Jalur Pendidikan Nonformal 

2.2.1 Kebutuhan jumlah niang dan luas lahan disesuaikan dengan jenis 
layanan, jumlah anak, dan kelompok usia yang dilayani, dengan luas 
minimal 3 m2 per perseta didik. 

2.2.2Minimal memiliki ruangan yang dapat digunakan unluk melakukan 
aktivitas anak yang terdiri dan ruang daJam dan ruang luar, dan 
kamar mandifjamban yang dapat digunakan untuk kebersihan din 
dan BAKIBAB (toileting) dengan air bersih yang cukup. 
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2.2.3Memiliki sarana yang disesuaikan dengan jenis Iayanan, jumlah 
anak, dan kelompok usia yang dilayani. 

2.2.4Memiliki fasilitas permainan baik di dalam dan di luar ruangan yang 
dapat rnengembangkan berbagai konsep. 

2.2.5Khusus untuk TPA, harus tersedia fasililas untuk tidur, mandl, 
makan, dan istirahat siang. 

B.	 Slandar Pengelolaan 

Pengelolaan dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak dan 
kebutuhan anak, serta kesinambungan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini. 

1. Prinsip Pengelolaan: 

1.1 Program dikelola secara partisipatoris. 

1.2 PAUD jalur pendidikan formal menerapkan manajemen berbasis sekolah 
yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, 
keterbukaan, dan akunlabilitas. 

1.3PAUD jalur pendidikan	 nonformal menerapkan manajemen berbasis 
masyarakat. 

2. Bentuk Layanan: 

2.1 PAUD jalur pendidikan formal untuk anak usia 4 - s 6 lahun, terdiri atas: 

2.1.1 Taman Kanak-KanaklRaudhatul Athfal 

2.1.2 Bentuk lain yang sederajat. 

2.2 PAUD jalur pendidikan nonformal terdiri alas: 

2.2.1 Taman Penitipan Anak untuk anak usia 0 - S6 tahun 

2.2.2 Kelompok Bermain untuk anak usia 2 - s 6 lahun 

2.2.3 Bentuk lain yang sederajat untuk anak usia 0 - S6 lahun. 

3.	 Perencanaan Pengelolaan: 

3.1 Setiap Lembaga PAUD perlu menetapkan visi, misi dan tujuan Iembaga, 
serta mengembangkannya rnenjadi program kegiatan nyata dalam rangka 
pengelolaan dan peningkalan kualilas lembaga. 

3.2Visi, misi, dan tujuan lembaga dijadikan cita-eita dan upaya bersama agar 
mampu memberikan inspirasi, motivasi dan kekualan pada semua pihak 
yang berkepentingan. 

3.3Visi, mis;, dan tujuan Lembaga dirumuskan oleh pimpinan Iembaga 
bersama masyarakat, pendidik dan tenaga kependidikan. 

3.4 Untuk	 PAUD Formal, selain butir 3.3 visi, misi, dan tujuan juga 
dirumuskan bersama dengan komite sekolah. 

3.5 Program harus memiliki izin sesuai dengan jenis penyelenggara program. 
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4.	 Pelaksanaan Pengelolaan 

4.1	 Pengelolaan Administrasi kegiatan meliputi: 

4.1.1 Data anak dan pertcembangannya;
 

4.1.2Data lembaga;
 

4.1.3Administrasi keuangan dan program.
 

4.2 Pengelolaan sumber belajar/media meliputi pengadaan, pernanfaatan dan 
perawatan: 

4.2.1Alat bermain; 

4.2.2Media pembelajaran; dan
 

4.2.38umber belajar lainnya.
 

5.	 Pengawasan dan Evaluasi 

5.1 Lembaga memiliki mekanisme untuk melakukan pengawasan dan 
evaluasi program minimal satu kali dalam satu semester. 

C.	 STANDAR PEMBIAYAAN 

Pembiayaan meliputi jenis, sumber, dan pemanfaatan, serta pengawasan dan 
pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga 
PAUD yang dikelola secara baik dan transparan. 

1.	 Jenis dan Pemanfaatannya: 

1.1 Biaya investasi, dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana, 
pengembangan 80M, dan modal ke~a tetap. 

1.2Biaya operasional, digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga 
kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan 
pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung. 

1.3Biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oIeh peserta 
didik dalam mengikuti proses pembelajaan. 

2.	 8umber Pembiayaan 

Biaya investasi, operasional, dan personal dapat diperoleh dari pemerintah, 
pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat danlatau pihak lain yang 
tidak mengikat. 
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3. pengawasan dan Pertanggungjawaban 

Lembaga memiliki mekanisme untuk melakukan pengawasan dan 
pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

MENTER! PENDIDIKAN NASIONAl, 

TID. 

BAMBANG SUDIBYO 

Salinan sesuai dengan aslinya. 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
Departemen Pendidikan Nasional, 

TID. 

Dr. A. Pangerang Moenta.S.H.,M.H.,DFM
 
NIP 196108281987031003
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SALINAN 
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 

NOMOR 16 TAHUN 2007 TANGGAL 4 MEl 2007 

STANDAR KUALlFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU 

A. KUALlFIKASI AKADEMIK GURU 

1. Kuallflkasl Akademlk Guru Melalui Pendidikan Fonnal 
Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal 
mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Oinil 
Taman Kanak-kanaklRaudatul Atfal (PAUOfTKlRA), guru sekolah 
dasar/madrasah ibtidaiyah (501M1), guru sekolah menengah 
pertamalmadrasah Tsanawiyah (5MPIMTs), guru sekolah menengah 
ataslmadrasah aliyah (5MAIMA), guru sekolah dasar luar 
biasalsekolah menengah luar biasalsekolah menengah atas luar biasa 
(50LBISMPLB/5MALB), dan guru sekolah menengah 
kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (5MKlMAK*), sebagai berikut. 

a. Kualifikasi Akademik Guru PAUDfTKlRA 
Guru pada PAUOfTKIRA harus memiliki kualifikasi akademik 
pendidikan minimum diploma empat (o-IV) atau sa~ana (51) dalam 
bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari 
program studi yang terakreditasi. 

b. Kuallfikasi Akademik Guru SDIMI 
Guru pada 501M1, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki 
kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (o-IV) 
atau sa~ana (51) dalam bidang pendidikan 501M1 (O-IV/51 
PG50IPGMI) at'lL! psikoioCl' yang diperoleh dari program studi 
'yang terakreditasi. 

c. Kuallfikasi Akademlk Guru SMPlMTs 
Guru pada 5MPIMTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus 
memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat 
(O-IV) atau sa~ana (51) program studi yang sesuai dengan mata 
pelajaran yang diajarkanldiampu, dan diperoleh dari program studi 
yang terakreditasi. 

d. Kuallflkasi Akademlk Guru SMAIMA 
Guru pada 5MAIMA, atau bentuk lain yang sederajat, harus 
memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat 
(o-IV) atau sa~ana (51) program studi yang sesuai dengan mata 
pelajaran yang diajarkanldiampu, dan diperoleh dari program studi 
yang terakreditasi. 
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e.	 Kualifikasi Akademlk Guru SDLBlSMPLBlSMALB 
Guru pada SDL8ISMPLBlSMALB, atau bentuk lain yang sederajat, 
harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 
empat (DoN) atau sarjana (51) program pendidikan khusus atau 
sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, 
dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. 

f.	 Kualifikasi Akademik Guru SMKlMAK* 
Guru pada 5MKlMAK* atau bentuk lain yang sederajat, harus 
memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat 
(DoN) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata 
pelajaran yang diajarkanldiampu, dan diperoleh dari program studi 
yang terakreditasi. 

2.	 Kuallflkasl Akademlk Guru Melalul UJI Kelayakan dan Kesetaraan 
Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat 
sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan 
tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh rnelalui 
uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi 
seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh 
perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. 

Keterangan:
 
Tanda * pada halaman in; dan halaman-halaman berikutmya, hanya untuk guru
 
kelompok mala pelajaran normatif dan adaptif.
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B.	 STANDAR KOMPETENSI GURU 

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat 
kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 
profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinelja guru. 

Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang 
dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUDITKlRA, guru kelas SDIMI, 
dan guru mata pelajaran pada SOIMI, SMPIMTs, SMAIMA, dan SMKIMAK* 
sebagaiberikut. 

Tabel1
 
Standar Kompetensi GUN PAUDITKIRA
 

No. KOMPE I ENSIINT1 GURU KOMPETENSI GURU Tl<lPAUD 

Kompetensi Pedagodik 

1. Menguasai karakteristik peserta 1.1 Memahami karakteristik peserta didik 
didik dari aspek fisik, moral, sosial, usia TKiPAUD yang berkaitan dengan 
kultural. emosional, dan intelektual. aspek fisiko intelektual, sosial-emosional, 

moral. dan latar belaJcang sosial-budaya. 
1.2	 Mengidentifikasi patensi peserta didik 

usia TKiPAUD dalam berbagai bidang 
pengembangan. 

1.3	 Mengidentifikasi kemampuan awal 
peserta didik usia TKIPAUD dalam 
berbagai bidang pengembangan. 

1.4	 Mengidentifikasi kesulitan peserta didik 
usia TKiPAUD dalam berbagai bidang 
Pengembangan. 

Menguasai teori belajar dan prinsip­ 2.1 Memahami berbagai teori belajar dan 
prinsip pembelajaran yang mendidik. 

2. 
prinsip-prinsip bennein sambil belajar 
yang mendidik yang terkait dengan 
berbagai bidang pengembangan di 
TKiPAUD. 

2.2	 Menerapkan berbagai pendekatan. 
strategi, metode, dan teknik bennein 
sambil belajar yang bersifat holistik, 
otentik, dan bemakna, yang terkait 
dengan berbagai bidang pengembangan 
diTKlPAUD. 

3.1 Memahami prinsip-prinsip 
terkait dengan bidang 
Mengembangkan kurikulum yang 3. 

pengembangan kurikulum. 
pengembangan yang diampu. 3.2	 Menentukan tujuan kegiatan 

oenaembanaan vana mendidik. 
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No. KOMPETENSIINTI GURU KQMPETENSI GURU Tl<IPAUD 

3.3 Menentukan kegialan bermain sambil 
belajar yang sesuai untuk mencapai 
tujuan pengembangan. 

3.4 Memilih materi kegiatan pengembangan 
yang mendidik yaitu kegialan bermain 
sambil belajar sesuai dengan tujuan 
pengembangan 

3.5 Menyusun perencanaan semester, 
mingguan dan harian dalam berbagai 
kegiatan pengembangan di TKIPAUD. 

3.6 Mengembangkan indikator dan instrumen 
penilaian. 

4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan 
kegiatan pengembangan yang mendidik 
dan menyenangkan. 

4.2 Mengembangkan komponen-komponen 
rancangan kegialan pengembangan yang 
mendidik dan menyenangkan. 

4.3 Menyusun rancangan kegialan 
pengembangan yang mendidik yang 
Iengkap, baik untuk kegiatan di dalam 
kelas, maupun di luar kelas. 

4.4 Menerapkan kegialan bermain yang 
bersifat holistik, otentik, dan bermakna. 

4.5 Menciptakan suasana bermain yang 
menyenangkan, inklusif, dan demokratis 

4.6 Memanfaatkan media dan sumber belajar 
yang sesuai dengan pendekalan bermain 
sambil belajar. 

4.7 Menerapkan lahapan bermain anak 
dalam kegiatan pengembangan di 
TKIPAUD. 

4.8 Mengambil keputusan transaksional 
dalam kegiatan pengembangan di 
TKIPAUD sesuai dengan situasi yang 
berkembang. 

5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk meningkatkan kualitas 
kegiatan pengembangan yang mendidik. 

6.1 Menyediakan berbagai kegialan bermain 
sambil belajar untuk mendorong peserta 
didik mengembangkan potensinya secara 
optimal termasuk kreativitasnya. 

4. Menyelenggarakan kegialan 
pengembangan yang mendidik 

5. Memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk kepentingan 
penyelenggaraan kegialan 
pengembangan yang mendidik. 

6. Memfasilitasi pengembangan 
patensi peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai 
patensi yang dimifiki. 
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No. KOMPETENSIINTl GURU KOMPETENSI GURU Tl<IPAUD 

7. Berkomunikasi secara efektif. 
empatik, dan santun dengan peserta 
didik. 

7.1 Memahami berbagai strategi 
berkomunikasi yang efektif, empatik dan 
santun, baik secara lisan maupun 
tulisan. 

7.2 Berkomunikasi secara efektif. empatik, 
dan santun dengan peserta didik dengan 
bahasa yang khas dalam interaksi 
pembelajaran yang terbangun secara 
sikJikal dari (a) penyiapan kondisi 
psikologis peserta didik, (b) memberikan 
pertanyaan atau tugas sebagai undangan 
kepada peserta didik untuk merespons, 
(e) respons peserta didik. (d) reaksi guru 
terhadap respons peserta didik, dan 
seterusnya. 

8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan 
evaluasi proses dan hasil belajar sesuai 
dengan karakteristik lima mata pelajaran 
8DIM!. 

8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan 
hasil belajar yang penting untuk dinilai 
dan dievaluasi sesuai dengan 
karakteristik lima mata pelajaran 8DIM!. 

8.3 Menentukan prosedur penilaian dan 
evaluasi proses dan hasil belajar. 

8.4 Mengembangkan instrumen penilaian 
dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

8.5 Mengadministrasikan penilaian proses 
dan hasil belajar secara 
berkesinambungan dengan mengunakan 
berbagai instrumen. 

8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan 
hasil belajar untuk berbagai tujuan. 

8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil 
belajar. 

9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian 
dan evaluasi untuk menentukan 
ketuntasan be/ajar. 

9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian 
dan evaluasi untuk merancang program 
remedial dan pengayaan. 

9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan 
evaluasi kepada pemangku kepentingan. 

9.4 Memanfaatkan infonnasi hasil penilaian 
dan evaluasi pembelajaran untuk 
meninakatkan kualitas oembelajaran. 

8. Menyelenggarakan penilaian dan 
evaluasi proses dan hasil belajar 

9. Memanfaatkan hasil penilaian dan 
evaluasi untuk kepentingan 
PeIT1belaiaran. 
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No. KOMPETENSIINTI GURU KOMPETENSI GURU TKJPAUD 

10. Melakukan tindakan refleklif untuk 
peningkatan kualitas pembelajaran. 

10.1 

10.2 

Melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
Memanfaatkan hasil refleksi untuk 

10.3 

perbaikan dan pengembangan lima mata 
pelajaran 80/MI. 
Melakukan penelitian tindakan kelas 
unluk meningkalkan kualitas 
pembelajaran lima mala pelajaran 801M1. 

Kompetensi Kepribadian 

11. Bertindak sesuai dengan norma 
agama, hukum, sosial. dan 
kebudayaan nasiona' Indonesia. 

11.1 

11.2 

Menghargai peserta didik tanps 
membedakan keyakinan yang dianut. 
suku. adat-istiadat, daerah assl, dan 
gender. 
Bersikap sesuai dengan norma agama 
yang dianut. hukum dan norma sosial 
yang berlaku dalam masyarakat. serta 
kebudayaan nasional Indonesia yang 
beragam. 

12. Menampilkan diri sebagai pribadi 
yang jujur. berakhlak mulia. dan 
teladan bagi peserta didik dan 
masyarakal. 

12.1 
12.2 

12.3 

Berperilaku jujur, legas. dan manusiawi. 
Berperilaku yang mencerrninkan 
ketakwaan. dan akhlak mulia. 
Berperilaku yang dapat dileladani oIeh 
peserta didik dan anggota masyarakal di 
sekitamya. 

13. Menampilkan diri sebagai pribadi 
yang mantap, stabil. dewasa, arit. 
dan berwibawa. 

13.1 

13.2 

Menampilkan diri sebagai pribadi yang 
mantap dan stabil. 
Menampilkan diri sebagai pribadi yang 
dewasa. arit. dan berwibawa. 

14. Menunjukkan e10s kerja, 
tanggungjawab yang tinggi, rasa 
bangga menjadi guru, dan rasa 
percaya diri. 

14.1 

14.2 

14.3 

Menunjukkan etos kerja dan tanggung 
jawab yang tinggi. 
Bangga menjadi guru dan percaya pada 
diri sendiri. 
Bekerja mandiri secara profesional. 

15. Menjunjung tinggi kode etik profesi 
guru. 

15.1 
15.2 
15.3 

Memahami kode elik profesi guru. 
Menerapkan kode elik profesi guru. 
Berperilaku sesuai dengan kode etik 
guru. 
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No. KOMPETENSIINTI GURU KOMPETENSI GURU TKlPAUD 

Kompetensi Sosial 
16. Bersikap inklusif, bertindak objektlf, 16.1 Bersikap inklusif dan objektlf terhadap 

serta tidak disknminatif karana peserta didik, teman sejawat dan 
pertimbangan jenis kelamin, agama, lingkungan sekitar dalam melaksanakan 
ras, kondisi fisik, latar belakang pembelajaran. 
keluarga, dan status sosial ekonomi. 16.2 Tidak bersikap disknminatif terhadap 

peserta didik, teman sejawat, orang tua 
peserta didik dan lingkungan sekolah 
karana perbedaan agama, suku, jenis 
kelamin, lalar belakang keluarga, dan 
status sosial-ekonomi. 

17. Berkomunikasi secara efektif, 17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat 
empalik, dan santun dengan dan komunitas ilmiah Iainnya secara 
sesarna pendidik, tenaga santun, empatik dan efeklif. 
kependidikan, orang tua, dan 17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta 
masyarakat. didik dan masyarakat secara santun, 

empalik, dan efektlf tentang program 
pembelajaran dan kemajuan peserta 
didik. 

17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik 
dan masyarakat dalam program 
pembelajaran dan dalam mengalasi 
kesulitan belajar peserta didik. 

18. Beradaptasi di tempat bertugas di 18.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat 
seluruh wilayah Republik Indonesia bekerja dalam rangka meningkatkan 
yang memiliki keragaman sosial efektivitas sebagai pendidik, termasuk 
budaya. memahami bahasa daerah setempat. 

18.2 Melaksanakan berbagai program dalam 
lingkungan kerja untuk mengembangkan 
dan meningkatkan kualitas pendidikan di 
daerah yang bersangkutan. 

19. Berkomunikasi dengan komunitas 19.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat, 
profesi sendin dan profesi lain profesi ilmiah, dan komunitas i1miah 
secara lisan dan tulisan alau bentuk Iainnya melalui berbagai media dalam 
lain. rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan. 
19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi 

pembelajaran kepada komunitas profesi 
sendin secara lisan dan tulisan alau 
bentuk lain. 
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KOMPETENSIINT1 GURUNo. KOMPETENSI GURU Tl<1PAUD 

Kompetensi Profesional 

20. Menguasai maten, struktur, konsep, 20.1 Menguasai konsep dasar matematika, 
dan poIa pikir keilmuan yang sains, bahasa, pengetahuan sosial, 
mendukung mata pelajaran yang agama, sen;, pendidikan jasmani, 
diampu. kesehatan dan gizi sebagai sarana 

pengembangan untuk setiap bidang 
pengembangan anak TKiPAUD. 

20.2	 Menguasai penggunaan berbagai alat 
permainan untuk mengembangkan aspek 
fisik, kognltif, sosial-emoslonal, nilai 
moral, sosial budaya, dan bahasa aoak 
TKiPAUD. 

20.3	 Menguassi berbagai permainan anak. 

21. Menguasai standar kompetensi dan 21.1 Memahami kemampuan aoak TKiPAUD 
kompetensi dasar mata dalam setiap bidang pengembangan. 
pelajaranlbidang pengembangan 21.2 Memahami kemajuan anak dalsm setiap 
yang diampu. bidang pengembangan di TKIPAUD. 

21.3	 Memahami tujuan setiap kegiatan 
pengembangan. 

22. Mengembangkan maten 22.1 Memilih maten bidang pengembangan 
pembelajaran yang diampu secara yang sesuai dengan lingkat 
kreatif. perltembangan peserta didik. 

22.2	 Mengolah maten bidang pengembangan 
secara krealif sesuai dengan tingkat 

. perltembangan peserta didik. 

23.1 Melakukan refteksi terhadap kinerja 
secara berltelanjutan dengan 

23. Mengembangkan keprofesionalan 
sendin secara terus menerus. 

melakukan lindakan refleklif. 23.2	 Memanfaatkan hasil refleksi dalam 
rangka peningkatan keprofesionalan. 

23.3	 Melakukan penelitian lindakan keras 
untuk peningkatan keprofesionalan. 

23.4	 Mengikuti kemajuan zaman dengan 
belajar dan berbagai sumber. 

24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan 
dan komunikasi untuk 

24. Memanfaatkan teknologi informasi 
komunikasi dalam berltomunikasi. 

berltomunikasi dan 24.2 Memanfaatkan teknologi inforrnasi dan 
mengembangkan din. komunikasi untuk pengembangan din. 
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Tabel2 
Standar Kompetensl Guru Kalas SOIMI 

KOMPE I EHSIINTI GURUNo. KOMPETENSI GURU KELAS SDIMl 

Kompetensi Pedagodik 

1. Menguasai karakteristik peserta 1.1 Memahami karakteristik peserta didik usia 
didik dart aspek fisik, moral, sekolah dasar yang berkailan dengan aspek 
sosial, kultural, ernosional, dan fisik, inteleklual, sosial-emosional, moral, 
intelektual. spiritual, dan /alar belakang sosial-budaya. 

1.2	 Mengidentifikasi potensi peserta didik usia 
sekotah dasar dalam lima mala pelajaran 
SOIM\. 

1.3	 Mengidentifikasi kemampuan awaf peserta 
didik usia sekolah dasar dalam lima mala 
pelajaran SOIMI. 

1.4	 Mengidentifikasi kesulilan peserta belajar 
usia sekolah dasar dalam lima mala 
pelajaran SOIMI. 

2. Menguasai teori belajar dan 2.1 Memahami berbagai teori belajar dan 
prinsip-prinsip pembelajaran yang prinsip-prinsip pembelajaran yang rnendidik 
mendidik. terkail dengan lima mala pelajaran SOIMI. 

2.2	 Menerapkan berbagai pendekalan, strategi, 
metoda, dan teknik pembelajaran yang 
mendidik secara kreatif dalam lima mala 
pelajaran SOIMI. 

2.3	 Menerapkan pendekatan pembelajaran 
tematis, Ichususnya di kelas-keJas awal 
SO/MI. 

3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan 
terkail dengan mala 
Mengembangkan kurikulum yang 3. 

kurikulum.
 
pelajaranlbidang pengembangan
 3.2 Menentukan tujuan lima mala pelajaran 
yang diampu. SOIMI. 

3.3	 Menentukan pengalaman belajar yang 
sesuai untuk mencapai tujuan lima mala 
pelajaran SOIMI 

3.4	 Meminh matertlima mata pelajaran SOIMI 
yang terkail dengan pengalaman belajar 
dan tujuan pembelajaran. 

3.5	 Menala materi pembelajaran secara benar 
sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan 
karakteristik peserta didik usia SOIMI. 

3.6	 Mengembangkan indikator dan instrumen 
penilaian. 

4.1	 Memahami prinsip-prinsip perancangan 4. Menyelenggarakan pembelajaran 
pembelaiaran yana mendidik. I vanll mendidik. 
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No. KOMPE I EHSlINTI GURU KOMPETENSl GURU KELAS SDIMI 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

5.1 

6.1 

6.2 

7.1 

7.2 

8.1 

Mengembangkan komponen-komponen 
rancangan pembelajaran. 
Menyusun rancangan pembetajaran yang 
lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, 
laboratorium, maupun Iapangan. 
Melaksanakan pembelajaran yang mendidik 
di kelas, di laboratorium, dan di lapangan. 
Menggunakan media pembelajaran sesuai 
dengan karakteristik peserta didik dan lima 
mala pelajaran 801M1 untuk mencapai 
tujuan pembelajaran secara utuh. 

Mengambil keputusan transaksional dalam 
lima mala pelajaran 801M1 sesuai dengan 
situasi yang berkembang. 

Memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi da/am pembetajaran. 

Menyediakan berbagai kegiatan 
pembelajaran untuk mendorong peserta 
didik mencapai prestasi belajar secara 
optimal. 
Menyediakan berbagai kegiatan 
pembelajaran unluk mengaktualisasikan 
potensi peserta didik, termasuk 
kreativitasnya. 

Memahami berbagai strategi berkomunikasi 
yang efektif, empatik dan santun, baik 
secara lisan maupun tulisan. 
BerI<omunikasi secara efektif, empatik, dan 
santun dengan peserta didik dengan 
bahasa yang khas dalam interaltsi 
pembelajaran yang terbangun secara 
siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis 
peserta didik; (b) memberikan pelfanyaan 
atau tugas sebagai undangan kepada 
peserta didik unluk merespons, (c) respons 
peserta didik, (d) reaksi guru terhadap 
resoons oeserta didik dan seterusnva. 
Memahami prinsip-prinsip penilaian dan 
evaluasi proses dan hasil belajar sesuai 
dengan karakteristik lima mala pelajaran 
801M!. 

5. Memanfaatkan teknologi infonnasi 
dan komunikasi untuk 
kepentingan pembelajaran. 

6. Memfasilitasi pengembangan 
potensi peserta didik untuk 
mengaktua/isasikan berbagai 
potensi yang dimiliki. 

7. Berkomunikasi secara efektif, 
empatik, dan santun dengan 
peserta didik. 

8. Menyelenggarakan penilaian dan 
evaluasi proses dan hasil belajar. 
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No. KOMPE I ENSIINTI GURU KOMPETENSI GURU KELAS SDIIII 

8.2	 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil 
belajar yang penting untuk dinilai dan 
dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima 
mata pelajaran 801M1. 

8.3	 Menentukan prosedur penilaian dan 
evaluasi proses dan hasil belajar. 

8.4	 Mengembangkan instrornen penilaian dan 
evaluasi proses dan hasil belajar. 

8.5	 Mengadministrasikan penilaian proses dan 
hasil belajar secara berkesinambungan 
dengan mengunakan berbagai instrumen. 

8.6	 Menganalisis hasil penilaian proses dan 
hasil belajar untuk berbagai tujuan. 

8.7	 Melakukan eva/uasi proses dan hasil 
belajar. 

Memanfaatkan hasil penilaian dan 9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan 
evaluasi untuk kepentingan 

9. 
evaluasi untuk menentukan ketuntasan 

pembelajaran. belajar. 
9.2	 Menggunakan informasi hasil penilaian dan 

evaluasi untuk merancang program 
remedial dan pengayaan. 

9.3	 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan 
evaluasi kepada pernangku kepentingan. 

9.4	 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan 
evaluasi pembelajaran untuk rneningkatkan 
kualitas pembelajaran. 

10. Melakukan tindakan reftektif untuk 10.1 Melakukan refteksi terhadap pembelajaran 
peningkatan kualitas yang telah dilaksanakan.
 
pembelajaran.
 10.2	 Memanfaatkan hasil refteksi untuk 

perbaikan dan pengembangan lima mata 
pelajaran 801M1. 

10.3	 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk 
meningkalkan kualitas pembelajaran lima 
mata pelajaran 801M1. 

Kompetensi Kepribadian 

11.1 Menghargai peserta didik tanps 
agama, hukum, sasial, dan 

II. Bertindak sesuai dengan norma 
membedakan keyakinan yang dianut, suku, 

kebudayaan nasionallndonesia. adat-istiadat, daerah asal, dan gender. 
11.2	 Bersikap sesuai dengan norma agarna yang 

dianut, hukum dan norma sosial yang 
berlaku dalam masyarakal, serta 
kebudayaan nasionallndonesia yang 
beragam. 
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No. KOMI E I ENSlINTI GURU KOMPETENSl GURU KELAS SDIM 

12. Menampilkan diri sebagai pribadi 12.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. 
yang jujur, berakhlak mulia, dan 12.2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan 
teladan bagi peserta didik dan dan akhlak mulia.
 
masyarakat.
 12.3	 Berperilaku yang dapat diteladani oleh 

peserta didik dan anggota rnasyarakat di 
sekitamya. 

13. Menampillcan diri sebagai pribadi 13.3 Menampilkan diri sebagai pribadi yang 
yang mantap, stabil, dewasa, arit, mantap dan stabil.
 
dan berwibawa.
 13.2	 Menampilkan diri sebagai pribadi yang 

dewasa, arit, dan berwibawa. 

14. Menunjukkan etas kerja, tanggung 14.1 Menunjukkan etas kerja dan tanggung 
jawab yang linggi, rasa bangga jawab yang linggi.
 
menjadi guru, dan rasa percaya
 14.2 Bangga menjadi guru dan percaya pada diri 
diri. sendiri. 

14.3	 Bekerja mandiri secara profesional. 

15. Menjunjung linggi kode etik 15.1 Memahami kode etik profesi guru. 
profesi guru. 15.2	 Menerapkan kode elik profesi guru. 

15.3	 Berperilaku sesuai dengan kode etik guru. 

Kompetensi Sosial 

16.1 Bersikap inklusif dan objektif temadap 
objektif, serta tidak diskriminatif 

16. Bersikap inklusif, bertindak 
peserta didik, teman sejawat dan 

kerena pertimbangan jenis lingkungan sekitar dalam melaksanakan 
kelamin, agama, ras, kondisi fisik, pembelajaran.
 
latar belakang keluarga, dan
 16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap 
status sosial ekonomi. peserla didik, teman sejawat, orang tua 

peserla didik dan Iingkungan selcolah 
karena perbedaan agama, suku, jenis 
kelamin, latar belakang keluarga, dan status 
sosial-ekonomi. 

17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan 
empatik, dan santun dengan 

17. Berkomunikasi secara efektif, 
komunitas i1miah lainnya secara santun, 

sesama pendidik, tenaga empatik dan efektif.
 
kependidikan, orang tua, dan
 17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta 
masyarakat. didik dan masyarakat secara santun, 

empatik, dan efektif tentang program 
pembetajaran dan kemajuan peserla didik. 

17.3	 Mengikutsertakan orang tua peserta didik 
dan masyarakat dalam program 
pembelajaran dan dalam rnengatasi 
kesulitan belajar peserta didik. 
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No. KOMPETENSlIN11 GURU KOMPETENSI GURU KELAS SDIMI 

18. Beradaptasi di tempat bertugas di 
seluruh wilayah Republik 
Indonesia yang memiliki 
keragaman sosial budaya. 

18.1 

18.2 

Beradaptasi dengan lingkungan tempa! 
bekerja dalam rangka meningkatkan 
efektivilas sebagai pendidik, termasuk 
memahami bahasa daerah setempa!. 
Melaksanakan berbagai program dalam 
lingkungan kerja untuk mengembangkan 
dan meningkatkan kualilas pendidikan di 
daerah yang bersangkulan. 

19. Ber1comunikasi dengan komunilas 
profesi sandiri dan profesi lain 
secara lisan dan tUlisan atau 
bentuk lain. 

19.1 

19.2 

Ber1comunikasi dengan teman sejawat, 
profesi Umiah, dan komunilas ilmiah lainnya 
melalui berbagai media dalam rangka 
meningkatkan kualilas pendidikan. 
Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi 
pembelajaran kepada komunilas profesi 
sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk 
lain. 

Kompetensi Profesional 

20. Menguasai materi, struktur, 
konsep, dan pola pikir keilmuan 
yang mendukung mala pelajaran 
yang diampu. 

20.1 

20.2 

Bahasa Indonesia 
Memahami hakikat bahasa dan 
pemerolehan bahasa. 
Memahami Icedudukan, fungsi, dan ragam 
bahasa Indonesia. 

20.3 Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa 
Indonesia sebagai rujukan penggunaan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

20.4 

20.5 

20.6 

Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia 
(menyimak, berbicara, membaca, dan 
menulis) 
Memahami teori dan genre sastra 
Indonesia. 
Mampu mengapresiasi karya sastra 
Indonesia, secara reseptif dan produktif. 

Matematika 
20.7 Menguasai pengetahuan konseptual dan 

prosedural serta keter1cailan keduanya 
dalam konteks materi aritmatika, aljabar, 
geometri, trigonometri, pengukuran, 
statislika, dan Iogika matematika. 

20.8 Mampu menggunakan rnatematisasi 
horizontal dan vertikal untuk 
menyelesaikan masalah rnatematika dan 
masalah dalam dunia nyata. 
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20.9 

20.10 

20.11 

20.12 

20.13 

20.14 

20.15 

20.16 

20.17 

20.18 

20.19 

20.20 

Mampu menggunakan pengetahuan 
konseptual, prosedural, dan keterkaitan 
keduanya dalam pemecahan masalah 
matematika, selta. penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Mampu menggunakan alat peraga, alat 
ukur, alat hitung, dan piranti lunak 
kompurer. 

IPA 
Mampu melakukan observasi gejala alam 
baik secara Iangsung maupun tidak 
langsung. 
Mernanfaatkan konsep-konsep dan hukum­
hUkum ilmu pengelahuan alam dalam 
berbagai situasi kehidupan sehari-hari. 
Memahami struktur ilmu pengetahuan alam, 
terrnasuk hubungan fungsional 
anlarkonsep, yang berhubungan dengan 
mala pelajaran IPA. 

IPS 
Menguasai materi keilmuan yang meliputi 
dimensi pengetahuan, nilai, dan 
keterampilan IPS. 
Mengembangkan materi, struktur, dan 
konsep keilmuan IPS. 
Memahami cifa.dta, nilai, konsep, dan 
prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam 
konteks kebhinnekaan masyarakat 
Indonesia dan dinamika kehidupan global. 
Memahami fenomena interaksi 
perkembangan ilmu pengelahuan, 
teknologi, seni, kehidupan agama, dan 
perkembangan masyarakat serta saling 
ketergantungan global. 

PKn 
Menguasai materi keilmuan yang meliputi 
dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan 
perilaku yang rnendukung kegiatan 
pembelajaran PKn. 

Menguasai konsep dan prinsip kepribadian 
nasiana' dan dernokrasi konstitusional 
Indonesia, semangat kebangsaan dan dnta 
tanah air selta bela negara. 
Menguasai konsep dan prinsip 
perlindungan, pemajuan HAM, serta 

kan hukum secara adil dan benar. 

14
 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41507.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



No. KOMPE IENS! INTI GURU KOMPETENSJ GURU KELAS SDIMI 

20.21 

21.1 

21.2 

21.3 

22.1 

22.2 

23.1 

23.2 

23.3 

23.4 

24.1 

'24.2 

Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan 
nonna kewarganegaraan Indonesia yang 
demokralis dalam konteks kewargaan 
negara dan dunia. 

Memahami standar kompetensi lima mala 
pelajaran 801M1. 
Memahami kompetensi dasar lima mats 
pelajaran 801M1. 
Memahami tujuan pembelajaran lima mala 
pelajaran 801M1. 

Memilih maten lima mala peJajaran 801M1 
yang sesuai dengan lingkat perkembangan 
peserta didik. 
Mengolah maten lima mala pelajaran 801M1 
secara integralif dan kreatif sesuai dengan 
tingkat perkembangan peserta didik. 

Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri 
secara\ terus menerus. 
Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka 
peningkatan keprofesionalan. 
Melakukan penelilian lindakan kelas untuk 
peningkalan keprofesionalan. 
Mengikuli kemajuan zaman dengan belajar 
dari berbagai sumber. 

Memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam berkomunikasi. 
Memanfaalkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk pengembangan din. 

21. Menguasai standar kompetensi 
dan kornpetensi dasar mala 
peJajaranlbidang pengembangan 
yang diampu. 

22. Mengembangkan maten 
pembelajaran yang diampu 
secara kreatif. 

23. Mengembangkan keprofesionalan 
secara berkeJanjufan dengan 
melakukan tindakan reflektif. 

24. Memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk 
berkomunikasi dan 
mengembangkan din. 
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Tabel3 
Standar Kompetensi Guru Mala Petajaran dl SOIMI, SMPlMTs, 

SMA/MA, dan SMKlMAK* 

KaMPE I ENS/INTI GURUNo. KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN 

KompetensiPedagodik 
1. Menguasai karakteristik 1.1 Memahami karakteristik peserta didik 

peserta didik dan aspek fisik, yang ber1laitan dengan aspek fisik, 
moral, spiritual, sosial, kullural, intelektual, sosial-emosional, moral, 
emosiona/, dan inteleJduai. spiritual, dan latar beIakang sosia~ 

budaya. 
1.2	 Mengidentilikasi patensi peserta didik 

dalam mats pelajaran yang diampu. 
1.3	 Mengidentilikasi be~jar awal peserla 

didik delam mats pelajaran yang diampu. 
1.4	 Mengidentilikasi kesulitan belajar peserta 

didik delam mats pelajaran yang diampu. 

2. Menguasai teon belajar dan 2.1 Memahami berbagai teon belajar dan 
pnnsip-pnnsip pembelajaran pnnsip-pnnsip pembelajaran yang 
yang mendidik. mendidik ter1lait dengan mats pelajaran 

yang diampu. 

2.2	 Menerapkan berbagai pendekatan, 
strategi, metode, dan teknik pembelajaran 
yang mendidik secara kreatif dalam mats 
pelajaran yang diampu. 

3.1 Memahami prinsip-prinsip 
yang terl<ail dengan mats 

3. Mengembangkan kurikulum 
pengembangan kurikulum. 

pelajaran yang diampu. 3.2	 Menentukan tujuan pembelajaran yang 
diampu. 

3.3	 Menenlukan pengalaman belajar yang 
sesuai untuk mencapai lujuan 
pembelajaran yang diampu. 

3.4	 Memilih maleri pembelajaran yang 
diampu yang ter1lait dengan pengalaman 
belajar dan tujuan pembelajaran. 

3.5	 Menata maleri pembelajaran secara 
benar sesuai dengan pendekatan yang 
dipilih dan karakteristik peserta didik. 

3.6	 Mengembangkan indikator dan instrumen 
penilaian. 

4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan 
pembelajaran yang mendidik. 

4. Menyelenggarakan 
pembelajaran yang mendidik. 

4.2	 Mengembangkan komponen-komponen 
rancangan pembelajaran. 
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No. KOMPETENSIINTI GURU KOMPETENSI GURU MATA PElAJARAN 
4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk kegiatan di dalam 
kelas laboratorium, maupUn Iapangan. 

4.4 Metaksanakan pembelajaran yang 
mendidik di kelas, di Iaboratorium, dan di 
Iapangan dengan mempertlatikan standar 
keamanan yang dipersyaratkan. 

4.5 Menggunalcan media pernbelajaran dan 
sumber belajar yang relevan dengan 
karakteristik peserta didik dan mala 
pelajaran yang diampU untuk mencapai 
tujuan pembelajaran secara utuh. 

4.6 Mengambil keputusan transaksional 
dalam pembelajaran yang diampu sesuai 
dengan situasi yang bertcembang. 

5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam pembelajaran yang 
diampU. 

6.1 Menyediakan berbagai kegiatan 
pembelajaran untuk mendorong peserta 
didik mencapai prestasi secara optimal. 

6.2 Menyediakan berbagai kegiatan 
pembelajaran untuk mengaktualisasikan 
potensi peserta didik, termasuk 
kreativitasnya. 

7.1 Memahami berbagai strategi 
bertcomunikasi yang efektif, empatik, dan 
santun, secara lisan, tulisan, danlatau 
bentuk lain. 

7.2 Bertcomunikasi secara efektif, empatik, 
dan santun dengan peserta didik dengan 
bahasa yang khas dalam interaksi 
kegiatanlpermainan yang mendidik yang 
terbangun secara sikJikaJ dan (a) 
penyiapan kondisi psikologis peserta didik 
untuk ambi' bagian daIam permainan 
melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan 
kepada peserta didik untuk ambil bagian, 
(c) respons peserta didik terhadap ajakan 
guru, dan (d) reaksi guru terhadap 
respons peserta didik, dan seterusnya. 

5. Memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi 
untuk kepentingan 
pembelajaran. 

6. Memfasilitasi pengembangan 
potensi peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai 
potensi yang dimiliki. 

7. Bertcomunikasi secara efektif, 
empatik, dan santun dengan 
peserta didik. 
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No. KOMPETENSIINTI GURU KOMPETENSI GURU MATA PElAJARAN 
8. Menyelenggarakan penilaian 

dan evaluasi proses dan hasi' 
belajar. 

8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan 
eva/uas; proses dan hasil belajar sesuai 
dengan karakteristik mata pelajaran yang 
diampu. 

8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan 
hasil belajar yang panting untuk dinilai 
dan dievaluasi sesuai dengan 
karakteristik mata pelajaran yang diampu. 

8.3 Menentukan prosedur penilaian dan 
evaluasi proses dan hasil belajar. 

8.4 Mengembangkan instrumen penilaian 
dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

8.5 Mengadminislrasikan penilaian proses 
dan hasil belajar secara 
berkasinambungan dengan mengunakan 
berbagai instrumen. 

8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan 
hasil belajar untuk berbagai tujuan. 

8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil 
be/ajar. 

9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian 
dan evaluasi untuk menentukan 
ketuntasan belajar 

9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian 
dan evaluasi untuk merancang program 
remedial dan pengayaan. 

9.3 Mengkomunikasikan hasil panilaian dan 
evaluasi kepada pemangku kepentingan. 

9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian 
dan evaluasi pembelajaran untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran. 

10.1 Melakukan relleksi terhadap 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk 
perbaikan dan pengembangan 
pembelajaran dalam mata pelajaran yang 
diampu. 

10.3 Melakukan penelilian tindakan kelas 
untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran dalam mala pelajaran yang 
diampu. 

9. Memanfaatkan hasil penilaian 
dan evaluasi untuk 
kepentingan pembelajaran. 

10. Melakuksn tindakan reflektit 
untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran. 
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KOMPETENSIINTI GURUNo. KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN 

Kompetensi Kepribadian 

11. Bertindak sesuai dengan 11.1 Menghargai peserta didik lanpa 
norma agama, hukum, 50$181, membedakan keyakinan yang dianut, 
dan kebudayaan nasianal suku, adat-istiadat, daerah asal, dan 
Indonesia. gender. 

11.2	 Bersikap sesuai dengan norma agama 
yang dianut, hukum dan sosial yang 
berlaku dalam masyarakat, dan 
kebudayaan nasionallndonesia yang 
beragam. 

12.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. 
pribadi yang jujur, berakhlak 

12. Menampilkan diri sebagai 
12.2 Berperilaku yang mencerminkan 

mulia, dan teladan bagi ketakwaan dan akhlak mulia. 
peserta didik dan masyarakat. 12.3	 Berperilaku yang dapat diteladan oIeh 

peserta didik dan anggota masyarakat di 
sekitamya. 

13.1 Menampilkan diri sebagai pribadi yang 
pribadi yang mantap, stabil, 

13. Menampilkan diri sebagai 
manlap dan stabil.
 

dewasa, arit, dan berwibawa.
 13.2	 Menampilkan diri sebagai pribadi yang 
dewasa, arit, dan berwibawa. 

14.114. Menunjukkan etas kerja, Menunjukkan etas kerja dan tanggung 
langgung jawab yang tinggi, jawab yang tinggi. 

14.2rasa bangga menjadi guru, Bangga menjadi guru dan percaya pada 
dan rasa percaya diri. diri sendiri. 

14.3 Bekerja mandiri secara profesional. 

15.1 Mernaharni tode elit profesi guru. 
profesi guru. 

15. Menjunjung tinggi kode etik 
15.2	 Menerapkan kode etik profesi guru. 
15.3	 Berperilaku sesuai dengan kode etik 

profesi guru. 

Kompetensi 50sial 

16.116. Bersikap inklusif, bertindak Bersikap inklusif dan objektif terhadap 
objektif, serta tidak peserta didik, teman sejawat dan 
diskriminatif karena lingkungan sekilar dalam melaksanakan 
pertimbangan jenis kelamin, pembelajaran. 
agama, ras, kondisi fisiko latar 16.2	 TKlak bersikap diskriminatif terhadap 
belakang keluarga, dan status peserta didik, teman sejawat, orang tua 
5O$ial ekonomi. peserta didik dan Iingkungan sekolah 

karena perbedaan agama, suku, jenis 
kelamin, latar belakang keluarga. dan 
status 5O$ial-ekonomi. 
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KOIIPETENSIINll GURUNo. KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN 

17. Berkomunikasi secara efektif. 17.1 Ber1tomunikasi dengan teman sejawal
empatik, dan sanlun dengan dan komunilas ilmiah lainnya secara 
sesama pendidik, tenaga santun, empatik dan efektif. 
kependidikan, orang tua, dan 17.2 Ber1tomunikasi dengan orang tua peserla
masyarakat. didik dan masyarakat secara santun, 

ernpatik, dan efektif tenlang program 
pembelajaran dan kemajuan peserta 
didik. 

17.3	 Mengikutsertakan orang tua peserla didik 
dan masyarakat dalam program 
pembelajaran dan dalam mengatasi 
kesulilan belajar peserla didik. 

18. Beradaptesi di tempat 18.1 Beradaptasi dengan Iingkungan tempat 
berlugas di seluruh wilayah bekerja dalam rangka meningkatkan 
Republik Indonesia yang efektivilas sebagai pendidik. 
memiliki keragaman sosial 18.2 MeJaksanakan berbagai program dalam 
budaya. lingkungan kerja untuk mengernbangkan 

dan meningkatkan kualilas pendidikan di 
daerah yang bersangkutan. 

19. Ber1tomunikasi dengan 19.1 Ber1tomunikasi dengan teman sejawat, 
komunitas profesi sendin dan profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah 
profesi lain secara lisan dan Iainnya melalui berbagai media dalsm 
lulisan atau bentuk lain. rangka meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 
19.2	 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi 

pembelajaran kepada komunilas profesi 
sendin secara lisan dan tUlisan maupun 
bentuk lain. 

Kompetensi Profesional 

Menguasai materi, struktur,20. Jabaran kompetensi Butir 20 untuk rnasing­
konsep, dan pols pikir masing guru mata pelajaran disajikan setelah 
keilmuan yang mendukung tabel inl.
 
mate pelajaran yang diampu.
 

21.1 Memahami standar kompetensi mate 
kompetensi dan kompetensi 

21. Menguasai standar 
pelajaran yang diampu. 

dasar mate pelajaran yang 21.2 Memahami kompetensi dasar mate 
diampu. pelajaran yang diampu. 

21.3	 Memahami tujuan pembeiajaran yang 
diampu. 

22.1 Memilih maten pembelajaran yang 
pembelajaran yang diampu 

22. Mengembangkan materi 
diampu sesuai dengan tingkat 

secara kraatif. per1tembanllan """"rta didik. 
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No. KOMPETENSIINTl GURU KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN 

Mengembangkan 
keprofesionalan secara •berkelanjutan dengan 
melakukan tindakan rellektif. 

Memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi 
untuk mengembangkan din. 

22.2 Mengolah materi pelajaran yang diampu 
secat8 krealif sesUBi dengan lingkat 
p8rXembangan peserta didik. 

23.1 Melakukan refleksi ternadap kinetja 
sandin secara terus menerus. 

23.2 Memanfaatkan hasil relleksi dalam 
rangka peningkatan keprofesionalan. 

23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas 
untuk peningkatan keprofesionalan. 

23.4 Mengikuti kemajuan Z8I1ll!n dengan 
belajar dan berbagai somber. 

24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam berkomunikasi. 

24.2 Mernanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk pengembangan din. 

23. 

24. 

Kompetensi Inti Guru butir 20 untuk setiap guru mata pelajaran dijabarkan 
sebagaiberikut. 

1.	 Kompetensl Guru mata pelajaran Pendidikan Agama pada SOIMI, 
SMPlMTs, dan SMAIMA, SMKlMAK* 

1.1 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir i1mu-i1mu 
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-i1mu yang 
relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

1.2 Kompetensi Guru Pendidlkan Agama Kristen 

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir i1mu-ilmu 
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. 

- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-i1mu yang 
relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. 
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1.3 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Katolik 

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-i1mu 
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Karolik. 

- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir i1mu-ilmu yang 
relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik. 

1.4 Kompetensl Guru Pendldlkan Agama Hindu 

- Menginterpretasilcan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-i1mu 
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu. 

- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir i1mu-i1mu yang 
relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu. 

1.5 Kompetensl Guru Pendidlkan Agama Buddha 

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir i1mu-i1mu 
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha. 

- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir i1mu-ilmu yang 
relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha. 

1.6 Kompetensi Guru Pendidlkan Agama Konghucu 

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir i1mu-ilmu 
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Konghucu. 

- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir i1mu-i1mu yang 
relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Konghucu. 

2.	 Kompetensl Guru mats pelajaran PKn pada SMPIMTs. SMAIMA, 
SMKlMAK* 

- Memahami materi, struktur, konsep, dan poIa pikir keilmuan 
mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

yang 

- Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang mefiputi 
pengetahuan kewarganegaraan (civic knowfedge), nilai dan sikap 
kewarganegaraan (civic disposition), dan ketrampilan kewarganegaraan 
(civic skills). 

-	 Menunjukkan mantaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. 

3. Kompetensi Guru	 mats pelaJaran Senl Budaya pads SOIMI, SMPIMTs, 
dan SMAIMA. SMKlMAK* 

- Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan (mencakup 
materi yang bersifat konsepsi, apresiasi, dan kreasilrekreasi) yang 
mendukung pelaksanaan pembelajaran seni budaya (seni rupa, musik, 
tari, teater) dan keterampilan. 
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- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir i1mu-i1mu yang 
relevan dengan pembelajaran 8eni BUdaya. 

4. Kompetensi	 Guru mata pelajaran Pendidlkan Jasmanl, Olahraga, dan 
Kesehatan pada SOIMI, SMPlMTs, dan SMAIMA, SMKlMAK* 

-	 Menjelaskan dimensi filosofis pendidikan jasmani terrnasuk etika sebagai 
aturan dan profesi. 

- Menjelaskan perspektif sejarah pendidikan jasmani. 
- Menjelaskan dimensi anatomi manusia, secara struktur dan fungsinya 
- Menjelaskan aspek kinesiologi dan kinerja fisik manusia. 
- Menjelaskan aspek fisiologis manusia dan efek dari kinerja latihan. 
- Menjelaskan aspek psikologi pada kinerja manusia, terrnasuk motivasi 

dan tujuan, kecemasan dan stress, serta persepsi diri. 
- Menjelaskan aspek sosiologi dalam kinerja diri, terrnasuk dinamika sosial; 

etika dan perilaku moral, dan buclaya, suku, dan perbedaan jenis kelamin. 
- Menjelaskan teori perkembangan gerak, terrnasuk aspek-aspek yang 

mempengaruhinya. 
- Menjelaskan teori belajar gerak, terrnasuk keterampilan dasar dan 

kompleks dan hubungan timbal balik di antara domain kognitif, afektif dan 
psikomotorik. 

5.	 Kompetensi Guru mata pelajaran Matematika pada SMPlMTs, SMAIMA, 
SMKlMAK* 

-	 Menggunakan bilangan, hubungan di antara bilangan, berbagai sistem 
bilangan dan teori bilangan. 

- Menggunakan pengukuran dan penaksiran. 
- Menggunakan logika matematika. 
- Menggunakan konsep-konsep geometri. 
- Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang. 
- Menggunakan pola dan fungsi. 
- Menggunakan konsep-konsep aljabar. 
- Menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geometri analitik. 
- Menggunakan konsep dan proses matematika diskrit. 
- Menggunakan trigonometri. 
- Menggunakan vektor dan matriks. 
- Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika. 
- Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak 

komputer, model matematika, dan model slatistika. 
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6. Mata pelajaran Teknologi Infonnasi dan Komunikasi (TIK) pada SMPlMTs. 
SMAIMA, SMKlMAK" 

- Mengoperasikan komputer personal dan periferalnya. 

- Merakit, menginstalasi, men-setup, memelihara dan melacak serta 
memecahkan masalah (troubleshooting) pada komputer personal. 

- Melakukan pemrograman komputer dengan salah satu bahasa 
pemrograman berorientasi objek. 

- Mengolah kata (word processing) dengan komputer personal. 

- Mengolah lembar ke~a (spreadsheef) dan grafik dengan komputer 
personal. 

- Mengelola pangkalan data (data base) dengan komputer personal atau 
komputer server. 

- Membuat presentasi interaktif yang rnemenuhi kaidah komunikasi visual 
dan interpersonal. 

- Membuat media gratis dengan menggunakan perangkat lunak publikasi. 

- Membuat dan memelihara jaringan komputer (kabel dan nirkabel). 

- Membuat dan memelihara situs laman (web).
 

- Menggunakan sarana telekomunikasi (telephone, mobi/ephone, faximile).
 

- Membuat dan rnenggunakan media komunikasi, termasuk pemrosesan
 
gambar, audio dan video. 

- Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam disiplin atau 
materi pembelajaran lain dan sebagai media komunikasi. 

- Mendesain dan mengelola Iingkungan pembelajaranlsumber daya dengan 
memperhatikan standar kesehatan dan keselamatan. 

- Mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung 
pembelajaran. 

- Memahami EULA (End User Ucence Agreemenf) dan keterbatasan serta 
keluasan penggunaan perangkat lunak secara legal. 

7. K.ompetensl Guru mata pelajaran IPA pada SMPlMTs 

- Memahami konsep-konsep, hUkum-hukum, dan teori-teori IPA serta 
penerapannya secara lIeksibel. 

- Memahami proses berpikir IPA dalam mempelajari proses dan gejala alam 
- Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala 

alam. 
- Memahami hubungan antar berbagai cabang IPA, dan hubungan IPA 

dengan matematika dan teknologi. 
- Bemalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum 

alam sederhana. 
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- Menerapkan konsep, hUkum, dan teori IPAuntuk menjelaskan berbagai 
fenomena alam. 

- Menjelaskan penerapan hukum-hukum IPA dalam teknologi terutama 
yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 

- Memahami Iingkup dan kedalaman IPA sekolah. 
- Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan IPA. 
- Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori penge/o/aan dan kese/amatan 

ke~a/belajar di laboratorium IPA sekolah. 
- Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak 

komputer untuk meningkatkan pembelajaran IPA di kelas, laboratorium. 
- Merancang eksperimen IPA untuk kepertuan pembelajaran atau 

penelitian 
- Melaksanakan eksperimen IPA dengan cara yang benar. 
- Memahami sejarah perkembangan IPA dan pikiran-pikiran yang 

mendasari perkembangan tersebut. 

8. Kompetensi Guru Mata pelajaran Biologi pada SMAIMA, SMKlMAK" 

- Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori biologi serta 
penerapannya secara f1eksibel. 

- Memahami proses berpikir biologi dalam mempelajari proses dan gejala 
alam. 

- Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala 
alam/biologi. 

- Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) i1mu 
Biologi dan i1mu-ilmu lain yang terkait 

- Bemalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum 
biologi. 

- Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika kimia dan matematika 
untuk menjelaskanlmendeskripsikan fenomena biologi. 

- Menjelaskan penerapan hukum-hukum biologi da/am teknologi yang 
terkait dengan biologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

- Memahami Iingkup dan kedalaman biologi sekolah. 
- Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang i1mu 

biologi dan i1mu-i1mu yang terkail 
- Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan 

kerja/belajar di laboratorium biologi sekolah. 
- Menggunakan alat-alat ukur. alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak 

komputer untuk rneningkatkan pembelajaran biologi di kelas, laboratorium 
dan lapangan. 

- Merancang eksperiment biologi untuk kepertuan pembelajaran atau 
penelitian. 

- Melaksanakan eksperiment biologi dengan cara yang benar. 

25 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41507.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



- Memahami sejarah perltembangan IPA pada umumnya khusunya biologi 
dan pikiran-pikiran yang mendasari perltembangan tersebut. 

9. Kompetensl Guru mata pelajaran Flslka pada SMAIMA, SMKlMAK* 

- Memahami konsep-konsep, hUkum-hukum, dan teori-teori fisika serta 
penerapannya secara f1eksibel. 

- Memahami proses berpikir fisika dalam mempelajari proses dan gejala 
alam. 

- Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala 
alam. 

- Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) i1mu 
Fisika dan i1mu-i1mu lain yang terltait. 

- Bemalar secara kualitalif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum 
fisika. 

- Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika untuk menjelaskan fenomena 
biologi, dan kimia. 

- Menjelaskan penerapan hukum-hukum fisika dalam teknologi terutama 
yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 

- Memahami Iingkup dan kedalaman fisika sekolah. 
- Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu 

fisika dan i1mu-i1mu yang terltait 
- Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan 

ke~albelajar di laboratorium fisika sekolah. 
- Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak 

komputer untuk meningkatkan pembelajaran fisika di kelas, laboratorium. 
dan lapangan. 

- Merancang eksperimen fisika untuk keperluan pembelajaran atau 
penelitian. 

- Melaksanakan eksperimen fisika dengan cara yang benar. 
- Memahami sejarah perltembangan IPA pada umumnya khususnya fisika 

dan pikiran-pikiran yang mendasari per1tembangan tersebut. 

10. Kompetensl Guru mata pelajaran Kimia pada SMAIMA, SMKlMAK* 

- Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia yang 
meliputi struktur. dinamika. energetika dan kinetika serta penerapannya 
secara f1eksibel. 
Memahami proses berpikir kimia dalam mempelajari proses dan gejala 
alam. 
Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala 
alam/kimia. 
Memahami struktur (t8rmasuk hubungan fungsional antar konsep) i1mu 
Kimia dan i1mu-ilmu lain yang terltait. 
Bemalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum 
kimia. 
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- Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika dan matematika untuk 
menjelaskanlmendeskripsikan fenomena kimia. 

- Menjelaskan penerapan hukum-hukum kimia dalam teknologi yang terkait 
dengan kimia terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari­
hari. 

- Memahami Iingkup dan kedalaman kimia sekolah. 
- Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang i1mu 

yang terkait dengan mata pelajaran kimia. 
- Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan 

kerjalbelajar di laboratorium kimia sekolah. 
- Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak 

komputer untuk meningkatkan pembelajaran kimia di kelas, laboratorium 
dan lapangan. 

- Merancang eksperiment kimia untuk keperluan pembelajaran atau 
penelitian. 

- Melaksanakan eksperiment kimia dengan cara yang benar. 
- Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khusunya kimia 

dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebul 

11.	 Kompetensi Guru mata pelajaran IImu Pengetahuan Sosial (IPS) pada 
SMPlMTs 

- Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir mata pelajaran IPS 
baik dalam Iingkup lokal, nasional, maupun global. 

- Membedakan struktur keilmuan IPS dengan IImu-ilmu Sosial. 

- Menguasai konsep dan pola pikir keilmuan dalam bidang IPS. 

- Menunjukkan manfaat mata pelajaran IPS. 

12. Kompetensi Guru mata pelajaran Ekonoml pada SMAIMA. SMKlMAK* 

- Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 
mendukung mata pelajaran Ekonomi. 

- Membedakan pendekatan-pendekatan Ekonomi. 
- Menunjukkan manfaat matH pelajaran Ekonomi. 

13. Kompetensi Guru mata pelajaran Sosiologl pada SMAIMA, SMKlMAK* 

- Memahami materi, struktur, dan pola pikir keilmuan yang mendukung 
mata pelajaran Sosiologi. 

- Memahami angkah-Iangkah kerja ilmuwan sosial. 
- Menunjukkan manfaat mata pelajaran Sosioligi. 
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14. Kompetensi Guru mata pelajaran Antropologi pada SMAIMA, SMKlMAK* 

- Memahami materi, struktur, dan konsep pola pikir keilmuan yang 
mendukung mata pelajaran Antropologi.
 

- Membedakan jenis-jenis Antropologi.
 
- Menunjukkan manfaat mata pelajaran Antropologi.
 

15. Kompet8nsi Guru mata pelajaran Geogafi pada SMAIMA, SMKlMAK* 

- Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek geografi.. 

- Membedakan pendekatan-pendekatan geografi. 

- Menguasai materi geografi secara luas dan mendalam
 
- Menunjukkan manfaat mata pelajaran geografi
 

16. Kompet8nsi Guru mata peJajaran sejarah pada SMAIMA, SMKlMAK* 

- Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang Iingkup, dan objek 8ejarah. 

- Membedakan pendekatan-pendekatan Sejarah. 

- Menguasai materi 8ejarah secara luas dan mendalam. 

- Menunjukkan manfaat mata pelajaran 8ejarah. 

17. Kompetensi	 Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia pada SMPlMTs, 
SMAIMA, SMKlMAK* 

- Memahami konsep, teon, dan materi berbagai aliran linguislik yang 
terkait dengan pengembangan materi pembelajaran bahasa. 

- Memahami hakekat bahasa dan pemerolehan bahasa. 

- Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. 

- Menguasai kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 

- Memahami teori dan genre sastra Indonesia.
 

- Mengapresiasi karya sastra secara reseplif dan produklif.
 

18. Kompetensl Guru mala pelajaran Bahasa Asing 

18.1. Kompetensi	 Guru Bahasa Inggris pada 80IMI, 8MPIMTs, dan 
SMAIMA, SMKlMAK* 

- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam 
bahasa Inggris (linguistik, wacana, sosiolinguislik, dan strategis). 

- Menguasai bahasa Inggris Iisan dan tulis, reseptif dan produklif 
dalam segala aspek komunikalifnya (linguislik, wacana, 
sosiolinguistik, dan strategis). 
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18.2. Kompetensi Guru Bahasa Arab pada SMAIMA. SMKlMAK* 

- Memiliki pengelahuan tenlang berbagai aspek kebahasaan dalam 
bahasa Arab (Iinguislik, wacsna, sosiolinguislik, dan strategis). 
Menguasai bahasa Arab Iisan dan tulis, reseplif dan produktif 
dalam segala aspek komunikalifnya (linguislik, wacsna, 
sosiolinguistik, dan strategis). 

18.3. Kompetensl Guru Bahasa Jennan pada SMAIMA. SMKlMAK* 

- Memiliki pengelahuan tenlang berbagai aspek kebahasaan dalam 
bahasa Jerman (linguistik. wacsna. sosiolinguistik, dan strategis). 
Menguasai bahasa Jerman Iisan dan tulis, reseptif dan produktif 
dalam segala aspek komunikatifnya (Iinguistik, wacsna, 
sosiolinguistik. dan strategis). 

18.4. Kompetensl Guru Bahasa Perancis pada SMAIMA, SMKlMAK* 

- Memiliki pengelahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam 
bahasa Perancis (Iinguistik, wacsna. sosiolinguistik. dan strategis). 
Menguasai bahasa Perancis lisan dan tulis, reseptif dan produklif 
dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik. wacsna. 
sosiolinguislik, dan strategis). 

18.5.·Kompetensi Guru Bahasa Jepang pada SMAJMA, SMKlMAK* 

- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam 
bahasa Jepang (linguistik, wacsna, sosiolinguistik, dan strategis). 
Menguasai bahasa Jepang Iisan dan tulis, reseplif dan produktif 
dalam segala aspek komunikatifnya (linguislik. wacsna. 
sosiolinguislik. dan strategis). 

18.6. Kompetensl Guru Bahasa Mandarin pada SMAIMA. SMKlMAK* 

- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam 
bahasa Mandarin (Iinguislik. wacsna. sosiolinguislik, dan strategis). 
Menguasai bahasa Mandarin lisan dan tulis. reseptif dan produklif 
dalam segala aspek komunikatifnya (linguislik. wacsna, 
sosiolinguistik, dan strategis). 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 
SaJinan s&Sual dengan asJinya. TTD. 
Biro Hukum dan Organlsasl BAMBANG SUDIBYO 
Departemen Pendidikan Naslonal. 
Kepala Baglan Penyusunan Rancangan
 
Peraluran Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I.
 

Muslikh. S.H.
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NIP 131479478
 

----..­
BABIV
 

STANDAR ANTARA
 

Penjelasan Pasal 94 butir c pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berbunyi: "Sebelum standar 

kualifikasi akademik ber1aku efektif, BSNP mengembangkan Standar Antara 

yang secara bertahap menuju pencapaian standar kualifikasi pendidik 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah ini". Rumusan in; 

mengharuskan dikembangkannya Standar Antara. Standar Antara diper1ukan 

untuk kepentingan sertifikasi guru yang diber1akukan pada masa transisi yaitu 

selama 15 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan. Setelah masa transisi tersebut, Standar 

Antara tidak diber1akukan lagi. 

Standar Antara ditentukan berdasarkan ana'isis keadaan nyata kualifikasi 

akademik guru di lapangan dan kualifikasi akademik yang dikehendaki oleh 

ketentuan perundang-undangan. Menyadari hal tersebut di alas dan 

mempertimbangkan tingkat kesiapan pada pemerintah, maka bagi guru yang 

belum berkualifikasi 0-IV/S1, namun telah berkualifikasi 0-11 untuk Guru TKIRA, 

SOIMI, dan 0-111 untuk Guru SMPIMTs, SMAlMA, SMKlMAK* dapat diberikan 

kesempalan untuk memperoleh sertifikat B melalui uji kompetensi sehingga 

dapat memenuhi Standar Antara seperti yang termuat dalam Tabel 4. 

Tabel4
 
Persyaratan Standar Antara
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KuaJifikasi Akademik 

Minimal Penguasaan 
Kompetenai Secara 

Kese'urohan 

50% 75% 

D-ll (Guru TKIRA dan SOIMI) Sertfikat B -
D-III (Guru SMPIMTs, SMAIMA, SMKlMAK*) Sertfikat B -
D-IVIS1 (TKIRA, SOIMI, SMPJMTs, SMAIMA, 

SMKlMAK*) Sertfikat B 8ertfikat A 

Keterangan Tabel4: 

*) Hanya untuk guru kelompok mata pelajaran normalit dan adaptif 

Sertiflkat B mempersyaralltan minimal rata-rata persentase untuk setiap kompetensi 
inti guru 40%. 

Sertlflkat A mempersyaratkan minimal ratlHata persentase untuk setiap kompetensi 
inti guru 60%. 

Kedua jenis tingkat sertifikasi tersebut dapat ditempuh oleh guru yang 

berada di lapangan untuk memungkinkan mereka yang sekarang baru 

mempunyai kualifikasi akademik D-II untuk guru TKIRA dan SO/MI, D-III untuk 

guru SMPIMTs, SMAlMA, SMKlMAK* dan yang sederajat untuk dapat mengikuti 

uji kompetensi sambi! menunggu kesempatan mengikuti pendidikan S1 yang 

relevan. 

Sertifikat A diberikan kepada guru yang berkualifikasi akademik D-IV/S1 

yang lulus uji kompetensi dengan penguasaan kompetensi secara keseluruhan 

minimal 75% dan rata-rata persentase untuk setiap butir kompetensi inti guru 

minimal 60%. 8ertifikat B diberikan kepada guru yang memiliki kualifikasi 

akademik D-II untuk guru TKIRA dan SOIMI atau D-1I1 untuk guru SMPIMTs, 

SMAIMA, SMKlMAK* dan yang sederajat, dengan penguasaan kompetensi 

secara keseluruhan minimal 50% dan rata-rata persentase untuk setiap 

kompetensi inti guru minimal 40%. 

Mereka yang telah berkualifikasi D-II untuk guru TKIRA dan SOIMI atau 

D-III untuk guru SMPJMTs, SMAIMA. SMKlMAK* dan yang sederajat dapat 

mengikuti uji kompetensi dan jika berhasil akan mendapat sertifikat B, karena 

belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik. 
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PERATURAN PEMERINTAll REPUBLIK INDONESIA
 

NOMOR 19 TAHUN 2005
 

TENTANG
 

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 

Menimbang Bahwa dalam rangka meJaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), 
Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat 
(2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar 
Nasional Pendidikan; 

Mengingat I. Pasal5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone­
sia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahoo 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahoo 
2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR NASIONAL 
PENDlDlKAN 

DAHl 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 

I.	 Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di 
selwuh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2.	 Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang 
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

3.	 Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang 
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dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

4.	 Standar kompetensi lulusan adaIah kualifikasi kemampuan luJusan yang mencakup 
sikap, pengetabuan, dan keterampilan. 

5.	 Standar isi adalah ruang lingkup materi" dan tingkat kompetensi yang dituangkan 
dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi 
mata peJajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik 
pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

6.	 Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelak­
sanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar 
kompetensi lulusan. 

7.	 Standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan 
dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 

8.	 Standar samna dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 
dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat 
beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, ternpat 
berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk 
menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi. 

9.	 Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat 
satuan pendidikan, kabupatenlkota, provinsi, atau nasional agar tereapai efisiensi 
dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 

10.	 Standar pembiayaan adaIah standar yang mengatur komponen dan besamya biaya 
operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tabun. 

II.	 Standar penilaian pendidikan adaIah standar nasional pendidikan yang berkaitan 
dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 

12.	 Biaya operasi satuan pendidikan adaIah bagian dari dana pendidikan yang 
diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat 
berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan 
secara teratur dan berkelanjutan. 

13.	 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 
bahan pelajaran serta earn yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

14.	 Kerangka dasar kurikulum adaIah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan 
Pemerintab ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. 
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IS.	 Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun 
oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 

16.	 Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi 
diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan tertentu. 

17.	 Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menguJrur 
pencapaian hasil belajar peserta didik. 

18.	 Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan 
mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, 
jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelengga­
raan pendidikan. 

19.	 Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi 
peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau 
kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. 

20.	 Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi 
peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar danlatau penyelesaian dari suatu 
satuan pendidikan. 

21.	 Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program danlatau satuan pendi­
dikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

22.	 Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan 
mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, 
dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. 

23.	 Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. 

24.	 Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adaIah unit 
pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk 
membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi birnbingan, araban, saran, 
dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan 
nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk 
mencapai standar nasional pendidikan. 

25.	 Badan Akreditasi Nasional SekolahlMadrasah yang selanjutnya disebut BAN-SIM 
adaIah hadan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program danlatau 
satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan 
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. 

26.	 Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut 
BAN-PNF adaIah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program 
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danlatau satuan pendidikan jalur pendidikan nonfonnal dengan mengacu pada 
Standar Nasional Pendidikan. 

27.	 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Iinggi yang selanjutnya disebut BAN-PI 
adaIah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program danlatau 
satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar 
Nasional Pendidikan. 

28.	 Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendi­
dikan. 

BAD II 

LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN 

Pasal2 

(I)	 Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi : 

a. Standar isi; 
b. Standar proses; 
c. Standar kompetensi lulusan; 
d. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan; 
e. Standar samoa dan prasarana; 
f. Standar pengelolaan; 
g. Standar pembiayaan; dan 
h. Standar penilaian pendidikan. 

(2)	 Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar 
Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi akreditasi, dan sertifikasi. 

(3)	 Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan 
berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan 
global. 

Passl3 

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, 
dan pengawasan pendidikan dalam rangka rnewujudkan pendidikan nasional yang 
bennutu. 

Passl4 
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Standar NasionaJ Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasiona! dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bennartabat. 

BABJU 

STANDARISI 

Bagian Kesatu
 
Umum
 

Pasal5 

(I).	 Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai 
kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

(2).	 Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memuat kerangka dasar dan 
stn.Jktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan 
kalender pendidikanlakademik. 

Bagian Kedua
 
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
 

Pasal6 

(I)	 Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah terdiri alas : 

a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 
b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 
c. Kelompok mala pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 
d. Kelompok mala pelajaran estetika; 
e. Kelompok mala pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan. 

(2)	 KurikuJum untuk jenis pendidikan keagamaan fonna! terdiri alas kelompok mata 
pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan. 

(3)	 Satuan pendidikan nonfonnal daJam bentuk kursus dan lembaga pelatihan 
menggunakan kurikuJum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan 
hidup dan keterampilan. 
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(4)	 Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembela­
jaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengarohi pemaharnan dan­
latau penghayatan peserta didik. 

(5)	 Semua kelompok mata pelajaran sarna pentingnya dalam menentukan kelulusan 
peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. 

(6)	 Kurikulum dan silabus SDlMl/SDLBlPaket A, atau bentuk lain yang sederajat 
menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, 
kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi. 

Pasal7 

( I)	 Kelompok mata pefajaran agama dan akhlak mulia pada SDIMIISDLBlPaket A, 
SMPlMTslSMPLBlPaket B, SMAIMAlSMALBlPaket C, SMKlMAK, atau bentuk 
lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan danlatau kegiatan agama, 
kewarganegaraan, kepribadian, i1mu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, 
olah raga, dan kesehatan. 

(2)	 Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SDIMIJSDLB­
lPaket A, SMPIMTslSMPLBlPaket B, SMA/MAlSMALBlPaket C, SMKIMAK, 
atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan danlatau kegiatan 
agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan 
jasmani. 

(3)	 Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pads SDIMIISDLB­
lPaket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan danlatau 
kegiatan bahasa, matematika, i1mu pengetahuan alam, i1mu pengetahuan sosial, 
keterampilanlkejuruan, dan muatan lokal yang reievan. 

(4)	 Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMPlMTsI­
SMPLBlPaket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan 
danlatau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan a1am, ilmu pengetahuan 
sosial, keterampilanlkejuruan, danlatau teknologi informasi dan komunikasi, serta 
muatan lokal yang relevan. 

(5)	 Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MAI­
SMALBlPaket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan 
danlatau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan slam, ilmu pengetahuan 
sosial, keterampilanlkejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan 
lokal yang relevan. 

(6)	 Kelompok mata pelajaran i1mu pengetahuan dan teknologi pads SMKIMAK, atau 
bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan danlatau kegiatan bahasa, 
matematika, ilmu pengetahuan a1arn, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, 
kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan. 
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(7)	 Kelompok mata pelajaran estetika pada SDIMIISDLBlPaket A, SMPlMTsI­
SMPLBlPaket B, SMAIMAISMALBlPaket C, SMKIMAK, atau bentuk lain yang 
sederajat dilaksanakan melalui muatan danlatau kegiatan bahasa, seni dan budaya, 
keterampilan, dan muatan [okal yang relevan. 

(8)	 Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SDIMII­
SDLBlPaket A, SMPIMTslSMPLBlPaket B, SMAIMA/SMALBlPaket C, SMKI­
MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan danlatau 
kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan 
alam, dan muatan lokal yang relevan. 

Pasal8 

(I)	 Kedalam muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam 
kompetensi pada setiap tingkat danlatau semester sesuai dengan Standar Nasional 
Pendidikan. . 

(2)	 Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (J) terdiri alas standar kompetensi 
dan kompetensi dasar. 

(3)	 Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

Pasal9 

(J)	 Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh 
perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studio 

(2)	 Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan 
agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. 

(3)	 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum tingkat satuan 
pendidikan tinggi program SlIIjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang 
bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, danlatau 
Matematika. 

(4)	 Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendi­
dikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing. 

Bagian Ketiga 
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Beban Belajar 

PasailO 

(I)	 Beban belajar ootuk SDIMIISDLB, SMPlMTslSMPLB, SMAIMAISMLB, SMKI­
MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap 
minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, sesuai 
kebutuhan dan ciri khas masing-masing. 

(2)	 MJ/MfsIMA atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ootuk kelompok mata pelajaran agama dan 
akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 
sesuai dengan kebutuhan dan eiri khasnya. 

(3)	 Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, 
dan persentase beban belajar setiap kelompok matapelajaran ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP. 

Pasalll 

(I)	 Beban belajar untuk SMPlMTslSMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat 
dinyatakan dalam satuan krooit semester (SKS). 

(2)	 Beban belajar ootuk SMAIMAISMLB, SMKlMAK atau bentuk lain yang sederajat 
pada jalur pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan 
krOOit semester. 

(3)	 Beban belajar ootuk SMAlMNSMLB, SMKlMAK atau bentuk lain yang sederajat 
pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit 
semester. 

(4)	 Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan 
sistem SKS ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP. 

Passl12 

(I)	 Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, 
praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan 
kebutuhan. 

(2)	 Beban belajar efektif per taboo sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditentukan 
dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP. 
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Pasal13 

(I)	 Kurikulum untuk SMPIMTslSMPLB atau bentuk lain yang sederajat, 
SMAIMA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, SMKIMAK atau bentuk lain 
yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup. 

(2)	 Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mencakup 
kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik. dan kecakapan voka­
sional. 

(3)	 Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan (2) dapat 
merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak 
mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, 
pendidikan kelompok mata pelajaran i1mu pengetahuan dan teknologi, kelompok 
mata pelajaran pendidikan estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan 
jasmani, oleh raga, dan kesehatan. 

(4)	 Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (I), (2), dan (3) 
dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari 
satuan pendidikan nonfonnal yang sudah memperoleh akreditasi. 

Pasal14 

(I)	 Kurikulum untuk SMPlMTslSMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan 
kurikulum untuk SMAfMAlSMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat 
memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal. 

(2)	 Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pads ayat (I) dapat 
merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak 
mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, 
pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan 
kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan 
jasmani, olah raga, dan kesehatan. 

(3)	 Pe/ldidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan (2) 
dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari 
satuan pendidikan nonfonnal yang sudah memperoleh akreditasi. 

PasallS 

(I)	 Beban SKS minimal dan maksimal program pendidikan pada pendidikan tinggi 
dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

(2)	 Beban SKS efektif program pendidikan pada pendidikan tinggi diatur oleh masing­
masing perguruan tinggi. 
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Bagian Keempat
 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
 

Passl16 

(I)	 Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar 
dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. 

(2)	 Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya : 
a.	 Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SDIMIISDLB/­

SMP/MTS/SMPLB/SMAlMA/SMALB,dan SMKIMAK pada jalur pendidik­
an fonnal kategori standar; 

b.	 Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SDIMIISDLB/­
SMP/MTS/SMPLB/SMAlMA/SMALB, dan SMKlMAK pada jalur pendidik­
an fonnal kategori mandiri; 

(3)	 Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar 
dan menengah keagamaan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. 

(4)	 Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi sekurang-kurangnya model­
model kurikulum satuan pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan 
menengah. 

(5)	 Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan (4) sekurang-kurangnya meliputi model kurikulum tingkat satuan 
pendidikan apabila menggunakan sistem paket dan model kurikulum tingkat satuan 
pendidikan apabila menggunakan sistem kredit semester. 

Passl17 

(I)	 Kurikulum tingkat satuan pendidikan SDIMIISDLB, SMP/MTS/SMPLB, 
SMAIMA/SMALB, SMKIMAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan 
sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerahlkarakteristik daerah, sosial 
budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. 

(2)	 Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, 
mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan 
kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi 
dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, 
SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di 
bidang agama untuk MI, Mrs, MA, dan MM. 

(3)	 Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, B, 
dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang 
pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan 
pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan. 
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(4)	 Kurikulurn tingkat satuan pendidikan ootuk setiap program studi perguruan tinggi 
dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan 
mengacu Standar Nasional Pendidikan. 

Bagian Kelima
 
Kalender PendidikanlAkademik
 

Pasal18 

(I)	 Kalender pendidikanlkalender akademik mencakup pennulaan taboo ajaran, 
minggu efektifbelajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. 

(2)	 Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat berbentuk jeda tengah 
semester selama-Iamanya satu minggu dan jeda antar semester. 

(3)	 Kalender pendidikanlakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ootuk setiap 
satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 

BABIV
 
STANDAR PROSES
 

Pasal19 

(I)	 Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik ootuk berparti­
sipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 
peserta didik. 

(2)	 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dalam proses pembelajaran 
pendidik memberikan keteladanan. 

(3)	 Setiap satuan pendidikan me1akukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksa­
naan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses 
pembelajaran ootuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektifdan efisien. 

Pasal20 

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembela­
jaran yang rnemuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, rnetode 
pengajaran, surnber belajar, dan penilaian hasil belajar. 
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Pasal21 

(I)	 Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ 19 ayat (3) 
harns mernperhatikan jurnlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar 
maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, 
dan rasion maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. 

(2)	 Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya 
membaca dan menulis. 

Pasal22 

(I)	 Penilaian hasil pembell!iaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 19 ayat (3) pa.da 
jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian 
sesuai dengan kompentensi dasar yang harns dikuasai. 

(2)	 Teknik penilaian sebagairnana dimaksud pada ayat (I) dapat berupa tes tulis, 
observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelornpok. 

(3)	 Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilrnu pengetahuan dan 
teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi 
secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalarn satu semester. 

Pasal23 

Pengawasan proses pembeJajaran sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ 19 ayat (3) 
meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak 
lanjut yang diperlukan. 

Pasal24 

Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian 
hasil pernbelajaran dan pengawasan proses pernbelajaran dikembangkan oleh BSNP dan 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

BABV 

STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN 

Pasal2S 

(1)	 Standar kompetensi kelulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalarn 
penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 
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(2)	 Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi 
kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata 
kuliah atau kelompok mata kuliah. 

(3)	 Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan 
membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan. 

(4)	 Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan (2) meneakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. 

Pasal26 

(I)	 Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk 
meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta 
keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

(2)	 Standar kompentensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan 
untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 
ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut 

(3)	 Standar kompentensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan 
untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhIak mulia, serta 
ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai 
dengan kejuruannya. 

(4)	 Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk 
mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, 
memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, 
mengembangkan, serta menerapkan ilmu teknologi, dan seni, yang bermanfaat 
bagi kemanusiaan. 

Pasal27 

(I)	 Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan 
nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

(2)	 Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing 
perguruan tinggi. 
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BABVI 

STANDAR PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Bagian Kesatu
 
Pendidikan
 

Pasal28 

(I)	 Pendidikan harns memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 
pembe/ajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

(2)	 Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah tingkat 
pendidikan minimal yang harns dipenuhi oleh seorang pendidikan yang dibuktikan 
dengan ijazah danlatau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(3)	 Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : 
a.	 Kompetensi pedagogik; 
b.	 Kompetensi kepribadian; 
c.	 Kompetensi profesional; dan 
d.	 Kompetensi sosial. 

(4)	 Seseorang yang tidak memiliki ijazah danlatau sertifikat keahlian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan 
diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan 
kesetaraan. 

(5)	 Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) sarnpai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan 
ditetapkan dengan Peraturan. Menteri. 

Pasal29 

(I)	 Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki : 
a.	 kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sar­

jana (SI) 
b.	 latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependi­

dikan lain, atau psikologi; dan 
c.	 Sertifikat profesi guru untuk PAUD 

(2)	 Pendidik pada SDIMI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki : 
a	 kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana 

(SI) 
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b.	 latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan 
lain, atau psikologi; dan 

c.	 sertifikat profesi guru untuk SDIMI 

(3)	 Pendidik pada SMPfMTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki : 
a.	 kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-rY) atau sarjana 

(SI) 
b.	 latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai 

dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan 
c.	 sertifikat profesi guru untuk SMPIMTs 

(4)	 Pendidik pada SMAlMA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki : 
a.	 kuaIifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-rY) atau sarjana 

(SI) 
b.	 latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai 

dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan 
c.	 sertifikat profesi guru untuk SMAIMA 

(5)	 Pendidikan pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memi­
liki : 
a.	 kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-rY) atau sarjana 

(S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau 
sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan 

b.	 sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB 

(6)	 Pendidik pada SMKIMAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki : 
a.	 kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-lV) atau sarjana 

(Sl) 
b.	 latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai 

dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan 
c.	 sertifikat profesi guru untuk SMKlMAK 

Pasal30 

(l)	 Pendidik pada TI(/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penu­
gasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan 
keperluan. 

(2)	 Pendidikan pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri alas guru kelas dan guru mata 
pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan 
sesuai dengan keperluan. 

(3)	 Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 
mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru 
kelompok mats pelajaran pendidikan jasmani, olab raga, dan kesehatan. 
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(4)	 Pendidik pada SMPlMTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMAIMA, atau 
bentuk lain yang sederajat terdiri 8tas guru mata pelajaran yang penugasannya 
ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. 

(5)	 Pendidikan pada SMKlMAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata 
pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh 
masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. 

(6)	 Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan 
pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan 
pendidikan sesuai dengan keperluan. 

(7)	 Pendidikan pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor 
penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya 
ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. 

(8)	 Pendidikan pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, 
pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji. 

Pasal31 

(I)	 Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum: 
a.	 lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S I) untuk program diploma; 
b.	 lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (SI); dan 
c.	 lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor 

(S3) 

(2)	 Selain kualiflkasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (I) butir a, 
pendidik pada program vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan 
tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh pergunJan tinggi. 

(3)	 Selain kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (I) butir b, 
pendidik pada program profesi harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana 
sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh 
perguruan tinggi. 

Pasal32 

(I)	 Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akblak mulia memiliki kualifikasi 
minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagai­
mana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31. 

(2)	 Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 
menteri yang menangani urusan pemerlntahan di bidang agama dapat memberikan 
kriteria tambahan. 
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Pasal33 

(I)	 Pendidik di lembaga kursus dan Jembaga pelatihan keterampilan harns memiliki 
kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan. 

(2)	 Kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

PasaI34 

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri ber­
dasarkan usulan dari BSNP. 

Bagian Kedua
 
Tenaga Kependidikan
 

Pasal3S 

(I)	 Tenaga kependidikan pada : 
a.	 TKIRA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala 

TKIRA dan tenaga kebersihan TKIRA 
b.	 SDIMI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya, terdiri alas kepala 

sekolahlmadrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga 
kebersihan sekolahlmadrasah. 

c.	 SMPfMTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMAIMA, atau bentuk lain 
yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri alas kepala sekolahlmadrasah, 
tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga faboratorium, dan tenaga 
kebersihan sekolahlmadrasah. 

d.	 SMKIMAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas 
kepala sekolahlmadrasab, tenaga administrasi tenaga perpustakaan, tenaga 
laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolahlmadrasah. 

e.	 SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang­
kurangnya terdiri alas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpus­
takaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber bela­
jat, psikolog, pekerja sosial, dan terapis. 

f.	 Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya teidiri alas pengelola 
kelompok belajat, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan. 

g.	 fembaga kursus dan lembaga pefatihan keterampilan sekurang-kurangnya 
terdiri alas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajat, pustakawan 
dan laboran. 

(2)	 Standat untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 
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(I)	 Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiJiki kuaJifikasi, kompe­
tensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2)	 Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

(I)	 Tenaga kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki kualifikasi 
dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan. 

(2)	 Ketentuan lebih lanjut tentang standar tenaga kependidikan pads lembaga kursus 
dan pelatihan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

(I)	 Kriteria ootuk menjadi kepala TKIRA meliputi : 
a Berstatus sebagai guru TKIRA; 
b.	 Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran 

sesuai ketentuan penmdang-oodangan yang berlaku; 
c.	 Meliliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TKIRA; 

dan 
d.	 Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendi­

dikan. 

(2)	 Kriteria ootuk menjadi kepala SOIMl meliputi :
 
a Berstatus sebagai guru SOIMl;
 
b.	 Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran 

sesuai ketentuan penmdang-oodangan yang berlaku; 
c.	 Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahoo di SOIMl; 

dan 
d.	 Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaan di bidang pendi­

dikan. 

(3)	 Kriteria ootuk menjadi kepala SMPlMTslSMAfMAlSMKIMAK meliputi :
 
a Berstatus sebagai guru SMPlMTslSMAfMAlSMKIMAK;
 
b.	 Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran 

sesuai ketentuan perundang-oodangan yang berlaku; 
c.	 Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahoo di 

SMPlMTslSMAfMAlSMKIMAK; dan 
d.	 Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendi­

dikan. 
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(4)	 Kriteria ootuk menjadi kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi : 
a.	 Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus; 
b.	 Memiliki kualifIkasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran 

sesuai ketentuan perundang-oodangan yang berlaku; 
c.	 Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) taboo di satuan 

pendidikan khusus; dan 
d.	 Memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kewirausahaan di 

bidang pendidikan khusus. 

(5)	 Kriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

Pasal39 

(I)	 Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan. 
(2)	 Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi : 

a.	 Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) taboo atau kepala 
sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) taboo pada jenjang pendidikan yang 
sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi; 

b.	 memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendi­
dikan; 

c.	 Iulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan. 

Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

Pasal40 

(I)	 Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan 

(2)	 Kriteria minimal ootuk menjadi penilik adaIah : 
a.	 Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan 

pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 Oima) taboo, atau 
pemah menjadi pengawas satuan pendidikan formal; 

b.	 Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran 
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; 

c.	 Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan 
d.	 Lulus seleksi sebagai penilik 

(3)	 Kriteria penilik suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (I) 
dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

Pasal41 

(I)	 Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inkIusif harus memiIiki 
tenaga kependidikan yang mempooyai kompetensi menyelenggarakan pembela­
jaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. 
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(2)	 Kriteria penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

BAB VII 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

Pasal42 

(I)	 Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan 
pendidikan, media pendidikan, buku dan swnber be/ajar lainnya, bahan habis 
pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pem­
belajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

(2)	 Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang 
kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidikan, ruang tata usaba, 
ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, 
ruang kantin, instalasi daya dan jasa, ternpat berolahraga, ternpat beribadah, tempat 
bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk 
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

Pasal43 

(I)	 Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan a1am (IPA), 
laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada 
satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan 
yang harus tersedia. 

(2)	 Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam 
rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik. 

(3)	 Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jurnlah judul dan jenis buku di 
perpustakaan satuan pendidikan. 

(4)	 Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio 
minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di 
perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik. 

(5)	 Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh 
BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

(6)	 Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam 
rasio jumlah sumber belajar terbadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber 
belajar dan karakteristik satuan pendidikan. 
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Pasal44 

(I)	 Laban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan 
pendidikan, laban praktek, laban untuk prasarana penunjang, dan laban pertamanan 
untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secant ekologis 
nyaman dan sehat. 

(2)	 Standar laban satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas laban per peserta 
didik. 

(3)	 Standar letak laban satuan pendidikan mempertimbangkan letak laban satuan 
pendidikan di dalam Idaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak 
laban satuan pendidikan di dalam Idaster satuan pendidikan yang menjadi 
pengumpan masukan peserta didik. 

(4)	 Standar letak laban satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal 
yang harus dilalui oleh peserta didik uotuk menjangkau satuan pendidikan tersebut. 

(5)	 Standar letak laban satuan pendidikan mempertimbangkan kearnanan, Kenya­
manan, dan kesehatan lingkungan. 

Pasal 45 

(I)	 Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

(2)	 Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

(3)	 Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengab 
adalab kelas B. 

(4)	 Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalab kelas A. 

(5)	 Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan 
harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa. 

(6)	 Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(4), dan (5) mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan 
di bidang pekerjaan umum. 

Pasal46 

(1)	 Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendididk, danlatau tenaga 
kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke 
sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 
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(2)	 Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

Pasal47 

(1)	 Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimanan dimaksud dalam 
Pasal 42 sarnpai dengan Pasal 46 menjadi tanggungjawab satuan pendidikan yang 
bersangkutan. 

(2)	 Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan 
berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai. 

(3)	 Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Menteri. 

Pasal48 

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sarnpai 47 
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

BABVIII 

STANDARPENGELOLAAN 

Bagian Kesatu
 
Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan
 

Pasal49 

(1)	 Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 
menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, 
kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. 

(2)	 Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan 
otonomi perguruan tinggi yang dalam balas-batas yang diatur dalam ketentuan 
penmdang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong 
kemandiriandalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan 
area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan 
tinggi. 

PasaI50 

(1)	 Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung 
jawab pengelolaan pendidikan. 
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(2)	 Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMPIMTslSMPLB, atau 
bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan 
pendidikan. 

(3)	 Pada satuan pendidikan SMAIMAISMALB, SMKlMAK, atau bentuk lain yang 
sederajat kepala santuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu 
minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara 
bertunrt membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan. 

Pasal 51 

(I)	 Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang 
akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidikan yang dipimpin oleh kepala 
satuan pendidikan. 

(2)	 Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang 
non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala 
satuan pendidikan. 

(3)	 Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan alas dasar prin­
sip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendi­
dikan. 

Pasal52 

(I)	 Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang : 
a.	 Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; 
b.	 Kalender pendidikanlakademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas 

satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, 
dan mingguan; 

c.	 Struktur organisasi satuan pendidikan; 
d.	 Pembagian tugas di antara pendidik; 
e.	 Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; 
f.	 Peraturan akademik; 
g.	 Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, 

tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana; 

h.	 Kode etik hubungan antara sesama warga di dalarn Iingkungan satuan 
pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat; 

i.	 Biaya operasional satuan pendidikan. 

(2)	 Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a,b,d,e,f, dan h diputuskan 
oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. 

(3)	 Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan I diputuskan oleh 
komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. 
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(4)	 Pedoman sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) butir g ditetapkan oleh kepala 
satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik 
dan komite sekolah/madrasah. 

(5)	 Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (I) butir e ditetapkan ofeh pimpinan 
satuan pendidikan. 

(6)	 Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (I) untuk pendidikan tinggi diatur ofeh 
masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal53 

(I)	 Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tabunan yang 
merupakan penjabaran rinei dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan 
yang meliputi masa 4 (empat) taboo. 

(2)	 Rencana kerja tahooan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi : 
a.	 kalender pendidikanlakademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, 

ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari Iibur; 
b.	 jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahoo pelajaran 

berikutnya; 
c.	 mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semes­

ter genap, dan semester pendek bila ada; 
d.	 penugasan pendidikan pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lain­

nya; 
e.	 buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran; 
f.	 jadwal penggunaan dan perneliharaan sarana dan prasarana pembelajaran; 
g.	 pengadaan, penggooaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai; 
h.	 program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi 

sekurang-kurangnyajenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program; 
I.	 jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidik dengan orang 

tualwali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/­
madrasah, ootuk jenjang pendidikan dasar dan menengah; 

j.	 Jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik ootuk jenjang pendi­
dikan tinggi; 

k.	 rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja 
satu taboo; 

I.	 jadwal penyusunan laporan akuntahilitas dan kinerja satuan pendidikan ootuk 
satu taboo terakhir; 

(3)	 Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimak­
sud pada ayat (I) dan (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memper­
hatikan pertirnbangan dari Komite SekolahlMadrasah. 
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(4)	 Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh 
masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

PSS8J 54 

(1)	 Pengelo1aan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan 
akuntabel. 

(2)	 Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan 
menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud 
daJam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite 
sekolah/madrasah. 

(3)	 Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi yang 
tidak sesuai dengsn rencana keJja tahunan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 52 
harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh 
masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(4)	 Pelaksanaan pengelolaan pendidikan padajenjang pendidikan dasar dan menengah 
dipertanggungjawahkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendi­
dik dan komite sekolahlmadrasah. 

(5)	 Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dipertang­
gungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada lembaga berwenang sebagai­
mana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang­
undangan yang berlaku. 

PasaJSS 

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi pelaporan, dan 
tindak lanjut hasil pengawasan. 

PSS8J 56 

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolahlmadrasah 
atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara 
teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas 
satuan pendidikan. 

PasalS7 

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan 
berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan 
pendidikan. 
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Pasal58 

(I)	 Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendi­
dikan, dan pengawus atau penilik satuan pendidikan. 

(2)	 Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan 
kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tualwali peserta didik, berisi hasil 
evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan dilakukan 
sekurang-kurangnya setiap akhir semester. 

(3)	 Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, 
berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-musing dan dilakukan sekurang­
kurangnya setiap akhir semester. 

(4)	 Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditujukan kepada komite sekolahlmadrasah 
dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi husil evaluasi dan dilakukan 
sekurang-kurangnya setiap akhir semester. 

(5)	 Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non fonnal laporan oleh pengawas atau 
penilik satuan pendidikan ditujukan kepada BupatiIWalikota melalui Dinas Kabu­
patenIKota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan 
yang bersangkutan. 

(6)	 Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawus satuan 
pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen Agama KabupatenIKota dan sa­
tuan pendidikan yang bersangkutan. 

(7)	 Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagai­
mana dimaksud pada ayat (I) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dan 
dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. 

(8)	 Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sampai 
dengan aYat (7) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu 
satuan pendidikan, tennasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemu­
kannya. 

Bagian Kedua
 
Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah
 

Pasal59 

(I)	 Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan 
memprioritaskan program : 
a wajib belajar; 
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b.	 peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan me­
nengah; 

c.	 penuntasan pemberantasan buta aksara; 
d.	 penjamin mutu palla satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah maupun masyarakat; 
e.	 peningkatan status guru sebagai profesi; 
f.	 akreditasi pendidikan; 
g.	 peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan 
h.	 pernenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. 

(2)	 Realisasi rencana keJja tahunan sebagaimana dimaksud palla ayat (I) disetujui dan 
dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau BupatifWalikota sesuai ketentuan 
perundangan-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga
 
Standar Pengelolaan oleh Pemerintah
 

Pasal60 

Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprio­
ritaskan program : 
a.	 wajib belajar; 
b.	 peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan 

tinggi; 
c.	 penuntasan pemberantasan buta aksara; 
d.	 penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh peme­

rintah maupun masyarakat; 
e.	 peningkatan status guru sebagai profesi; 
f.	 peningkatan mutu dosen; 
g.	 standarisasi pendidikan; 
h.	 akreditasi pendidikan; 
i.	 peningkatan relevansi pendidikan terballap kebutuhan lokal, nasional, dan global; 
j. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan 
k.. penjaminan mutu pendidikan nasional; 

Pasal61 

(I)	 Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang­
kurangnya satu satuan pendidikan palla jenjang pendidikan dasar dan sekurang­
kurangnya satu satuan pendidikan palla jenjang pendidikan menengab untuk 
dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertarafintemasional. 

(2)	 Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada 
jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf 
intemasional. 
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BABIX 

STANDAR PEMBIAYAAN 

PlISIII62 

(I)	 Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya per­
sonal. 

(2)	 Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi 
biaya penyediaan samoa dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan 
modal kerja tetap. 

(3)	 Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi biaya pendidikan 
yang hams dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembe­
lajaran secara teratur dan berkelanjullln. 

(4)	 Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi : 
a.	 gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat 

pada gaji, 
b.	 bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan, 
c.	 biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, 

pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, 
pajak, asuransi dan lain sebagainya. 

(5)	 Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri 
berdasarkan usulan BSNP. 

BAUX 

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 

Bagian Kesatu
 
Umum
 

PlISIIl63 

(I)	 Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : 
a.	 penilaian hasil belajar oleh pendidik; . 
b.	 Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan 
c.	 Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. 

(2)	 Penilaian pendidikan padajenjang pendidikan tinggi terdiri atas : 
a.	 Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan 
b.	 Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. 
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(3)	 Penilaian pendidikan pada jerijang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

Bagian Kedua
 
Penilaian Hasil Be/ajar oleh Pendidik
 

Pasal64 

(1)	 Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 
burir a dilakukan secara berkesinambungan untuk mernantau proses, kemajuan, 
dan perbaikan hasil dalam bentuk u/angan harlan, ulangan tengOO semester,· 
ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. 

(2)	 Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk : menilai 
pencapaian kompetensi peserta didik; bOOan penyusunan laporan kemajuan hasil 
belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran. 

(3)	 Penilaian hasil belajar kelompok mala pelajaran agama dan akhlak mulia serta 
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui : 
a.	 pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai 

perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta 
b.	 ujian, ulangan, danlatau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta 

didik. 

(4)	 Penilaian hasil belajar kelompok mala pelajaran i1mu pengetahuan dan teknologi 
diukur melalui ulangan, penugasan, danlatau bentuk lain yang sesuai dengan 
karakteristik materi yang dinilai. 

(5)	 Penilaian hasil belajar kelompok mala pelajaran estetika dilakukan melalui 
pengamatan terhadap perubOOan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan 
afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik. 

(6)	 Penilaian hasil belatar kelompok mala pelajaran jasmani, olOOraga, dan kesehatan 
dilakukan melalui : 
a pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkem­

bangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan 
b. ulangan, danlatau penugasan untuk mengukur aspek kognitifpeserta didik. 

(7)	 Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengOO BSNP menerhitkan panduan 
penilaian untuk : 
a.	 kelompok mala pelajaran agama dan akhIak mulia; 
b.	 kelompok mala pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 
c.	 kelompok mala pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 
d.	 kelompok mala pelajaran estetika; dan 
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e. kelompok mala pelajaran jasrnani, olahraga, dan kesehatan. 

Bagian Ketiga
 
Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan
 

Pasal65 

(I)	 Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
63 ayat (I) burn- b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk 
semua mats pelajaran. 

(2)	 Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mala 
pelajaran pada kelompok mala pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mala 
pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mala pelajaran estetika, 
dan kelompok mala pelajaran jasrnani, olah raga, dan kesehatan merupakan 
penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 

(3)	 Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil 
penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. 

(4)	 Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mala 
pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian 
sekolahlmadrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendi­
dikan. 

(5)	 Untuk dapat mengikuti ujian sekolah1madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sarna atsu lebih besar dari nilai 
batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mats 
pelajaran agama akhlak mulia, kelompok mats pelajaran kewarganegaraan dan 
kepribadian, kelompok mats pelajaran estetika, serta kelompok mats pelajaran 
jasrnani, olah raga, dan kesehatan. 

(6)	 Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah1madrasah diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP. 
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Bagian Keempat
 
Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah
 

Pasal66 

(1)	 Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c 
bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lu/usan secara nasiona/ pada mata 
pe/ajaran tertentu dalam kelompok mata pe/ajaran ilmu pengetahuan tekn%gi dan 
diJakukan da/am Jientuk ujian nasional. 

(2)	 Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel. 

(3)	 Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya 
dua ka/i da/am satu tahun pelajaran. 

Pasal67 

(I)	 Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang 
diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar 
dan menengah danjalur nonformal kesetaraan. 

(2)	 Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekeJja sama dengan instansi terkait 
di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 
satuan pendidikan. 

(3)	 Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 

Pasal68 

Hasil uj ian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk : 
a.	 pemetaan mutu program danlatau satuan pendidikan; 
b.	 dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; 
c.	 penentuan kelulusan peserta didik dari program danlatau satuan pendidikan; 
d.	 pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya 

untuk meningkatkan mutu pendidikan; 

Pasal69 

(1)	 Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan 
jalur nonformal kesetaraan berbak mengikuti ujian nasional dan berlJak mengu­
langinya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. 

(2)	 Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali 
ujian nasional tanpa dipungut biaya 

(3)	 Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasiona/ setelah meme­
nuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP. 
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(4)	 Peserta ujian nasional memperoleh sural keterangan hasil ujian nasional yang 
diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional. 

Pasal70 

(I)	 Pada jenjang SDIMIISDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional 
mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (IPA). 

(2)	 Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indo­
nesia, Matematika, I1mu Pengetahuan Alam (JPA), I1mu Pengetahuan Sosial 
(IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan. 

(3)	 Pada jenjang SMPlMTslSMPLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional 
mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA). 

(4)	 Pada program paket B. Ujian Nasional meneakup mata pelajaran Bahasa Indo­
nesia, Bahasa Inggris, Matematika, I1mu Pengetahuan Alam (JPA), I1mu Penge­
tahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan. 

(5)	 Pada SMAIMAISMALB atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional menca­
kup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata 
pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan. 

(6)	 Pada program paket C, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indo­
nesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi eiri khas 
program pendidikan. 

(1)	 Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional 
mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata 
pelajaran kejuruan yang menjadi eiri khas program pendidikan. 

Pasal71 

Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri. 
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(3)	 Keanggotaan BSNP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa bakti 4 
(empat) tahun. 

Pallld7S 

(I)	 BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan 
dari anggota atas dasar suara terbanyak. 

(2)	 Untuk membantu kelancaran tugasnya BSNP didukung oleh sebuah sekretariat 
yang secara ex-officio diketahui oleh pejabat Departemen yang ditunjuk oleh 
Menteri. 

(3)	 BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat ad-hoc sesuai kebutuhan. 

PllllllJ 76 

(I)	 BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantaU, dan 
mengendalikan standar nasional pendidikan. 

(2)	 Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua 
satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

(3)	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) BSNP berwe­
nang: 
a mengembangkan Standar Nasional Pendidikan; 
b.	 menyelenggarakan ujian nasional; 
c.	 memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam 

penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. 
d.	 merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. 

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 76 ayat (3), BSNP 
didukung dan berkoordinasi dengan Departemen dan departemen yang menangani 
urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di 
provinsilkabupatenlkota. 
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Bagian Kelima
 
Kelulusan
 

PIlllIII 72 

(I)	 Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan 
menengah setelah : 
a.	 menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 
b.	 memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mats 

pelajaran kelompok mats pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata 
pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan 
kesehatan; 

c.	 luIus ujian sekolahlmadrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengeta­
huan dan teknologi; dan 

d.	 lulus Ujian Nasional. 

(2)	 Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan 
yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

BABXI 

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (BSNP) 

PIlllIIJ 73 

(I)	 Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar 
nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar 
Nasional Pendidikan (BSNP). 

(2)	 BSNP berkedudukan di ibu kota wilayah Negara Republik Indonesia yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. 

(3)	 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifat mandiri dan profesional. 

PIlllIIJ74 

(I)	 Keanggotaan BSNP beljumlah gasaJ, paling sedikit II (sebelas) orang dan paling 
banyak 15 (lima belas) orang. 

(2)	 Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, 
kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan 
komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan. 
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BABXII
 

EVALUASI
 

Pasal78
 

Evaluasi pendidikan meliputi : 
a. evaluasi kinerja pendidikan yang diJakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepen­
tingan; 

b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah; 
c. evaluasi kinelja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; 
d. eValuasi kinelja pendidikan oleh Pemerintah Daerah KabupatenIKota; dan 
e. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi 

profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan; 

Passl79 

(I)	 Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir a dilakukan oleh satuan 
pendidikan pada setiap akhir semester. 

(2)	 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sekurang-kurangnya meliputi : 
a.	 tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan; 
b.	 pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstraku­

rikuler; 
c.	 hasil belajar peserta didik; dan 
d.	 realisasi anggaran; 

(3)	 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan. 

Pasal80 

(I)	 Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh Menteri 
terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang 
pendidikan tinggi secara berkala. 

(2)	 Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh menteri 
yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama terhadap pengelola, satuan, 
jalur,jenjang, danjenis pendidikan pada pendidikan keagamaan secara berkaIa. 

Passl81 

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir c dilakukan terhadap pengelola, 
satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah, serta 
pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkaIa. 
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Pll.!Illl 82 

Evaluasi sebagaimana dimaksud daIam Pasal 78 butir d dilakukan terbadap pengelola, 
satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, palla pendidikan dasar dan menengah serta 
pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala 

PasaJ83 

(I)	 Evaluasi terbadap pengelola sebagaimana dimaksud daIam Pasal 80 sampai dengan 
Pasal82 dilakukan sekurang..Jrurangnya setahun sekali. 

(2)	 Evaluasi terbadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mencakup 
sekurang..Jrurangnya; 
a Tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma 

pendidikan nasional; 
b.	 Tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap 

kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompe­
titif; 

c.	 Tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, 
dan jenis pendidikan; 

d.	 Tingkat efisiensi dan produktivitas satuan,jalur,jenjang, danjenis pendidikan; 
e.	 Tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat 

daerah. nasional, regional, dan global. 

(3)	 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan (2) dilaporkan kepada 
Menteri. 

(4)	 Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sampai dengan (3), 
Menteri melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai : 
a.	 Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap visi, misi, tujuan, dan paradig­

rna pendidikan nasional; 
b.	 Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap kebutuhan masyarakat akan 

sumberdaya manusia yang bermutu dan berdayasaing; 
c.	 Tingkat motu dan daya saing pendidikan nasional; 
d.	 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan; 
e.	 Tingkat pemerataan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan; dan 
f.	 Tingkat efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas pendidikan nasional. 

(I)	 Evaluasi dapat dilakukan oJeh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyara­
kat 

(2)	 Evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (I) secara berkala, menyeluruh, transparan, 
dan sistemik. 
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(3)	 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditujukan untuk menentukan 
pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, danlatau 
satuan pendidikan. 

(4)	 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan (2) dilakukan secara mandiri, 
independen, obyektif, dan profesional. 

(5)	 Metode dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke 
BSNP. 

Pasal85 

(I)	 Untuk mengukur dan menilai pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta 
didik, program dan/atau satuan pendidikan, masyarakat dapat membentuk lembaga 
evaluasi mandiri. 

(2)	 Kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembaga mandiri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) adalah kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi 
untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen dan mandiri. 

(3)	 Pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaporkan 
kepada Menteri. 

BABXm 

AKREDITASI 

Pasal86 

(I)	 Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk 
menentukan kelayakan program danlatau satuan pendidikan. 

(2)	 Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat pula dilakukan 
oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan 
akreditasi. 

(3)	 Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) sebagai bentuk 
akuntabilitas publikdilakukan secarn obyektif, adil, transparan, dan komprehensif 
dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasio­
nal Pendidikan. 
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Pasal87 

(I)	 Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 86 ayat (I) 
diJaksanakan oleh : 
a.	 BAN-S/M terhadap program danlatau satuan pendidikan pendidikan jalur 

fonnal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; 
b.	 BAN-PT terhadap program danlatau satuan pendidikan jenjang pendidikan 

tinggi; dan 
c.	 BAN-PNF terhadap program danlatau satuan pendidikanjalur nonfonnal. 

(2)	 Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), BAN-S/M 
dibantu oleh bOOan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur. 

(3)	 Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Menteri. 

(4)	 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) bersifat mandiri. 

(5)	 Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 

PasaI88 

(I)	 Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal86 ayat (2) dapat melakukan 
fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri. 

(2)	 Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) lembaga 
mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya: 
a.	 berbOOan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba. 
b.	 memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan. 

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 

BABXIV 

SERTIFIKASI 

Pasal89 

(I)	 Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah 
danlatau sertifikat kompetensi. 
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(2)	 Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diterbitkan oleh satuan pendidikan 
dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta 
didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. 

(3)	 Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sekurang-kurangnya berisi : 
a Identitas peserta didik; 
b.	 Pemyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian 

akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya; 
c.	 Pemyataan tentang status kelulusan peserta didik dari Ujian Nasional beserta 

daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan 
d.	 Pemyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh 

kriteria dan dinyataIcan lulus dari satuan pendidikan. 

(4)	 Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sekurang-kurangnya berisi : 
a Identitas peserta didik; 
b.	 Pemyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh 

kriteria dan dinyataIcan lulus dari satuan pendidikan. 

(5)	 SertifIkat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (\) diterbitkan oleh satuan 
pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertiflkasi mandiri yang dibentuk 
oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik 
yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. 

(6)	 Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya 
berisi : 
a.	 Identitas peserta didik; 
b.	 Pemyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi 

untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang dipersyaratkan 
dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku; 

c.	 Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh 
uji kompetensinya oleh peserta didik, beserta nilai akhimya. 

P8lIlI190 

(I)	 Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang 
setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji 
kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau 
0100 lembaga sertifikasi mandirilprofesi sesuai ketentuan yang berlaku. 

(2)	 Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan 
ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji 
kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang 
terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku. 
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BABXV 

PENJAMINAN MUTU 

Pasal91 

(I)	 Setiap satuan pendidikan pada jalur fonnal dan nonfonnal wajib melakukan 
penjaminan mutu pendidikan. 

(2)	 Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bertujuan untuk 
memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. 

(3)	 Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 
secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu 
yang memiliki target dan kerangka waktu yangjelas. 

Pasal92 

(I)	 Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penja­
minan mutu. 

(2)	 Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan 
membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu. 

(3)	 Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada 
di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atan mengatur penyeleng­
garaannya dalam melakukan penjaminan mutu. 

(4)	 Pemerintah KabupatenIKota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang 
berada di bawah kewenangannya untuk meyelenggarakan atan mengatur penye­
lenggaraannya dalam melakukan pinjaman mutu. 

(5)	 BAN-SIM, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu 
pendidikan kepada program danlatau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan 
kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

(6)	 LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan. 

(7)	 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP 
bekerja sarna dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi. 

(8)	 Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada 
semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan. 
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Passl93 

(I)	 Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepads Standar Nasional 
Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah alas dasar 
rekomendasi dari BSNP. 

(2)	 Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pads ayat (I) didasarkan pads 
penilaian khusus. 

(3)	 Pengakuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pads ayat (I) ditetapkan 
dengan Pemturan Menteri. 

BABXVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Passl94 

Pada saat mulai OOrlakunya Pemturan Pemerintah ini : 
a.	 Badan Akredilasi Sekolah Nasional (BASNAS), Badan Akredilasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN-PT), Panitia Nasional Penilaian Buku Pelajaran Nasional 
(pNPBP) masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai diOOntuknya badan 
bam OOrdasarkan Pemturan Pemerintah ini. 

b.	 Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Pemturan Peme­
rintah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun. 

c.	 Standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 OOrlaku efektif 
sepenuhnya 15 (lima OOlas) tahun sejak ditetapkannya Pemturan Pemerintah ini. 

d.	 Ujian nasional untuk peserta didik SDIMIISDLB mulai dilaksanakan 3 (tiga) tahun 
sejak ditetapkannya Pemturan Pemerintah ini. 

e.	 Penyelenggaraan ujian. nasional dilaksanakan oleh Pemerintah seOOlum BSNP 
menjalankan tugas dan wewenangnya OOrdasarkan Pemturan Pemerintah ini. 

Passl9S 

Pemturan Perundang-undangan yang terkait dengan standar nasional pendidikan pada 
saat herlakunya Pemtumn Pemerintah ini dinyatakan masih tetap herlaku sepanjang tidak 
bertentangan dan helum diganti berdasarkan Pemturan Pemerintah ini. 
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BABXVD 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal96 

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini hams 
diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Peme­
rintah ini. 

Pasal97 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Pemerintah 
ini dengan menempatkannya daJam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada Tanggal16 Mei 2005 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 
Pada Tanggal16 Mei 2005 

MENTER! HUKUM DAN HAK AZAST MANUSIA 

ttd 

HAMID AWALUDIN 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2005 

TENTANG 

STANDAR NASIONAL PENDIDlKAN 

I. VMUM 

POOa hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nilsional mempu­
nyai fungsi : (l) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengem­
bangan potensi diri. Pendidikan dihacapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRJ), memberi kesempatan yang 
sarna bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan 
memoogkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimili­
kinya secara optimal. 

Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahoo 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan 
reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-oodang tersebut memuat visi, misi, 
fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta slrategi pembangunan pendidikan 
nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan 
masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global. 

Visi pendidikan nasional OOalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pra­
nata sosial yang kuat dan berwibawa ootuk memberdayakan semua warga negara 
Indonesia agar berkembang menjOOi manusia yang berkualitas sehingga mampu 
dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan 
nasional adalah : (I) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan 
memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) 
meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasionaJ, 
regional, dan intemasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan 
kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi 
pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sarnpai akhir hayat 
dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan 
masukan dan kualitas proses pendidikan ootuk mengoptimalkan pembentukan 
kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas 
lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, 
pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan 
global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendi­
dikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
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Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut di atas, refonnasi 
pendidikan meliputi hal-hal berikut : 

Pertama; penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembuda­
yaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana 
dalam proses tersebut harns ada pendidikan yang memberikan keteladaan dan 
mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas 
peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses 
pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma 
pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransfonnasikan 
pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma pembelajaran yang 
memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan 
potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecer­
dasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibu­
tuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Kedua; adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma 
manusia sebagai sumberdaya pembangunan, menjadi paradigma manusia sebagai 
subjek pembangunan secara utuh. Pendidikan harns mampu membentuk manusia 
seutuhnya yang digambarkan sebagai manusia yang memiliki karakteristik. 
personal yang memahami dinamika psikososial dan Iingkungan kulturaI. Proses 
pendidikan harns mencakup: (I) penumbuhkembangan keimanan, ketakwaan; (2) 
pengembangan wawasan kebangsaan, kenegaraan, demokrasi dan kepribadian; (3) 
penguasaan i1mu pengetahuan dan teknologi; (4) pengembangan, penghayatan, 
apresiasi dan ekspresi seni; serta (5) pembentukan manusia yang sehat jasmani 
dan rohani. Proses pembentukan manusia di atas pada hakekatnya merupakan 
proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang 
hayat. 

Ketiga; adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi 
dengan lingkungan sosial kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan 
individu sebagai pribadi dan anggOla masyarakat mandiri yang berbudaya. Hal ini 
sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual 
peserta didik di dalam memahami sesuatu, mulai dari tahapan paling sederhana 
danbersifat ekstemal, yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan 
kulturalnya. 

Keempat; Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan 
nasional, diperJukan suatu acuan dasar (benchmark) oJeh setiap penyelenggara dan 
satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai 
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aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria 
dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan: 
(I) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; (2) proses 
pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi mendorong kreativitas, dan 
dialogis; (3) hasil pendidikan yang bennutu dan terukur; (4) berkembangnya 
profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan 
prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik 
secara optimal; (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan 
satuan pendidikan; dan (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang 
berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. 

Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang 
dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan 
agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang 
bennutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai 
perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik 
dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. 

Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendi­
dikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengem­
bangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan 
programnya. Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk 
memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang 
pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai 
dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi. 
Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonfonnal 
hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada 
masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonfonnal yang memiliki 
karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuh­
nya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan kele­
luasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan 
keluarga dan masyarakat. Oleh brena itu, standar nasional pendidikan pada jalur 
pendidikan infonnal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan 
kompetensi peserta didik saja. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I
 
CukupJelas
 

Pasal2
 
CukupJelas
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PasaI3 
Pendidikan nasional yang bennutu diarahkan untuk pengembangan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Pasal4 
Cukup Jelas. 

Pasa15 
Cukup Jelas. 

Pasal6 
Ayat (I) 

Yang dimaksud pendidikan umum meliputi SDlMIlpaket A, SMPlMfsl 
Paket B, dan SMAIMAlPaket C atau bentuk lain yang sederajat. 

Yang dimaksud pendidikan kejuruan meliputi SMKIMAK atau bentuk 
lain yang sedemjat. 

Yang dimaksud pendidikan khusus meliputi SDLB, SMPLB, dan 
SMALB atau bentuk lain yang sedemjat. 

Pelaksanaan semua kelompok mata pelajaran disesuaikan dengan 
tingkat perkembangan fis.ik dan psikologis peserta didik. 

Ayat (1) butir a 
Yang dimaksud dengan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak 
mulia tennasuk di dalamnya muatan akhlak mulia yang merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk 
membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia 
mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari 
pendidikan agama. 

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SDIMIISDLBI 
Paket A, SMPlMTslSMPLBlPaket B, SMAIMAISMALBlPaket C, 
SMKIMAK, atau bentuk lain yang sedemjat dimaksudkan untuk pe­
ningkatan potensi spiritual. Peningkatan potensi spiritual dalam 
kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia mencakup penge­
nalan, pemahaman, serta pengarnalan nilai-nilai tersebut dalam 
kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakat. Peningkatan 
potensi spiritual tersebut pada akhimya bertujuan pada optimalisasi ber­
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bagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencenninkan 
harkat dan martabatnya sebagai makluk Tuhan. 

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia untuk MA atau 
bentuk lain yang sederajat, dapat dimasukkan dalam kelompok mata 
pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Ayat (1) butir b 
Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SOl 
MI/SOLB/Paket A, SMPlMTs/SMPLB/Paket B, SMNMAISMALBI 
Paket C, SMKIMAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan un­
tuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, 
dan kewajibannya dalam kehidupan bennasyarakat. berbangsa, dan 
bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. 

Kesadaran dan wawasan dalam bennasyarakat. berbangsa, dan berne­
gara mencakup upaya pendidikan URtuk pembentukan pribadi yang 
unggul secara individual, dan pembudayaan serta pembentukan masya­
rakat madani. 

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan 
patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, 
kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, 
demokrasi tanggungjawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan 
membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi dan 
nepotisme. 

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta Kelompok 
mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SDIM1/SDLBI 
Paket A, SMPlMTs/SMPLB/Paket B, SMAIMA/SMALB/Paket C, 
SMKIMAK., atau bentuk lain yang sederajat diamalkan sehari-hari oleh 
peserta didik di dalam dan di luar sekolah, dengan contoh pengamalan 
diberikan oleh setiap pendidik dalam interaksi sosialnya di dalam dan 
luar sekolah, serta dikembangkan menjadi bagian dari budaya sekolah. 

Muatan bahasa mencakup antara lain penanaman kemahiran berbahasa 
dan apresiasi terhadap karya sastra. Untuk menanarnkan apresiasi terha­
dap karya sastra Indonesia, BSNP menetapkan karya-karya sastra 
Indonesia unggulan yang wajib dipelajari oleh peserta didik pada setiap 
jenjang pendidikan. 

Ayat (1) butir c 
Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SDIMI/ 
Paket A atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk mengenal, 
menyikapi dan mengapresiasi i1mu pengetahuan dan teknologi, serta 

POPRJN.. l' T_1OO5 
T....,.~NIISltHuIJP-",dih. 47 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41507.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, 
kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 
teknologi pada SMPlMTslSMPLBlPaket B atau bentuk lain yang 
sederajat dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah seeara 
kritis, kreatif dan mandiri. 

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahauan dan teknologi pada SMKI 
MAK atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk menerapkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi membentuk kompetensi kecakapan, 
dan kemandirian keJja. 

Ayat (I) butir d 
Kelompok mata pelajaran estetika pada SDlMT/SDLBlPaket A, SMPI 
MTslSMPLBlPaketB, SMAlMA/S~BlPaketC,S~,atau 

bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan sensi­
tifitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresikan 
dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. 

Kemampuan mengapresiasi dan kemampuan mengekspresikan keindah­
an serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi baik dalam kehi­
dupan individual sehingga mampu menikmati dan menyukuri hidup, 
maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu mencip­
takan kebersamaan yang harmonis. 

Ayat (I) butir e 
Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SDI 
MIlSDLBlPaket A atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk 
meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportifitas dan kesadaran 
hidup sehat. 

Kelompok mata pelajaranjasmani, olah raga, dan kesehatan pada SMPI 
MTslSMPLBlPaket B atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan 
untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportifitas dan 
kesadaran hidup sehat. 

Kelompok mata pelajaran jasmani, 91ah raga, dan kesehatan pada SMAI 
MAlSMALBlPaket C atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan 
untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, 
disiplin, kelja sarna, dan hidup sehat. 

Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat 
yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan 
seperti keterbebasan dati perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, 
HIVIAIDS, deman berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial 
untuk mewabah. 
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Ayat (2)
 
Cukup Jelas.
 

Ayat (3)
 
Cukup Jelas.
 

Ayat (4) 
Pelaksanaan pendidikan secara holistik dimaksudkan bahwa proses 
pembelajaran antar kelompok mata pelajaran bersifat terpadu dalam 
mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. 

Ayat (5)
 
Cukup Jelas.
 

Ayat (6)
 
Cukup Jelas.
 

Pasal7
 
Ayat (I)
 

Cukup Jelas.
 

Ayat (2)
 
Cukup Jelas.
 

Ayat (3)
 
Cukup Jelas.
 

Ayat (4)
 
Cukup Jelas.
 

Ayat (5) 
I1mu pengetahuan alam sekurang-kurangnya terdiri atas fisika, kimia, 
dan biologi. 
I1mu pengetahuan sosial sekurang-kurangnya terdiri atas ketatanegara­
an, ekonomika, sosiologi, antropologi, sejarah, dan geografi. 

Ayat (6) 
llmu pengetahuan alam dipilih dari muatan danlatau kegiatan fisika, 
kimia, atau biologi yang disesuaikan dengan program kejuruan masing­
masing. 
Ilmu pengetahuan sosial dipilih dari muatan dan/atau kegiatan ketatane­
garaan, ekonomika, sejarah, sosiologi, antropologi, atau geografi yang 
disesuaikan dengan program kejuruan masing-masing. 

Ayat (7)
 
Cukup Jelas.
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Ayat (8)
 
Cukup Jelas.
 

Pasal9 
Ayat (I) 

Dalam mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, pergu­
man tinggi melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan 
kelompok ahli yang relevan, misalnya, di bidang kedokteran melibatkan 
departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan 
dan Konsil Kedokteran Indonesia. 

Ayat (2) 
Pendidjkan agarna, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa hanya dia­
jarkan pads program sarjana dan diploma. 

Ayat (3) 
Mata kuliah statistika dan matematika dimaksudkan untuk memberikan 
dasar-dasar pemahaman dan penerapan metode kuantitatif yang 
peJaksanakannya disesuaikan dengan kebutuhan program studi yang 
bersangkutan. 

Untuk program studi tertentu mata kuliah matematika dapat diganti 
dengan mata kuliah logika. 

Ayat (4)
 
Cukup Jelas.
 

Pasal 10
 
Cukup Jelas.
 

Pasal II 
Ayat (I) 

Pemerintah danlatau pemerintah daerah memfasilitasi satuan pendidikan 
yang berupaya menerapkan sistem satuan kredit semester karena sistem 
ini lebih mengakomodasikan bakat, minat, dan kemampuan peserta 
didik. Dengan diperlakukannya sistem ini maka satuan pendidikan tidak 
perlu mengadakan program pengayaan karena sudah tercakup (built in) 
dalam sistem ini. 

Ayat (2) dan Ayat (3) 
Dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, maka Pemerin­
tah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolahlmadrasah menjadi 
sekolahlmadrasah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional 
Pendidikan dan sekolahlmadrasah yang belum memenuhi Standar 
Nasional Pendidikan . Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah mengka­
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tegorikan sekolahlmadrasah yang telah memenubi atau hampir meme­
nubi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori mandiri, dan seko­

.	 lahlJiJadrasah yang belum memenubi Standar Nasional Pendidikan ke 
dalam kategori standar. Berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumber­
daya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk mem­
bantu sekolahlmadrasah yang masih dalam kategori standar untuk bisa 
meningkatkan diri menuju kategori mandiri. Terhadap sekolahlmadra­
sah yang telah masuk dalam kategori mandiri, Pemerintah mendorong­
nya untuk secara bertahap mencapai tamf intemasional. Terkait dengan 
penuntasan wajib belajar, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendu­
kung penyelenggaraan wajib belajar sesuai dengan ketentuan Undang­
undang Sisdiknas terlepas dari apakah sekolahlmadrasah termasuk da­
lam kategori mandiri atau standar. 

Pemerintah mendorong dan memfasilitasi diberlakukannya sistem satu­

an kredit semester (SKS) karena kelebihan sistem ini sebagaimana
 
dijelaskan dalam penjelasan ayat (I).
 
Terkait dengan itu SMPlMTslSMPLB atau bentuk lain yang sederajat,
 
dan SMAIMA/SMLB, SMKlMAK, atau bentuk lain yang sederajat
 
dapat menerapkan sistem SKS. Khusus untuk SMA/MAlSMLB, SMKI­

MAK, atau bentuk lain yang sederajat yang berkategori mandiri harus
 
menerapkan sistem SKS jika menghendaki telap berada pada kategori
 
mandiri.
 

Ayat (4)
 
Cukup lelas.
 

Pasal12
 
Cukup lelas.
 

Pasall3
 
CUkup lelas.
 

Pasal 14
 
Cukup lelas.
 

PasaI15
 
Cukup lelas.
 

PasaII6
 
Cukup lelas.
 

Pasal17
 
Cukup lelas.
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Pasal18 
Ayat (I) 

Untuk. pendidikan tinggi kalender pendidikan disebut kalender aka­
dernik. 

Ayat (2)
 
Cukup Jelas.
 

Ayat (3)
 
Cukup lelas.
 

Pasal19
 
Cukup Jelas.
 

Pasal20
 
Cukup Jelas.
 

Pasal21
 
Cukup Jelas.
 

Pasal22 
Ayat (I) 

Penilaian hasil pembelajaran mencakup aspek kognitif, psikomotorik, 
danJatau afektifsesuai dengan karakteristik mata pelajaran. 

Ayat (2) 
Ketentuan pads ayat ini tidak menutup kemungkinan penggunaan teknik 
penilaian yang lain sesuai dengan karakteristik basil pembelajaran dan 
kompetensi yang hams dikuasai peserta didik. 

Ayat (3) 
Observasi dimaksudkan uotuk mengukur perubahan sikap dan perilaku 
peserta didik sebagai indikasi dari keberhasilan pembelajaran dalam 
aspek afektif dan psikomotorik. 

Pasal23
 
Cukup lelas.
 

Pasal24
 
Cukup Jelas.
 

Pasal25
 
Cukup Jelas.
 

Pasal26
 
Cukup Jelas.
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Pasal27
 
Ayat(J)
 

Cukup Jelas.
 

Ayat (2) 
Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi dikembangkan oleh 
rnasing-masing perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik program 
studi akademik, vokasi dan profesi. 

Pasal28 
Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan pendidik pada ketentuan ini adalah tenaga 
kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, 
dosen, konselor, pamong, pamong beJajar, widyaiswara, tutor, instruk­
tur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta 
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran (learning 
agent) pada ketentuan ini adalah peran pendidik antara lain sebagai 
fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi beJajar bagi peserta 
didik. 

Ayat (2)
 
Cukup Jelas.
 

Ayat (3) 
Butir a: 

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemam­
puan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pema­
haman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 
pembelajaran, evaluasi hasH belajar, dan pengembangan peserta 
didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimi­
likinya. 

Butir b; 
Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adaJah kemam­
puan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwiba­
wa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan beraklak mulia. 

Butir c ; 
Yang dimaksud dengan kompetensi profesionaJ adaIah kemam­
puan penguasaan rnateri pembelajaran secara luas dan mendalam 
yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi . 
standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional 
Pendidikan. 
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Butir d: 
Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan 
pendidikan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi 
dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 
tenaga kependidikan, orang tualwali peserta didik, dan masyarakat 
sekitar. 

Ayat (4)
 
Cukup Jelas.
 

Ayat (5)
 
Cukup Jelas.
 

Pasal29 
Standar kualifikasi pendidik sebagaimana diatur dalam pasal ini diterapkan 
secara bertahap. BSNP menetapkan pentahapannya untuk rnasing-masing 
jenjang pendidikan. Dalam menetapkan pentahapan tersebut BNSP mem­
perhatikan pertimbangan dari Menteri. 

Pasal30
 
CUkup Jelas.
 

Pasal31
 
CUkup Jelas.
 

Pasal32
 
Cukup Jelas.
 

Pasal33
 
Cukup Jelas.
 

Pasal34
 
Cukup Jelas.
 

Pasal35
 
Cukup Jelas.
 

Pasal36
 
CUkup Jelas.
 

Pasal37
 
Cukup Jelas.
 

Pasal38
 
Cukup Jelas.
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PasaI39
 
Cukup Jelas.
 

Pasal40
 
Cukup Jelas.
 

Pasal41
 
Cukup Jelas.
 

Pasal42 
Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan sumber belajar lainnya antara lain journal, 
majalah, artikel, website, dan compact disk. 

Ayat (2)
 
Cukup Jelas.
 

Pasal43
 
Cukup Jelas.
 

Pasal44
 
Cukup Je/as.
 

Pasal45
 
Cukup Jelas.
 

Pasal46
 
Cukup Jelas.
 

Pasal47
 
Cukup Jelas.
 

Pasal48
 
Cukup Jelas.
 

Pasal49 
Ayat (I) 

Pengelolaan satuan pendidikan meliputi perencanaan program, penyu­
sunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, 
pendayagunaan pendidikan dan tenaga kependidikan, pengelolaan 
sarana dan prasarana pendidikan, penilaian hasil belajar, dan penga­
wasan. 

Pasal53
 
Ayat (I)
 

Cukup Jelas.
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Ayat (2)
 
Cukup Jelas.
 

Pasal 50
 
Cukup Jelas.
 

Pasal51 
Ayat (I) 

Anggota Dewan Pendidik terdiri atas para pimpinan satuan pendidikan 
dan semua pendidik tetap. 
Pimpinan satuan pendidikan terdiri alas kepala sekolahlmOOrasah dan 
wakil kepala sekolah. 

Ayat (2)
 
Cukup Jelas.
 

Ayat (3) 
Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka dewan pendidik 
danlatau komite sekolahlmOOrasah menyerahkan pengambilan kepu­
tusan yang bersangkutan kepada lembaga berwenang diatasnya. Dalam 
hal sekolahlmOOrasah yang bersangkutan merupakan satuan pendidikan 
negeri, maka lembaga yang berwenang OOalah dinas kabupatenlkota. 
Dalam hal sekolahlmadrasah yang bersangkutan merupakan satuan 
pendidikan swasta, maka lembaga yang berwenang adalah bOOan hukum 
yang menjOOi penyelenggara satuan pendidikan dimaksud. 

Pasal52
 
Cukup Jelas.
 

Pasal53
 
Ayat (1)
 
Cukup Jelas
 

Ayat (2)
 
butir a:
 

Cukup Jelas.
 
butir b:
 

Cukup Jelas.
 
butir c :
 

Cukup Jelas.
 
butir d :
 

Cukup Jelas.
 
butir e :
 

Cukup Jelas.
 
butir f:
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Cukup lelas. 
butir g : 

Cukup lelas. 
butir h : 

Cukup lelas. 
butir i : 

Cukup lelas. 
butir j : 

Cukup lelss. 
butir k : 

RAPBS harns bersifat komprehensif yang meliputi sumber dan 
a10kasi penggunaan biaya untuk satu tahun yang secara akuntabel 
dan transparan diketahui oleh orang tualwali peserta didik. 

butir I :
 
Cukup lelas.
 

Ayat (3)
 
Cukup lelas.
 

Ayat (4)
 
Cukup lelas.
 

Pasal54
 
Cukup lelas.
 

Pasal55
 
Cukup lelas.
 

Pasal56
 
Cukup lelas.
 

Pasal57 
Yang dimaksud dengan supervisi manajerial meliputi aspek pengelolaan dan 
adrninistrasi satuan pendidikan. 
Yang dimaksud dengan supervisi akademik meliputi aspek aspek pelaksanaan 
proses pembelajaran. 

Pasal58
 
Ayat (I)
 

Cukup lelas.
 
Ayat (2)
 

Cukup lelas.
 
Ayat (3)
 

Cukup lelas.
 

Ayat (4) 
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Yang dimaksud dengan pihak terkait antara lain perangkat daernh atau 
instansi yang menangani urusan pendidikan di kabupatenJkota. 

Ayat (5) 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Ayat (7) 
Cukup Jelas. 

Ayat (8) 
Cukup Jelas. 

Pasal59
 
Cukup Jelas.
 

Pasal60
 
Cukup Jelas.
 

Pasal61
 
Cukup Jelas.
 

Pasal62
 
Cukup Jelas.
 
Ayat (I)
 

Cukup Jelas.
 
Ayat (2)
 

Cukup Jelas.
 
Ayat (3) 

Yang tennasuk biaya personal peserta didik antara lain pakaian, tran­
spor, buku pribadi, konsumsi akomodasi dan biaya pribadi lainnya. 

Ayat (4)
 
Cukup Jelas.
 

Ayat (5)
 
Cukup Jelas.
 

Pasal64
 
Cukup Jelas.
 

Pasal65
 
Cukup Jelas.
 

Pasal66 
Ayat (I) 

Ujian nasional mengukur kompetensi peserta didik dalam kelompok 
mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menilai 
pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh peserta didik, satuan 
pendidikan, danlatau program pendidikan. 
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Ayat (2)
 
Cukup Jelas.
 

Ayat (3) 
Hasil ujian nasional dapat dibandingkan baik antar satuan pendidikan, 
antara daerah, maupun antar waktu untuk pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional. 

Pasal67
 
Ayat (I)
 

Cukup Jelas.
 

Ayat (2)
 
Cukup Jelas.
 

Ayat (3) 
BSNP melakukan evaluasi penyelenggaraan uj ian nasionaI dan dapat 
mengusulkan hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Menteri. 

PasaI68
 
Butir a
 

Cukup Jelas.
 

Butir b 
Hasil ujian nasional dijadikan sebagai salah satu dasar seleksi untuk 
melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Satuan pendidikan dapat 
melakukan seleksi dengan menggunakan instrwnen seleksi yang 
materinya tidak diujikan dalam Ujian Nasional, misalnya tes bakat 
skolastik, tes intelegensi, tes minat, tes bakat, tes kesehatan, atau tes 
lainnya sesuai dengan Kriteria pada satuan pendidikan tersebut. 

Butirc
 
Cukup Jelas.
 

Butir d
 
Cukup Jelas.
 

Pasal69
 
Ayat (I)
 

Cukup Jelas.
 

Ayat (2)
 
Cukup Jelas.
 

Ayat (3)
 
Cukup Jelas.
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Ayat (4)
 
Surat keterangan hasil ujian nasional sekurang-kurangnya berisi :
 
a. Identitas peserta didik; 
b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menem­

puh Ujian Nasional; 
c. Tanggal dan satuan pendidikan di mana Ujian Nasional telah 

ditempuh oleh peserta didik; 
d. Nilai Ujian Nasional untuk setiap mata pelajaran yang diujikan; 

dan 
e. Status kelulusan Ujian Nasional, untuk jenjang SMP/SMPLB/ 

MTs atau bentuk lain yang sederajat, SMA/SMALBIMA atau 
bentuk lain yang sederajat, dan SMKIMAK atau bentuk lain yang 
sederajat. 

PasaI70 
Cukup ]elas. 

PasaJ 71 
CUkup ]elas. 

Pasal72 
Ayat (I) 

Cukup ]elas. 

Ayat (2) 
Dalam mengembangkan kriteria kelulusan, BSNP mempertimbangkan 
keragaman mutu pendidikan secara nasional dan/atau tolok ukur (bench­
mark) yang bersifat regional maupun intemasional. 

Kriteria kelulusan peserta didik yang dikembangkan oleh BSNP tidak 
menghambat penuntasan program wajib belajar. 

Pasal73 
Cukup ]elas. 

Pasal74 
Cukup ]elas. 

Pasal75 
Ayat (I) 

Cukup ]elas. 
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Ayat (2) 
Menteri menunjuk pejabat yang bertanggungjawab sebagai ketua sekre­
tariat BSNP yang melaksanakan pengelolaan ketenagaan, sarana dan 
prasarana, serta administrasi dan keuangan untuk dapat mendukung 
pelaksanaan tugas BSNP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berJaku. 

Ayat (3) 
Penunjukan tim ahli didasarkan atas keahlian yang relevan dengan bi· 
dang yang dikembangkan yang berasal dari asosiasi profesi tenaga ahli 
yang direkomendasikan oleh instansi pemerintah terkait dan lainnya. 
Misalnya, pengembangan kompetensi lulusan SMK di bidang pelayaran 
melibatkan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang 
perhubungan; pengembangan kompetensi lulusan SMK di bidang 
pariwisata melibatkan ahli dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia 
(pHRl) dan asosiasi jasa travel; pengembangan kompetensi lulusan 
SMK di bidang kesehatan melibatkan unsur profesi bidang kesehatan 
dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang kese­
hatan. 

PasaI76
 
Cukup Jelas.
 

Pasal77
 
Cukup Jelas.
 

PasaI78
 
Cukup Jelas.
 

Pasal79
 
Cukup Jelas.
 

PasaI80
 
Cukup Jelas.
 

Pasal81
 
Cukup Jelas.
 

Pasal82
 
Cukup Jelas.
 

Pasal83
 
Cukup Jelas.
 

Pasal84
 
Cukup Jelas.
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Pasal85
 
Ayat (I)
 

Cukup Jelas.
 

Ayat (2) 
Contoh dari kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi tersebut 
adalah organisasi profesi berbadan hukum yang diakui oleh Pemerintah. 

Ayat (3)
 
Cukup Jelas.
 

Pasal87
 
Cukup Jelas.
 

Pasal88
 
Cukup Jelas.
 

Pasal 89
 
Cukup Jelas.
 

Pasal90
 
Cukup Jelas.
 

Pasal9l 
Ayat (I) 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong dan membantu satuan 
pendidikan formal dalam melakukan penjaminan mutu (quality assu­
rance) agar memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, 
sehingga dapat dikategorikan ke dalam kategori mandiri. 

Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan 
dalam penjaminan mutu lebih diprioritaskan pada satuan pendidikan 
formal dan nonformal yang menyelenggarakan program wajib belajar 
dan satuan pendidikan formal yang masih berada pada kategori standar. 

Dalam rangka lOOih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan 
yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan 
pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal. 

Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arab pendidikan 
yang berdaya saing pada tingkat global, Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah memberikan perhatian khusus pada satuan pendidikan tertentu 
yang berkategori mandiri dan berorientasi untuk bertaraf intemasional. 
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Ayat (2)
 
Culrup Jelas.
 

Ayat (3)
 
Culrup Jelas.
 

Pasal92 
Cukup Jelas. 

Pasal93 
Cukup Jelas. 

Pasal94 
Butir a: 

Cukup Jelas. 

Butir b:
 
Cukup Jelas.
 

Butir c: 
Sebelum standar kualifikasi akademik berlaku efektif, BSNP mengem­
bangkan standar antara yang secara bertahap menuju pencapaian standar 
kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada PasaJ 29 Peraturan 
Pemerintah ini. 

Butird:
 
Cukup Jelas.
 

Butir e:
 
Cukup Jelas.
 

PasaI95 
Culrup Jelas. 

PasaJ % 
Cukup Jelas. 
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Pasal97
 
Cukup Jelas.
 

TAMBAHAN LEMBARANNEGARA REPUBUK rNDONESIA NOMOR 4496 
9.	 Stamlar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat 
satuan pendidikan, kabupatenlkota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi 
dan ePfektivitas penyelenggaraan pendidikan. 
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ABSTRAK
 

Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini
 
(PAUD)
 

Di Kecamatan Sintang
 

KIAM 
NIM ; 015743618
 

Universitas Terbuka
 

Penyelenggaraan PAUD non formal memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah 
satunya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memenuhi 
kebutuhan jasmani dan rohani serta mengembangkan bakat-bakatnya secara 
optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (I) proses 
implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada PAUD di 
Kabupaten Sintang (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 
program pendidikan non formal pada PAUD di Kabupaten Sintang. 
Penelitian ini di laksanakan di PAUD Insan Mulia, PAUD Taman Ceria dan 
PAUD Pelita Hati yang berada di Kecamatan Sintang pelajaran 2012/2013. 
HasH penelitian diketahui, proses implementasi kebijakan program pendidikan 
non formal pada PAUD di Kecamatan Sintang belum beIjaian dengan baik, hal ini 
dikarenakan rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan PAUD. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program adalah: tenaga pendidik 
dan kependidikan belum memiliki kualifikasi, sarana dan prasara masih kurang, 
agar komunikasi beJjalan lancar maka seharusnya ada instansi koordinator seluruh 
pembangunan PAUD. 

Kata K_ci: Implementasi,Pendidikan Non Formal,PAUD 
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BUPATI SINTANG··
 

PERATURAN BUPATI SINTANG 
NOMOR 3ij TAHUN 2009 

\ 
TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA .KERJA DINAS PENDIDIKAN 
KABUPATEN SINTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAn SINTANG, 
, 

Menimbang ct.	 Bahwa sesuai dengan kelenluan Pasal 64 ~eraluran Oaerah Kabupale'l Sinlano 
Nomor 2 Tahun 2008 lenlang Susunan Organisasi Perangkal Oael3h Kabupalen 
Sinlang, maka dipandang perlu penjabaran ,mengenai Tugas, Fungsi dan Tala 
Kerja Dinas Pendidikan Kabupalen Sinlang; , 

b.	 bahwa sehubungan dengan maksud lersebut pada huruf a di alas. se,la unluk 
lebill meningkalkan elisiensi, eleklivilas dan profesionalisme ~paralur Pemerinlah 
Daefah dalam menjalankan lugas dan lungsi pelayanan masyarakal. m;;ka perlu 
rJiiabarkan dan rlisusun berdasarkan lala keria Dinas Pendidikan Kabupalen; 

c.	 bahwa unluk melaksanakan maksud huruf a dan b lersebul di alas, dipandang 
Derlll rnnnnlapk.on Suslln.1n Organisasi dan Tala Keria Dinas Pendidlkan 
Kahupalen Sinlang dengan Peraluran Bupali. 

I. UlHlang-Undanq Nomor ?I Tahlln 1959 Inn lang penetapan Undang-Undann 
DannaI Nomor 3 T.1llUn 1953 leo lang Pembenlukan Daerah Tingkal /I Oi 
KalimilOl.1n (Lembaran Negala Rcpublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Seb3gai 
Undang-Undang (Lemba/an Negara Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lemharan 
Negara Republik Indonesiil Nomor 1B20); 

I.	 Undilng-Undang Nomor 8 Tahun 1974 lenfang Pokok-pokok KelJilgawaian 
(Lemb~ran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tarnhahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana lelah dlubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 T~hun 1999 (Lernbaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia NomOI 3090)·, 

J	 Undang-Undan\] Nomor 25 Tal1un 1999 Icnlang Penyelenggara Negara Yang 
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepolisrne (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); , 

~. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan Negal3 (Lembalan 
Negara Repubfik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnhahan Lernbatan Negara 

---------__JJR'l!Joo1lJuthjhl'ikiklcloJddoanoesia Nomor 4286): 
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5.	 Undang-Umlang Nomor I Tallun 2004 len/ang Perbendaharaan Negara 
(Lemoaran Negara Republik Indonesia Tallun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

6.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lenlang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

. .• 
7.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 lentang Pemeriksaan, Pengelot3an Dan 

Tanggung Jamb Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur.. 
2004 Nomor 665, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
!crakllit dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerall 
Kabupalen Sinlang Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah abupaten 
Sinlang NomoI 4044); _ 

9.	 Undang-Undang Nomor 33 Tallun 2004 tentang Pcrimbangan Kcuangan Anlara 
Pemerinlah Pusal Dan Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Repu!)lik 
Indonesia Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

10.	 Peraluran Pemerinlah Nomor 9 Tallun 2003 [cn[ang Wewenang PenQangkalan, 
Pemindahan Dan Pemberhenlian Pegawai Neger! Sipil (lembaran Negara Tahun 
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

11.	 Peraturan Pemerinlah Nomer 58 Tahun 2005 [enlang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia No'mor 4578); 

12.	 Peraluran Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 lenlang Pedoman Pembinaan Dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pcmerinlahan Daerah (Lembaran Negara r.epublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

13.	 Peraluran Pemerinlah Nomor 30 Tallun 2007 /enlang Pembagian Urusan 
Pemerinlalln An/ara Pemerinlah, Pemerinlahan Dacrah Provinsi, uan 
Pemcrin/allan Daerah Kabupa/en/Kola (Lembaran Negara Republik Jndone~ia 

Tahun Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14.	 PeralUran Pemerinlah Nomor 41 Tahun 2007 lentang Organisasi Perangka/ 
Daerall (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

i Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);"
I 

l 
I 15. Peraturan Dacrah Kabupalen Sinlang Nomor 1 Tallun 2008 tenlang Urusan 

Pemerinlahan Daerah Kabupalen Sinlang (Lembaran Daerall Kabupalen Sintang I 

Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen Sinlang Nomor 
I 1): 
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I 
-J­

16.	 Pcraluran Daerah Kabupaten Sinlang Nomor 2 Tahun 2006 lenlang Organisasi 
Perangkal Daerah Pemerlntah Kabupalen Sinlang (Lembaran Daerah Kabupalen 
Sintang Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Qaerah Kabupalen Sintang 
Nomor 2); . 

MEMUTUSKAN : 
, 

Menetapkan PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG SU$UNANOR@.NISASI DAN TATA KERJA 
DINAS PENDIDIKAN KABLIPATEN SINTANG 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraluran Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Kabupalen Sinlang; 
2.	 Pemerinlahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerinlahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 

menurul asas otonomi dan azas lugas pembantuan dengan prinsip olonomi seluas-Iuasnya dalam sysl~m 

dan prinsip Negara Kesaluan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3.	 Pemerinlah Dacmh adalah Bupali dan Pcrangkal Dacmh scbagai unsur pcnyelcnggafJ Pemerinlahan 
Daerah; 

4.	 Bupali adalah Bupali Sinlang; 
5.	 Organisasi Perangkal Daerah adalah Organisasi Perangkal Daerah dilingkungan Pemerinlah Daerah 

Kabupaten Sinlang; 
6.	 Sekretaris Daerah adalah adalah Sekrclaris Daerah Kabupaten Sintang; 

7.	 Dinas Daerah adalah Dinas dilingkungan Unsur Pelaksana Pemerinlah Kabupalen Sinlang; 
o Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupalen Sinlang; 

I 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang; 
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjulnya disingkal UPT adalah Unsur Pelaksana Operas/onal Dinasllembaga 

Teknis Daerah Kabupalen Sinlang; , .' 

11. Kelompok Jabalan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diber; lugas, wewenang, 
langgung jawab dan hak secara penuh oleh pejabal yang berwenang unluk melaksanakan kegiatan sesuai 
dengan profesinya dalam rangka mClldukulig kelallcaran Jugas Pemcrinlallan. 

BAB II
 
PEMBENTUKAN
 

Pasal 2
 

Dengan Peraluran Bupali ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tala Kerja Dinas Pendidikan Kabupalen Sinlang 
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BAB III
 
SUSUNAN ORGANISASI
 

PasJI 3
 

(1)	 Susunan Organisasi Dinas Pcndidikiln. Icrdiri dari: 
a.	 Kepala; 

b.	 Sekrelarial, lerdiri dart 
1) Sub Bagian Keuangan dan Program; 
2) Sub Bagian Aparatur dan Umum; 
3) SUb Bagian Perlengkapan; 

c.	 Bidang Pcndidikan Dasar, terdiri dari: 
1) Seksi Kurikulum Pendidikan TK, SO dan SLB; 
2) Seksi Tenaga Tcknis TK. SD dan SLB; 
3) Seksi Seni Budaya dan olahraga TK. SO dan SLB; 

d.	 Bidang Pendidlkan Menengah dan Tinggi, terdlri dari: 
1) Seksi Kurikulum Pendidikan SMP. SLTA dan Pcrguruan Tinggi; 
2) Seksi Tenaga Teknis SMP, SlTA dan Perguruan linggi; 
3) Seksi Sen! Budaya dan olahraga SMP, SLTA. SMK dan Perguruan Tinggi; 

e.	 Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan. terdiri dari: 
1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK. SO dan SlB; 
2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP; 

~ _. 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SlTA. SMK dan Perguruan Tinggi; 
. '" 

f.	 Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, lerdiri dari: 
1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Keselaraan; 
2) Seksi Pendidikan Masyarakat. Kursus-kursus dan Kelembagaan; 

g.	 Unil Pel,lksana Teknis Dinas (UPTD); 

h. Kclompok Jabalan Fungsional; . 
(2) Bagan SusunJn Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan ini, 

yang merupakan bagian yang lidak lerpisahkan dari Pcraluran ini. 

BAB IV
 
KEDUDUKMI
 

Pasal ~ 

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerinlah Oaerah di pimp in oteh Kepala Dinas yang berada di 
bawah dan berlanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrelaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya: 

BAB 
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BAB V 
TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
 

Bagian Perlama
 
Dinas Pendidikan
 

Pasal 5
 

Dinas Pendidikan mempunyai lugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan .Dlonomi daerah di bidang 
Pendidikan. 

Pasal 6 
Unluk melaksanakan lugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraluran ini, Dinas Pendidikan 
mempunyai lungsi: 
a.	 perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan; 
b.	 perencanaan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekalah, PenlJ,idikan Dasar. 

Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal dan Informal: 
c.	 perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendislribusian, pendayagunaan dan perawalan prasarana dan 

sarana lermasuk pembangunan inlra slruklur pendidikan; 
d.	 perencanaan pengadaan dan pengembangan lenaga pendidik da'llenaga kependidikan; 
e.	 pengembangan slandar isi dan standar kompelensi lulusan kurikulum nasional; 
f.	 penyusunan. penelapan dan mengembangkan siandar isi dan slandar kompetensi kurikulum mualan lokal; . 
g.	 penelapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa; 
h.	 pengkoordinasian dan melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan ujian akhir nasional dan ujian akhir 

sakolah; . 
i.	 pembinaan dan penitaian personil pendidik dan lenaga kependidikan: 
j.	 pengusulan kelembagaan unit sekolah baru negeri kepada Bupali; 
k.	 pemberian perijinan pendidikan swasla dan kursus-kursus; 
I.	 pengembangan dan meleslarikan seni dan budaya daerah di kalangan pelaiar; 
m. penyelenggaraan dan pembinaan kegialan olahraga prestasi bagi pelajar; 
n.	 pelaksanaan koardinasi lerhadap perguruan linggi; 
o.	 penyusunan dan pelaksanaan rencana slralegis dan rencana kerja lahunan di bidang Pendidikan; 
p.	 pembinaan UPTD di bidang Pendidikan; 
Q.	 pengelolaan adminislrasi umum meliputi penyusunan program, kelalalaksanaan, kelalausahaan, keuangan, 

kepegawaian. rumah langga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pendidikan; 
r.	 pelaksanaan Siandar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan; 
s.	 pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; 
I.	 penyusunan Laporan Akunlabililas Kinerja Instansi Pemerinlah di bidang Pendidikan; 
u.	 penyusunan penelapan Kinerja di bidang Pendidikan; 
v.	 penyusunan analisa jabalan; 
w. penyusunan pengawasan melekal: 
x.	 pelaksanaan lugas lain yang diberikan olell Bupali sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua
 
Kepala Dinas
 

Pasal 7
 

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayal (1) hurul a Peraluran ini, mempunyai lugas 
membanlu Bupali dalam bidang Pendidikan. 
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Pasal 8 

Unluk menyelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Pcraluran ini. Kepala Dinas mempunyai 
lungsi: 
a.	 penyusunan kebijakan leknis dibidang Pendidikan; 
b.	 penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan penyeienggaraan Pendidikan Pra Sekolah. 

Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal dan Inlormal; 
C.	 penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian; pendayagunaan dan perawalan 

prasa/ana dan sarana lermasuk pembangunan inlra slruklur pendidikan: 
d.	 penyusunan perencanaan pengadaan dan pengembangan lenaga pendidik dan lenaga kependidikan: 
e.	 pengembangan standar isl dan standar kompetensi lulusan kurikulum naslonal; 
f.	 penyusunan, penelapan dan pengembangan sIandar isi dan slandar kompelensi kurikulum mualan lokal; 
g.	 penelapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa; 
h.	 pengkoordinasian dan melallsanallan monitoring evaluasi pelaksanaan uiian allhir nasional dan uiian allhir 

sekolah; 
i.	 pembinaan dan penila;an personil pendidik dan lenaga kependidikan; 
I.	 memproses usulan kelembagaan unit sekolah baru negeri kcpada Bupal!; 
k.	 pemberian perijinan pendidikan swasta dan kursus-kursus; • 
I.	 pengkoordinasian pengembangan dan pelcslarian seni dan budaya dacrah dan olatlraga preslasi di 

kalangan pelajar; 
m. pelaksanaan koordinasi lerhadap perguruan Iinggi; 
n.	 penyusunan dan pclaksanaan rcncana slra/cgis dan rencana kcria lahunan di bidang Pcndidikan; 
o.	 pembinaan UPTD di bidang Pendidikan; 
p.	 pengelolaan adminislrasi umum meliputi penyusunan program, kelalalaksanaan, kelalausahaan, keuangan, 

kepegawaian, rumah langga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pendidikan; 
q.	 pelaksanaan Siandar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pcndidikan: 
1.	 pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan lugas dan lungsi; 
s.	 penyusunan Laporan Akuntabililas Kinerja Inslansi Pemcrinlah di bidang Pendidikan; 
t.	 pelaksanaan penelapan Kinerja di bidang Pendidikan: 
u.	 pelaksanaan analisa iabatan kepada Bupati; 
v.	 pelaksanaan pengawasan melekal: 
w.	 pelaksanaan lugas lain yang diberikan olell Bupati sesuai dengan lugas dan lungsinya. 

Bagian Keliga
 
Sekrelarial
 

Pasal 9
 

Sekretarial sebagaimana lersebul pada Pasal 3 ayal (1) hurul b Peraluran ini, mempunyai tugas membanlu 
Kepala Dinas dalam bidang Adminislrasi. kelalausahaan. Aparalur, keuangan. arsip, perlengkapan sella 
penyusunan rencana kegialan. 

Pasal 10 

Unluk menyelenggarakan lugas sebagai:nana dimaksud pada Pasal 9 Peraluran ini, Sekrelarial mempunyai 
lungsi: 
a. penghimpunan, mengoordinasikan dan menyusun percncanaan dan program kerja Dinas Pendidikan; 
b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang; 
c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegialan Pendidikan; , 
• ·.nAhlm.noonon,,""'" knlnnillao dan dnkumen vana bcrkailall (JcnQun oclaksanaan tuaas; 
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e.	 perencanaan dan menyelenggarakan kegialan kcsekrelarialan, kepegawaian, keuangan, barang dan 
memberikan pelayanan leknis administrasi kepada seluruh saluan organisasi Dinas Pendidikan; 

I.	 penghlmpunan, penyusunan dan mengoordinaslkan program kerla dan laporan Dlnas Pendldlkan; 
g.	 penelilian dan penelaahan konsep alau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada 

KepaJa Dinas; 
h.	 pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi pelunjuk serla arahan kepada Sub 

Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparalur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan; 
i.	 pendislribusian dan mengoordinasikan lugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para kepala bidang di Dina. 

Pendidikan; - : 
j.	 pemberian saran dan perlimbangan kepada Kepala Dinas balk secara lerlulis maupun lisandiminla alau 

Iidak; 
k.	 pelaksanaan lugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

§Y!LBagia~euangan d~Pr.Ql)ram sebagaimana dimaksud pada Pasal 3ayal (1) huruf bangka 1) Pcraluran 
in;; mempuliyaniJgas:---­
a.	 menyusun program kerja lahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program; 
b.	 membanlu Seklelaris Dinas di bidang Keuangan dan Program Dinas Pcndidikan; _ 
c.	 mcngoordinasik.ln dan mcngawasi pclaksanaan a,lminislfilsi ,Ian Ickn;s pcmbayamn gaii pcgawa; pava 

Dinas Pendidikan; 
d. . mengoordinasikan dan mcngawasi pelaksanaan adminislrasi llan Icknis opcrasionai bclania pcmclilmraan 

. dan belanja modal sesuai dengan kelenluan yang berlaku sehingga dapal dibayarkan kepada pelaksana 
kegiatan; 

e.	 membual usulan PK dan PPK pada Dinas Pendidikan; 
I.	 mengoordinasikan persiapan dan pcmbuatan adminislrasi pcncairan keuangan berdasarkan ketenluan 

yang berlaku; ...., '. , 
g.	 menginvenlarisasi dan mempelajari semua peraluran perundang-undangan yang berhubungan dengan 

tugas perencanaan dan keuangan; 
h.	 mempersiapkan dan melakukan koordinasi, menghimpun dan menyusun rencana slralegi (Renstra).
 

Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Saluan Kerja Dinas Pendidikan;
 
i.	 melaksanakan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan perlanggungjawaban keuangan Dinas 

Pendidikan.; .. 
j.	 mengumpulkan dan pengolahan dala adminislrasi keuangan sebayai bahan laporan kcuangan dan laporan 

pelaksanaan program kerja Dinas Pendidikan; 
k.	 menyelenggarakan penelilian dan verilikasi kelengkapan sural pcrminlaan pembayaran yang diajt4<an oleh 

bendahara pengeluaran; 
I.	 menyiapkan sural perintah membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas Pendidikan; 

m.	 menyelenggarakan verifikasi alas penerimaan di Iingkungan Dinas Pendidikan; 
n.	 melaksanakan akunlansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pendid:kan;· 
o.	 melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh Sekrelaris Dinas sesuai dengan lugas dan lungsinya. 

Pasal 12 

~b Bagian Aparatur dan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3ayal (1) hurul bangka 2) Peraturan ini,
 
mempunyai tugas:
 
a. menyusun program kerjatahunan pada Sub Bagian Aparalur dan Umum; 

@vtnembanlu Sekrelaris Dinas dibidang Aparalur dan Umum; 
(7//flleJakukan urusan kelalausahaan {menelili dan menelaah serla mengarsipkan sural-suraVnaskah dinas 

yang lelah di disposisi oleh Kepala Dinas}; 
d.	 membanlu menylapkan/!'lenvusun bahan:.batlan_dall! dqji!111 RenyeJesaiah lAKJP, Penetapan Kin@a, ~ 

Pengawasan melekal, analisa iabalan.Dinas Dinas Pendidikan dan laporan lainnya yang diperlukan pa~ 
Sekrelarial Dinas; ,. 

I 

I 
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(e~I~elaksanakan kcgiatan adminislrasi kepcgawaian yang melipuli sural lugas, sural kepulusan Kepala 
v	 Dinas, sural perinlah perjalanan dinas (SPPD), culi, Dallar Usulan Kepangkalan, (ormasi dan bezzeling 

pegawai, DP3, merencanakan dan memperslapkan kenaikan pangkaVgaji berkala, pensiun, laporan LP2P 
dan keglalan lain yang bert<ailan dengan admlnlslrasu kepegawaian sesual dengan perafuran perundang­
undangan yang berlaku; • .C9 vmenyusun dan menyiapkan, mengevaluasi dan melaporkan dallar hadir/absensi pegawai dilingkungan 

~ Dinas Pendidlkan;
.;g) menlngkalkan sumber daya manusia guna penlngkalan kinerja Dinas;
\.!0 melaksanakan dan pengolahan data, urusan sural menyural, keprolokoJan, humas, kearsipan dan 

kepustakaan; . • • , • 
(~melaksanakanpembinaan dan pengelolaan urusan administrasi keoegawaian Dinas Pendidikan; . 
~ menginvenlarisasi dan mempelajari semua peraluran perundang-undangan y~ng berhubungan dengan 

vtugas Aparalur dan Umum; .C9 vmelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan lugas dan lungslnya.
C) vrnemberlkan saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekrelaris secara lertulis maupun Iisan balk 

diminla maupun lidak, 

Pasal 13 
• 

Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana lersebul pada pasal 3 ayal (1) huruf b poinl 3) Peraluran ini 
mempunyallugas: 
a.	 menyusun program kerja lahunan pada Sub Bagian Perlengkapan; 
b.	 membanlu Sekrelaris Dinas di bidang Perlengkapan;I "c. melakukan urusan rumah langga, yang melipuli pengadaaan sarana prasarana· unluk kepenlingan lugas 

Dinas Pendidikan; 
...d. pengelolaan/pemeliharaan lerlladap perlengkapan kanlor dalam rangka menunjang kelancaran' 

pelaksanaan lugas kedinasan; 
, e. menginvenlarisasi asel. perlengkapan Dinas Pendidikan; 

I. menyusun, merencanakan dan menghimpun kebuluhan perlengkapan Dinas Pendidikan; 
.... g. mengumpulkan dan pengolahan dala urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan 

pada bidang lugasnya; 
,	 h. merencanakan, pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah di Iingkungan Dinas 

Pendidikan; 
• i.	 melaksanakan invenlarisasi, pembukuan pe/aporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pendidikan; 

>(	 j. .memberikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekrelaris secara liirtulis maupun Iisan baik 
diminta maupun lidak; 

k.	 menginvenlarisasi dan mempelajari semua peraluran perundang-undangan yang berhubungan dengan 
tugas perlengkapan; 

I.	 melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan lugas dan fungsinya 

[lagian Kecmp~1
 

Bidang Pendidikan Dasar
 

Pasal 14
 

Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayal (1) huru! c Peraluran inl, mempunyai 
lugas membantu Kepala Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar yang melipuli: Pendidikan Pra Sekolah 
(TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekotah Luar Biasa (SLB). 

Pasal ... 
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Pas,11 15 

Unluk menyelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraluran ini, Bidang Pendidikan Oasar 
mempunyai fungsi: 
a.	 penyusunan dan penelapan isi dan slandar pengelolaan TK, SO dan SLB; 
b.	 pengembangan slandar isi dan slandar kompelensi lulusan kurikulum nasional TK, SO dan SLB; 
C.	 penyusunan, penelapan dan mengembangkan siandar isi dan sIandar kompetensi kurikulum muatan lokal 

TK, SO dan SlB; 
d.	 penetapan pelunjuk pelaksana pembiayaan pendidikan; 
e.	 perencanaan alokasi biaya pendidikan; 
I.	 penelapan pelunjuk pelaksana penilaian hasil belajar TK, SO dan SLB berdasarkan kebijakan yang . 

diletapkan Pemerinlah; 
g.	 pengkoordinasian dan pemanlauan pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah; 
h.	 per:gusulan kelembagaan unit baru kepada Bupali; . 
i.	 pemberian perijinan penyelenggaraan Pendidikan TK, SO dan SLB Swa~la; 

j.	 penyusunan Pedoman Komile Sellolah, Usaha Kcsehalan Sekolah, Kcpramullaan, Kopcrasi dan 
Perpuslakaan Sekolah: 

k.	 penyusunan pedoman perencanaan, pembinaan, pcngawasan dan pengcndalian penyelenggmaan 
pendidikan TK, SO dan SLB Negeri dan Swasla; • 

I.	 pembinaan pengelolaan TK, SO dan SLB; 
m.	 perencanaan kebuluhan, pengadaan dan penempalan lenaga pendidik dan lenaga kependidikan TK, SO 

dan SLB; 
n.	 pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir lenaga pendidik dan lenaga kependidikan TK, SO dan 

SLB; 
o. perencanaan penyediaan kesejahleraan Kepala Sekolah, Guru dan penjaga sekolan;
 
p, pelaksanaan pengembangan dan pembinaan seni budaya dan olahraga preslasi pelajar TK, SO dan SLB;
 
q.	 pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Oinas sesuai dengan lugas dan lungsi. 

Pasal 16 

Seksi Kurikulum PendilJikan TK, SO dan Sl Bsebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayal (1) IlUfUI c poinl 1} 
Peraluran ini, mempunyai lugas: 
a.	 menyusun dan menelapkan pelaksanaan pengelolaan TK, SO dan SLB; 
b.	 mengkoordinir pelaksanaan slandar isi dan slandar kompelensi lulusan kurikulum nasional TK, SD dan 

SLB; 
c.	 mengembangkan slandar isi dan slandar kompelensi lulusan kurikulum nasional TK, SO dan SLB; 
d.	 menyusun dan mengembangkan slandar isi dan slandar kompelensi lulusan kurikulum mualan lokal TK, 

SO dan SLB; 
e.	 menclapkan petuni~k pclaksana pcmbiayaan pcndidikan; 
I.	 merencanakan alokasi biaya pendidikan; . 
g.	 menclapkan pelunjuk pc/aksanaan pcnilaian hasil bclajar TK, SO dilO SUI bcrdasarkan kcbiiakan yang 

ditelapkan Pemerinlah; , 
h.	 mengkoordinasikan dan memanlau pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah lingkal SO; '. 
i.	 memproses usulan kelembagaan unit sekolah baru SO Negeri; 
j.	 mcmproses perijinan pcnyclcnggaraan pendidikan TK, dan SO Swasla yang dilelapkan olch Kepala Oinas; 
k.	 merencanakan dan melaksanakan pembinaan peningkatan mutu akademik pendldikan TK, SO dan SLB; 
I.	 menyusun Pedoman Komile Sekolah, Usaha Kesehalan Sckolah, Kepramukaan, Koperasi dan 

Perpuslakaan Sekolah; ~. . 
m.	 menyusun Pedoman Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan. 

Pendidikan TK. SO dan SLB; 
n.	 melaksanakan lugas lain yang diberikan olch Kcpala Bidang Pendidikan Oasar sesuai dcngan lugas dan 

lungsi. 
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Pasal 17	 • 

3eksl Tenaga Teknls JK, SO dan SLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3ayal (1) hurul cpoint 2) Peraturan
 
:nl, mempunyallugas:
 
I.	 membina pengelolaan TK, SO dan SlB; . 
b.	 merericanakan kebuluhan. pengadaan dan penempalan lenaga kependidikan TK, SO dan SlB; 
c.	 melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir lenaga pendidik dan lenaga ~ependidikan TK, SO dan
 

SLB;
 
d.	 merencanakan penyediaan kesejahleraarl~Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependiclikan TK, SO dan SlB; 
e.	 melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan lugas dan 

lungsi.
 
- .
 

Pasal 18 

Seksj Seni Budaya dan Olahraga TK, SO dan SLB sebagaimana dimaksud pada Pasai 3ayal (1) hurut c poinl 
3) Peraluran ini, mempunyai lugas: 
a.	 menyusun Program Pembinaan Seni BUdaya dan Olahraga pe/ajar; 
b.	 merencanakan dan melaksanakan penggalian potensi dan pembinaan preslasi Seni Budaya dan Olahraga
 

Pclajar; _
 
c.	 memtasililasi pelaksanaan kegialan Seni Budaya dan Olahraga di Sekolah; 
d.	 melaksanakan Perencanaan dan Pengadaan fasilitas/peralalan olahraga pelajar; 
e.	 melaksanakan pembinaan Mulu Tenaga Pembina Scni Budaya dan Olahraga pelajar; 
J.	 melaksanakan pengawasan dan pcngendalian pcnyelcnggaraan kegiaan Seni Budaya dan Olahraga df 

Sekolah; 
g.	 melaksanakan pembinaan dan peningkalan kemampuan lenaga penilik Olahraga, Pembina, Pelalih dan 

Allel pelajar; 
h.	 melaksanakan lugas lain yang diberikan olell Kepala Bidang Pendidikan Dasar sesuai dengall lugas dan 

lungs;' 

Bagian Kelima 
Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggl 

Pasal 19 

Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3ayal (1) hurul d Peraluran in;' 
mempunyai lugas membanlu Kepalil Dinas Pendidikan di bidilng Pendidikan Menengah dan Tinggi yang 
melipuli pendidikan lormal SMP/sederajal, SlTA, SMK dan PcrOl/rlian Tinooi. 

Pasol 20 

Unluk menyelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraluran ini, Bidang Pendidikan 
Menengah dan Tinggi mempunyai rungsi: 
a. ,'penyusunan dan penetapan pelaksanaan pengelolaan SMP, SLTAdan SMK; 
b.. pengkoordinasian pelaksanaan slandar isi dan s\andar kompe\ensi lulusan kurikulum nasional SMP. SlTA 

danSMK; 
c.	 pengembangan standar isi dan slandar kompelensi lulusan kurikulum nasional SMP, SLTA dan SMK; 
d.	 penyusunan dan pengembangan slandar isi dan slandar kompetensi kurikulum mualan lokal SMP, SLTA 

dan SMK; 
e.	 penelapan pelunjuk pelaksana pembiayaan pendidikan; 
r.	 perencanaan alokasi biaya pendidikan; 
g.	 penelapan pelunjuk pelaksana penilaian hasH belajar SMP. SlTA dan SMK berdasarkan kebijakan yang 
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v'pengkoordinaSlan dan rnelaksanakarl morl/lonng evaluasi UJ,an i~(.:;,onal dan Ujlan Aknir Sekolah SMr-, 
SLTA dan SMK; 

i pengusulan kelembagaan unil sekolah baru SMP, SLTA dan SMK Negeri; . 
~,pelaksanaan perilinan penyelenggaraan Pendidikan SMP, SLTfI dan SMK Swasla yang dile\apkan oleh 

Kepala Dinas; 
Jpenyusunan Pedoman Komile Sekolah, Usaha Kesehalan Sekolah, Kepramukaan, J(operasi dan 

PBrpuslakaan Sekolah; 
Jenyusunan pedQlnan perencanaan, pembinaan, penoawasan dan pengendalian penyelenggaraan 

pendldlkan SMP, SLTAdan SMK Negeri dan Swasta: . ," 
IYpemblnaan pengelolaan SMP, SLTA dan SMK; . - • . 
,/perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga pendidik dan lenaga kependidikan SMP, 

SLTA dan SMK; . 
) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karlr lenaga pendidik dan lcnaga kependidikan SMP, SLTA 

dan SMK; 
.l/perencanaan penyediaan k'esejahleraan Kepala Sekolah, Guru dan penjaga sekolah; . 
~ ~erencanaan dan pelaksanaan pembinaan peningkalan mutu akadcmik pendidikan SMP. SLTAdan SMK; 
~elakSanaan lasililasi dan memberikllO banluan dalam upaya pengembangan kurikulum pendidikan pada 

perguruan tlnggi; . ., 
) ,e~'n~:Jn:j~" ~an .... " ,kS'in'ikan o~''':~'''~al'c.1n dan ')cm~il'aal' ~rni blldava dan olahrilga preslasl plalar 
I ­

;f~ .; ... - ~ :-Ioi, ~\:. 

I.. pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan lungsi.. 

Pasal 21 

Seksi Kurikulum Pendidikan SMP, SLTA, SMK dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
ayal (1) hurul dangka 1) Peraluran ini, mempunyai lugas: 
a.	 menyusun daQ mcnelapkan pelaksanaan pengelalaan SMP, SLTA, dan SMK; 
b.	 mengkoordinir pelaksanaan slandar isi dan slandar kompelensi lulusan kurikulum nasianal SMP, SLTA, 

dan SMK; 
c.	 mengembangkan slandarisi dan slandar kompelensi lulusan kurikulum nasianal SMP. SLTA, dan SMK; 
d.	 menyusun dan. mengcmbangkan slandar isi dan slandar kompclensi lulusan kurikulum mualan lokal 

SMP. SLTA, dan SMK; 
e.	 menelapkan pelunjuk pelaksana pembiayaan pendidikan; 
I.	 merencanakan alokasi biaya pendidikan; 
g.	 menelapkan pelunjuk pelaksanaan penilaian hasil bela jar SMP, SLTA, dan SMk berdasarkan kebijakan 

yang dilelapkan Pcmerinlah; 
h.	 mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring evaluasi Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekalah SMP, 

SLTA. dan SMK; 
i.	 memproses usulan kelcmbagaan unit sekolah baru SMP, SlTil, dan SMK Negeri; 
j.	 memproses perijinan penyelenggaraan pendidikan SMP, SLTA, dan SMK Swasla yang dile1apkan oleh 

Kepala Dinas; 
k.	 merencanakan dan melaksanakan pembinaan peningkCilan mulu akademik pendidikan SMP, SLTA, dan 

SMK; 
I.	 menyusun Pedoman Kamile Sekolah. Usaha Kesehalan Sekolah, Kepramukaan, Koperasi dan 

Perpuslakaan Sekolah; . 
m.	 menyusun Pedoman Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan 

Pendidikan SMP, SLTA, dan SMK; . . 
n.	 memfasililasi dan memberikan banluan pengembangan kurikulum perguruan linggi; 
o.. melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi sezuai 

dengan tugas dan fungsi. ' 

Pasal ... 

, 
i 
i 
! 
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Pasal 22 

Seksi Tenaga Teknls SMP, SLTA, SMK dan Perguruan Tinggl sebagainnana dimaksud pada Pasal 3 ayal (1) 
hurul dangka 2) Peraluran ilii, mempunyai tugas: ' 
a.	 memblna pengelolaan SMP, SLTA, dan SMK; • 
b.	 merencanakan keburuhan, pengadaan dan penempatan lenaga kependldikan SMP, SLTA..dan SMK; 
c.	 melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir lenaga pendidik dan lenaga k,ependidikan SMP. SLTA, 

dan SMK; , 
d.	 merencanakan penyediaan kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga ,Kependidikan SMP, SLTA, dan 

SMK; - '" 
e.	 memberikan lasililasi pengadaan dan pengembangan karir lenaga pendidik dan !enaga kependidlkan di 

perguruan tinggl; 
r.	 melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggl sesuai 

dengan lugas dan lungsi. 

•	 Pasal 23 

Seksl Seni Budaya dan Olahraga SMP, SLTA, SMK dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal3 
ayal11 ) hum! dpoint 3) PerallJran ini ,mempunyai lugas: , 
a.	 menyusun Program Pembinaan Senl Budaya dan Olahraga pelajar; • 
b.	 merencanakan dan melaksanakan penggalian potensi dan pembinaan prestasi Seni Budaya dan OIahraga 

Pelajar; 
c.	 memlasililasi pelaksanaan kegialan Seni Budaya dan Olahraga di Sekolah; 
d.	 melaksanakan Perencanaan dan Pengadaan fasiJiJaSiperalaian olahraga pelajar; 
e.	 melaksanakan pembinaan Mulu Tenaga Pembina Seni BUdaya dan Olahraga pelajar; 
r.	 pelaksanaan pengawasan dan pcngendalian penyelenggaraan kegiaan Seni Budaya dan Olahraga di 

Sekolah; 
g,	 melaksanakan pembinaan dan peningkalan kemampuan lenaga penilik Olahraga, Pembina, Pelalih dan 

AIIel pelalar; 
h.	 memberikan fasililasi dan banluan pembinaan seni budaya dan olahraga mahasiswa di perguruan Iinggi; 
i. melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidlkan Menengah dan Tinggi sesuai 
~ dengan lugas dan lungsi. 

Bagian Keenam
 
Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan
 

Pasal 24
 

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3ayal (1) hurul ePeralUran ini, 
mempunyai :ugas membanlu Kepala Dlnas Pendidikan di bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, 

Pasal 25 

Unluk menyelenggarakan lugas sebagalmanadimaksud pada Pasal 24 Peraluran ini, Bidang Sarana dan 
Prasarana Pendidikan mempunyai lungsi: ' 
a.	 penyusunan perencanaan kebuluhan dan pengadaan sasaran dan prasarana pendidikan; 
b.	 pemanlauan dan eva/uasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan; 
c.	 pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; 
d.	 penginventarlsaslan asel dan pembukuan pelaporan perlengkapan pendidikan rnasing-masing Sekolah; 
e.	 pelaksanaan tugas lai~ yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lugas dan lungsi. 
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Pasal 26 

eksi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK, SO dan SLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3ayal (1) huru! e 
,Inll) Peraturan ini, mempunyai lugas: 

merencanakan kebuluhan sarana dan prasarana pendidikan TK dan SO; 
menyedlakan sarana dan prasarana pendidikan TK dan SO; 
memelihara sarana dan prasarana pendidikan TK dan SO; 
mendata dan meng/nventarlsasi serla pembukuan pelaporan sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD; 
memanlau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana pendldikan TK dan SO; 
memberikan lasllitasi dan banluan pengadaan kebutuhan sarana dan prasaralia Sel10lah Luar Biasa (SLB); 
melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarcina Pendidikan sesuai 
dengan lugas dan lungsi. 

Pasal 27 

eksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3ayal (1) hurul eangka 2) 
eraluran ini, mempuQyai lugas; 

merencanakan kebuluhan sarana dan prasarana pendidikan SMP; 
mengadakan sarana dan prasarana pend/dikan SMP; 
memelihara sarana dan prasarana pendidikan SMP; -
mendala dan menginventarisasi serla pembukuan pelaporan sarana dan prasarana pendidlkan SMP; 
memanlau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan SMP; 
melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai 
dengan lugas dan rungsi. . 

Pasal 28 

eksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SLTA. SMK dan Perguruan Tinggi sebagaimanidimaksud pada Pasal 
ayal (1) hurur eangka 3) Peraluran ini, mempunyai lugas: 

merencanakan kebuluhan sarana dan prasarana pendidikan SLTA dan SMK; . 
menyediakan sarana dan prasarana pendidikan SLTA dan SMK; 
memelihara sarana dan prasarana pendidikan SLTA dan SMK; . 

I. mendala dan menginvenlarisasi serla pembukuan pelaporan sarana dan prasarana pendidikan SLTAdan 
SMK; 
memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan SLTAdan SMK: !, 

memberikan fasilitasi dan banluan pengadaan kebuluhan sarana dan prasarana Perguruan Tlnggi; v' 
I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai 

dengan lugas dan fungsi. ! 

V 

Bagian Kelujull 
. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal 

Pasal 29 

lidang Pendidikan Non Formal dan Inlormal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf I Peraluran 
~i, mempunyai lugas membanlu Kepala Oinas Pendidikan di bidang Pendidikan Non Formal dan Informal. 

Pasal 30 

Jntuk menyelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraluran ini, Bidang Pendidikan Non 
'ormal dan In/ormal mempunyai lungsi: 
I. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kegialan Pendidikan Anak Usia Oini (PAUO), keselaraan. 

I 

I 
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b.	 penyusunan dan pengembangan bahan pelaksanaan kegiatan PAUO, keselaraan, pendidikan masyarakat. 
pembinaan kursus dan kelembagaan; 

c.	 pelaksanaan. pembinaan, pengawasan dan pengendalian sella evaluasi penyelenooaraan keoialan PAUD, 
keselaraan, pendidikan masyarakal, pembinaan kursus dan kelembagaan; 

d.	 pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan peningkalan mulu PAUD, kesetaraan, pend,idikan masyarakal, 
.pemblnaan kursus dan kelembagaan; 

e.	 pemberian dorangan dan memberdayakan peran serta masyarakat di bidang PAUD, keselaraan, pendidikan 
masyarakal, pembinaan kursus dan kelembagaan; _ : 

I.	 pelaksanaan lugas lain ya'ng diberikan aleh Kepala Dinas sesuai dengan lugas dan lungsi. 

Pasal 31 

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Keselaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
ayat (1) huru! I angka 1) Peraturan ini, mempunyai tugas; 
a.	 rnenyusun program kegialan Kelompok Taman Bermain (TB), Taman Peniiipan Anak (TPA). Satuan. 

Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS); 
b.	 menyusun dan mengembangkan penyelenggaraan Kelompok Taman Bermain, Taman Penilipan Anak dan 

Saluan PAUD sejenis; • 
c.	 memberikan bimbingan leknis dan evaluasi pada Kelompok Bermain, Taman Penilipan Anak dan Satuan 

PAUO sejenis; 
d.	 menyusun program kegialan pendidikan keselaraan; 
e.	 menyusun dan mengembangkan bahan penyelenggaraan pcndidikan kesclaraan; 
I.	 melaksanakan pembinaan dan peningkalan mutu serla profesionalisme penilik lembaga-Iembaga 

penyelenggara, lenaga pendidik dan kependidikan nonformal; 
g.	 melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Inlormal sesuai 

dengan tugas dan lungsi. 

Pasal 32 

Seksi Pendidikan Masyarakal, Kursus-kursus dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) 
hurul f angka 2) Peraluran ini, mempunyai lugas; 
a.	 menyusun program kegiatan pendidikan keaksaraan, pendidikan perempuan, peningkatan mutu budaya

(j baca dan kemilraan; . 
b/ merencanakan dan melaksanakan kegialan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, pendidikan 

'-/' perempuan, peningkalan budaya baca dan kemilraan; 
c. menyusun dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, pendidikan 

percmpuan, peningkalan budaya baca dan kemilraan; 
d.	 memberikan bimbingan teknis dan evaluasi lerhadap penyelenggaraan kelompok pendidikan keaksaraan, 

pcndidikan perempuan, peningkatan budaya baca dan kemilraan; 
e.	 melaksanakan pembinaan dan peningkalan mutu serla profesionalisme penilik lembaga. lenaga pendidik 

dan kependidikan nonformal; 
l.	 melaksanakan pemberdayaan peran serla masyarakal di Didang pendidikan masyarakal; 
g.	 melaksanakan pembinaan kursus dan kelembagaan: 
h.	 memberdayakan peran serla masyarakal di bidang penyelenggaraan kursus dankelemDagaan; 
i.	 meningkalkan slandarisasi, prosedur dan mutu penyelenggaraan kursus: 
j.	 memberikan dan melaksanakan bimbingan leknis dan evaluasi di bidang peningkalan mulu kursus; 
k.	 memberikan izin dan serlilikasi penyelengaraan kursus; 

I. melaksanakari 
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I.	 melaksanakan pembinaan dan peningkalan profesionalisme pcnilik, lenaga pendidik dan kependidikan 
formal; 

m.	 melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Inlorr,;31 sesuai 
dengan lugas dan fungsi. 

Bagian Kedelapan.
 
L1ni! Pelaksana Teknis Dinas (L1PTD)
 - .. 

Pasal 33 

Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD sebaoaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf 9 Perat~ian ini, 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pendidikan bidang lerlentu dan alau 
dengan lokas; dan wilayah kerja di Kecamalan. 

Pasal 34 

Untuk menyelenooarakan lugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraluran ini, UPTD mempunyai fungSI: 
a. pelaksanaan lugas operas/onal Dinas Pendidikan:	 • 
b. pelaksanaan urusan adminislrasi ;	 : 
c. pelaksanaan tuoas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kesembilan
 
Kelompok Jabalan Fungsional
 

Pasal 35
 

Kelompok .Jabalan Fungsianal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) hurur h Peraluran ini,
 
mempunyal lugas melaksanakan sebagian lugas dinas pendidikan sesuai dengan keahlian dan
 
kelerampilannya, 

Pasal 36 

(1 ) Kelom'po~ Jab~lan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 lerdiri dari sejumlah lenaga 
pada le~/ang /abalan yang lerbag; dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
kelramOllannya:	 . 

(2) 
Kelompok J~balan Fung~ional sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) dikoordinasikan oleh seorang
Icn8ga lung~lonal yang dllelapkan oleh Kepala Dinas: 

(3) 
Jdumblah Jabal~n Fungsional scbagaimana dimaksud dalam ayal (1) dilenlukan berdasarkan kebuluhan an	 eban kefJa; , 

(4) . JeniS, dan Jlmjano Jabalan fungsiollal scbilgaimallil (limilksud dalarn aY~1 (1) dialur sesuai denga 
pera uran perundang-undangan yang berlaku.	 ,n 

BAS ... 
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BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 37 

(1 ) Kepala Dinas dalam melaksanakan lugasnya berdasarkan 
berlaku dan kelenluan yang dilelapkan oleh Bupali. 

peraturan perundang-undangan yang 

(2) Dalam melaksanakan lugasnya Kepala Dinas. Sekrelaris Dinas. Ke~ala Bidang, Kepala Sub 
Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baiK' di dalam lingkungan masing­
masing dan anlar Satuan Organisasi Perangkal Dacrah serla dcngan Inslansi Vcrlikal dilingkungan 
Pemerintah Kabupalen Sintang sesuai dengan bidang lugasnya.. 

(3) 

(4) 

Pejabat Siruklural dalam Iingkungan Dinas Pendidikan berlanggung jawab memimpin dan 
mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serla pelunjuk pelaksanaan 
luoas bawahannya. 

• 
Pejabat Sirukiural dalam melaksanakan lugasnya wajib mengelahui dan mematuhi pelunjuk, 
berlanggungjawab dan menyampaikan laporan kcpada alasan masing-masing, 

(5) ?ejabal Slruklural dalam melaksanakan lugasnya wajib mengkoreksi dan mengkaji laporan yang 
ditcrima dan selanjulnya scbagai bahan pcrlimbangan Icbih Ian jut. 

(6) Pejabal Sirukiural Dinas Pendidikan berkcwajiban menoawasi bawahan masing-masing dan 
mengambil langkah-Iangkah dan lindakan bila lerjadi ~enyimpangan sesuai dengan peraluran yang 
berlaku. 

(7) Kepala Bidang dan Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Sekrelaris Dinas 
menyusun laporan berkala Dinas Pendidikan kepada Bupati. 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 38 

Penjabaran uraian lugas Jabalan Sirukiural dan Jabalan Fungsional pada Dinas Pendidikan ditelapkan dengan 
Peraluran Kepala Dinas Pendidikan setelah mendapalkan pcrsclujuan Bupali. 

BAB VII' 
KETENTUAN PENUTlJP 

Pasal 39 

·Dengan berlakunya Peraluran Bupali Inl, maka Kepulusan Bupali SInlang Nomor 372 Tahun 2000 lenlang 
Petuniuk Pelaksana Peraluran Daerah Kabupalen Sinlang Nomor 14 Tahun 2000 lenlang Pembentukan 
Organisasi Perangkal Daerah Kabupalen sintang Mengenai Susunan Organisasi dan Tala Keria Dinas Pendidikan 
dan segala kelenluan lain yang mengalur materi muatan yang sama dengan yang dialur dalam Peraluran ini, 
sepanfang bertenlangan dengan Peraluran ini, dicabul dan dinyalakan tidak berlaku.lagi 

' 

Pasal .. , 
'I 
I

" 
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Pasal 40 

Peraluran Bupati ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.
 
Agar sellap orang dapar mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Pe,raluran ini dengan penempalannya
 
dalam Berila Daerah Kabupalen Sinlang.
 

Dilelapkan di Slntang 
pada tanggal I September 2008 

BUPATI SINTANG, 

MILTON CROSBY 

Diundangkan di Sinlang 
pada tanggal J eplember 200B 

SE BUPATEN SINTANG, 

. ABDU 

BERITA DAERAH KAB P TEN SINTANG TAHUN 2008 NOMOR 40tt 

.
'. 
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NOMOR 1, lj TAHUN 2008 
TAllGGAL I SEPTEMBER 2008 
TENTAIIG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIOIKAN KABUPATEN SINTANG 

I 
KELDMPOK BIDANG 
JABATAN 

FUNGSIDNAL PENDIDIKAN DASAR 

I 

SEKSI 

- KURIKULUM PENDIDIKAII TK. 
SO DAN SLB 

SEKSI -

TENAGA TEKNIS TK. SO 
I ­ DAN SLB 

.­
SEKSI 

'­
SENI BUDAYA DAN OlAM 

RAGA TI<. SO DAN SI.B 

BAGAN SUSUNAN DRGANISASI DAN TATA KF.RJA 
KABUPATEN SINTANG 

KEPALA DINASI I
 

I 
BIDANG
 

PENDIDIIlAN MENENGAH
 
DAN TINGGI
 

.EK.I 

~ I:URIKULU~,' PENDIDW""/ 
SMP, SLTA DAfI 

PERGURUAN TlNGGI 

SEKSI 

TENAGA, TEKIIIS SMP, 

t- SLTA DA.~ PERGURUAN 
TlNGGI 

SEKSI 

"- SENI BUDAYA DAN OLAN 
RAG\ SMP, SUA DAN 

PERGURUAN TlNGGI 

I UPTD 

-

I ­

" ­

I
 

DINAS PENDIDIKAN 

BIDANG
 

SARAHA DAN PRASARANA
 
PEIIDIOIKAli
 

SEKSI
 

SAPANA DAN PRASARANA
 
PENDiDIKAN TK. SO DAN
 

SLB
 

SEKSI
 

SARAIIA DAN PRASARAIIA
 
PENDIDIKAN SMP
 

SEKSI
 

SARANA DAN PRASARANA
 
PENDlDIKAN SUA DAN
 

PERGURUAN T1/IGGI 

I 

I
 

I 
SUB BAGIAN
 

KEUANGAN DAN
 
PRDGfWoI
 

I 
. 810ANG 

PENDIDlKAH NON 
FORMAL DAN 

INfORMAL 

1 

SEKSI 

SEKRETARIAT 

I 
I I 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
PERLENGKAPANAPARATUR DAN 

UMUM 

I- PENOIDlKAN ANAK USIA 
DINI DAN PfNDIDIKAN 

KESETARAAH 
, 

'-: 

SEKSI 

PfNDIDIKAN 
IMSYARAKAT, KURSUS­

KURSUS DAN 
ICElEMBAGAAH 

,. 

'. " 

, 
BUPATI SINTAHG. 

~ , 
UII Tn... r.An~A\~ 
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